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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

RUU tentang Mahkamah Konstitusi merupakan RUU yang ditugaskan ke Badan Keahlian DPR RI sebagai wujud penyempurnaan atas pengaturan lembaga Mahkamah Konstitusi yang selama ini sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), website maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

       Jakarta,   September 2020

     Ketua Tim

BAB I
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang
Dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia, dimana 2 (dua) sila di antaranya menjelaskan mengenai ‘adil’ dan ‘keadilan’. Sila ke-2 (kedua) Pancasila menyatakan, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sementara itu, sila ke-5 (kelima) Pancasila menyatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Selanjutnya pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Guna menegakkan hukum dan peradilan maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sebagai berikut: Pasal 24A mengatur mengenai MA, Pasal 24B mengatur mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengatur mengenai MK.
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai hakim konstitusi dalam Pasal 24C ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK Perubahan) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD Tahun 1945 adalah untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang MK. Oleh karena itu, dapat dibenarkan secara legal jika UU MK dan perubahannya mengatur secara lebih detail segala ketentuan terkait MK.

Dalam implementasinya, UU MK dan UU MK Perubahan sempat beberapa kali diajukan permohonan uji materiil ke MK karena dianggap merugikan hak konstitusional. Akan tetapi hanya 7 (tujuh) permohonan yang dikabulkan, yaitu Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 yang isinya mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.48/PUU-IX/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.68/PUU-XI/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya, Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya. 


Dengan dikabulkannya baik secara keseluruhan atau sebagian terhadap UU MK dan UU MK Perubahan, tentu menciptakan keadaan hukum baru sesuai putusan MK. Dengan demikian, dengan munculnya putusan MK yang mengabulkan baik sebagian atau keseluruhan permohonan pengujian materiil terhadap UU MK dan UU MK Perubahan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU MK dan UU MK Perubahan.

Perubahan tersebut dituangkan dalam rencana perubahan UU MK baik sebagai daftar kumulatif terbuka akibat Putusan MK maupun dalam prolegnas prioritas Tahunan. Oleh karena itu, Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) berdasarkan surat nomor LG/20200/DPR RI/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 meminta kepada Badan Keahlian DPR RI, khususnya Pusat Perancangan Undang-Undang untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan implikasi dari Putusan MK berkenaan dengan perkara pengujian undang-undang.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:
1. Bagaimana perkembangan teori tentang Mahkamah Konstitusi serta bagaimana praktik empirisnya?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi?
C. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
1. mengetahui perkembangan teori teori tentang Mahkamah Konstitusi serta bagaimana praktik empirisnya;
2. mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi saat ini;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
Naskah akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Metode

 
Penyusunan naskah akademik RUU tentang Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi kelompok terbatas keahlian (focus group discussion) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait.
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis 
1. Sumber Hukum 


Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas.
 Selain itu, sumber hukum juga diartikan segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.


Soeroso menyebutkan bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil.
 Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal in berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku secara formal. Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, dan tradisi.


Sumber hukum formal di Indonesia, meliputi:

a. Undang-Undang
Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh pembuat undang undang yang mengikat seluruhwarga negara baik pemerintah maupun warga masyarakat lainnya.

b. Kebiasaan 

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbul suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum pada masyarakat tersebut.

c. Traktat atau Perjanjian Internasional

Traktat atau perjanjian internasional perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dan akibat perjanjian ini, pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan tersebut. Hal ini disebut pacta sunt servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh kedua belah pihak.

d. Yurisprudensi

Pengertian yurisprudensi di negara-negara common law lebih luas dibandingkan pengertian yurisprudensi di negara-negara civil law. Di sistem common law yurisprudensi berarti ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi di civil law berarti putusan pengadilan. Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalanka noleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat Sudikno menyebutkan bahwa di samping itu, yurisprudensi dapat pula berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan menjadi dua macam:

1) Yurisprudensi  biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti yang terdiri dari putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak di banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, dan seluruh putusan Mahkamah Agung.

2) Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.

2. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan 


Sumber hukum sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya berasal dari lembaga-lembaga yang berwenang. Undang-Undang merupakan kewenangan lembaga legislatif, sedangkan putusan pengadilan atau yurisprudensi merupakan kewenangan lembaga yudikatif. Eksistensi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif dalam suatu negara tidak terlepas dari sistem pembagian kekuasaan.


Sistem pembagian kekuasaan diterapkan karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat di tangan satu orang, yaitu Raja. Upaya pembatasan kekuasaan dilakukan dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Pemikiran yang paling berpengaruh adalah Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748). Montesquieu memisahkan kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu (1) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang (the legislative function); (2) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang (the executive or administrative function), dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. (the judicial function).


Berawal dari teori Trias Politica, banyak pendapat yang kemudian membeda-bedakan istilah pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power). Istilah pemisahan kekuasaan (separation of power) mendapat kritikan karena di dalam praktek pemisahan kekuasaan (secara “murni”) dianggap tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Sebagai sandingan muncul istilah pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power). Arthur Mass bahkan membagi pengertian division of power dalam dua pengertian, yaitu capital division of power yang bersifat fungsional dan territorial division of power yang bersifat kewilayahan atau kedaerahan.


G. Marshall dalam Constitutional Theory membedakan doktrin pemisahan kekuasaan ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:
 

1. differentiation; 

doktrin pemisahan kekuasaan membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. 

2. legal incompatibility of office holding; 

tidak seharusnya terjadi perangkapan jabatan di antara lembaga-lembaga tersebut. (Hal ini tidak terjadi di sistem parlementer, karena Menteri sebagai eksekutif juga  merangkap sebagai anggota legislatif) 

3. isolation, immunity, independence; 

masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ lain. 

4. checks and balances; 

setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan yang lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada organ-organ yang bersifat independen tersebut. 

5. coordinate status and lack of accountability; 

masing-masing lembaga berkedudukan sederajad sehingga hubungannya bersifat koordinatif, bukan subordinatif antara satu dengan yang lain.


Sistem di Indonesia pada awalnya menolak penggunaan teori pemisahan kekuasaan (murni). Soepomo menyampaikan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montequieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.
 Hal ini karena adanya lembaga MPR yang supreme di antara lembaga-lembaga lain. Namun, pasca-perubahan UUD 1945, doktrin pemisahan/pembagian kekuasaan terlihat semakin nyata, misalnya dengan meniadakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, peralihan kekuasaan legislatif ke DPR (walaupun dalam pembentukannya dilakukan bersama dengan eksekutif), dan diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang. Pada awalnya, kekuasaan judisial yang dijalankan oleh hakim dianggap hanya menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang, namun perubahan UUD 1945 membentuk sebuah organ kekuasaan kehakiman baru yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, yaitu Mahkamah Konstitusi.


Perubahan UUD 1945 membentuk sebuah pola baru hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hubungan tersebut adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa sebuah undang-undang atau norma dalam undang-undang dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan undang-undang dasar.

3. Peraturan Perundang-Undangan


Menurut Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.
 Kegiatan dari badan ini disebut kegiatan perundang-undangan. Tindakan yang dapat digolongkan dalam kategori perundang-undangan ada bermacam-macam, baik berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang ada maupun  pengubahan. Hukum yang dihasilkan dari proses ini disebut sebagai hukum yang diundangkan (enacted law, statute law) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (unenacted law, common law).
 

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:
 

a. Teori perundang-undangan (gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif; 

b. Ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif. 


Ilmu perundang-undangan kemudian dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 

a. Proses perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren) 

b. Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode) 

c. Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungstechnik)


Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kebijakan di atas merupakan kesepakatan formal antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 


Kedua badan tersebut mengatasnamakan negara dalam membentuk hukum atau undang-undang. Termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administrasi, dan perdata). Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri atau setingkat menteri atau peraturan lembaga negara negara tertentu, juga merupakan suatu kebijakan, baik dibentuk berdasarkan delegasian maupun atas keingingan sendiri (mandiri), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.


Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dibagi dalam dua kelompok yaitu:
 

Asas-asas formil: 

1) Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; 

2) Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundag-undagan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (vernietegbaar) atau batal demi hukum (van rechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (het noodzakelijkheidsbeginsel); 
4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van uitvoerbaarheid), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; 
5) Asas konsensus (het beginsel van de consensus). 

Asas-asas materiil: 

1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek); 

2) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); 
3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel); 
4) Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 
5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).


Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (grundnorm). Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.


Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.
 


Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:
 

1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara); 

2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara); 

3) Formell Gezetz (undang-undang formal); 

4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya. 


Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan mendasarkan pada teori di atas, peraturan yang dibentuk oleh Presiden dengan sendirinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, misalnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, demikian pula Peraturan Gubernur, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah. 

4. Judicial Review
Konsep judicial review berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Istilah judicial review itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Wewenang Supreme Court Amerika Serikat ini tidak disebutkan secara khusus dalam konstitusi AS, akan tetapi didasarkan pada doktrin yang disimpulkan oleh Supreme Court berdasarkan naskah konstitusi dan telah dinyatakan secara gamblang dalam kasus penting yaitu Marbury vs. Madison tahun 1803. Dalam putusannya, hakim Marshall menyatakan bahwa “...tindakan legislatif yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah Hukum...”, dan lebih lanjut menambahkan bahwa ”adalah wewenang dan tugas dan wewenang dari lembaga peradilan untuk menyatakan apakah hukum itu”. Atas dasar inilah, maka MA mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian (judicial review) terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi AS.


Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht). Judicial review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.


Fatmawati, menyatakan definisi dari judicial review pada common law system dan hak menguji (toetsingrecht) pada civil law system, terlihat perbedaan pada keduanya, yakni:
 

1. Hak menguji (toetsingrecht) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undang terhadap UUD, sedangkan judicial review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga administrative action terhadap UUD; 

2. Hak menguji (toetsingrecht) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan judicial review hanya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.


Judicial Review atau Hak Uji Materiil, pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:
 

1. Hak Uji Materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. 

2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung. 


Tushnet membedakan antara Strong-form judicial review dan weak-form judicial review. Dalam weak-form judicial review, Tushnet menyatakan:

“Court assess legislation against constitutional norms, but do not have the final word on whether statutes comply with those norms. In some versions the courts are directed to interpret legislation to make it consistent with constitutional norms if doing so is fairly possible according to (previously) accepted standards of statutory interpretation. In other versions the court gain the additional power to declare statutes inconsistent with constitutional norms, but not to enforce such judgement coercively against a losing party.”


Sementara tentang strong-form judicial review Michelman merangkum pandangan Tushnet sebagai berikut:

a. Question of the constitutionality of legislation are regularly brought before court for resolution;

b. the court address these questions afresh, with a substantial degree of independence from the explicit or implicit opinions of other agents in the system including those who enacted the questioned law;
c. the resulting judgements of jurisdictionally competent courts are regarded as binding on other departments of government unless and until revised either by judicial decision or by constitutional amendment;
d. the result of a judicial declaration of a legislative enactment’s unconstitutionally is that the enactment thenceforth is treated as invalid, volded of the force of law.


Selanjutnya, secara institusional, ada dua pendekatan pengujian yudisial, yaitu pengujian sentralistik (centralized judicial review) dan desentralistik (decentralized judicial review). Pengujian sentralistik mengandung pengertian pembentukan badan yudisial khusus untuk menangani pengujian konstitusionalitas undang-undang (seperti Jerman dan Indonesia). Sementara pengujian desentralistik dipraktikkan oleh badan yudisial Amerika Serikat di mana pengujian dilakukan oleh Federal maupun State-court. Dua grand design ini biasa dikonsepsikan American-style Judicial Review dan Kelsen’s Court (pada negara-negara yang melaksanakan pengujian yudisial sentralistik).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma 
Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Adapun asas hukum yang tekait dengan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. ius curia novit
Asas Ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak 

boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya.
 

Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batas wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

2. persidangan terbuka untuk umum
Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
 
Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.
3. independensi dan imparsialitas                        

Dalam The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10 disebutkan:
"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge agains him. "(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Dalam Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:

 "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh Undang-Undang dasar negara atau Undang-Undang). 

Mahfud MD berpendapat bahwa, salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.
 Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “the principles of independent and impariality of the judiciary” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy).

Prinsip ketidakberpihakan (the principle of judicial impartiality) oleh O. Hood Phillips dan kawan-kawan dikatakan, “The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element”. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (to be impartial), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (to appear to the impartial).
 Untuk dapat menguji apakah tujuan dari indepedensi peradilan, menurut Erhard Blakenburg dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity).
 Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan politik.
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035, menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut
:

a. kemandirian institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

b. kemandirian fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. 
Di negara hukum modern (modern constitutional state) ada 2 (dua) prinsip yang menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu (1) the principle of judicial independence, dan (2) the principle of judicial impartiality. Prinsip kemandirian (independensi) harus diwujudkan dalam sikap hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Blue Print Pembaruan Peradilan tahu 2010-tahun 2035 menyatakan bahwa:

“Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Integritas dan kejujuran juga menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar dan alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Prinsip utama yang dimuat dalam konstitusi yaitu independensi hakim. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (integrity) dan sikap yang tidak memihak (impartiality). Kepercayaan (trust) terhadap hakim dan putusannya hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) profesional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Tidak dapat disangkal bahwa  kepercayaan (trust) terhadap hakim dan putusannya dewasa ini, berada pada titik nadir. Kondisi ini berbahaya bagi suatu negara hukum, karena ketidakpercayaan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil alih penghakiman ke tangannya sendiri. 
Beberapa hakim telah menyalahgunakan asas independensi hakim dalam upaya mencoba melindungi dirinya dari pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan asas independensi hakim untuk keuntungan pribadi maka Mahkamah Konstitusi harus tetap menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut, dan pada saat yang sama harus meminta pertanggungjawaban hakim tentang bagaimana hakim melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim. 

Kode etik dan perilaku hakim yang beragam di dunia, telah disepakati oleh banyak negara dan menjadi sumber rujukan kode etik hakim, termasuk Indonesia, yang ditetapkan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Dari The Bangalore Principles tersebut dapat dilihat 6 (enam) prinsip utama, yaitu independensi (independence), ketidak berpihakan keadilan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), kearifan dan kebijaksanaan (wisdom).
Prinsip konstitusi yang diuraikan dalam The Bangalore Principles, terutama independensi hakim, merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara serta sangat terkait dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.
 Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim (baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi) dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung antara lain bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain. Dalam implementasinya, independensi dapat dilihat dalam sikap dan perilaku hakim, antara lain:

a. hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;
b. hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, juga lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
c. hakim mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan; dan
d. hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.
Sesungguhnya prinsip independensi bukan prinsip yang berdiri sendiri. Prinsip independensi merupakan prasyarat bagi tercapainya atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim dalam memutus suatu perkara. Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa sikap imparsial atau netral wajib dimiliki hakim dan harus menjadi prinsip dalam menjalankan hakekat fungsi hakim, sebagai pihak yang diberi kepercayaan (entrusted) untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau sikap tidak memihak melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat bagi cita-cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan. 

Ketidakberpihakan mencakup sikap netral disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antarkepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, yaitu:

1) melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak;
2) menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas/imparsialitas hakim;
3) mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen atau tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau siapapun untuk kepentingan apapun serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Adapun dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut, yaitu:
a) hakim melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak;
b) hakim    harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara;
c) hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan;
d) hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

1) hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
2) hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
2. peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya 
Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit, kompleks, dan membutuhkan biaya yang mahal maka hanya sekelompok orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan dapat menikmati keadilan.

Pembiayaan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara, karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih signifikan dibanding kepentingan individual. Oleh karena itu, berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya
3. hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem)

Audi et alteram partem memiliki arti “dengarkan sisi yang lain atau biarkan sisi yang lain didengarkan juga”. Asas ini bermakna bahwa tidak boleh ada orang yang dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk didengarkan secara adil. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti sebagai pembelaan. Asas ini dikenal dengan istilah “hear the both side”. Asas ini ditafsirkan luas tidak hanya mendengarkan para pihak yang berperkara tetapi juga mendengarkan pihak lain yang berkepentingan.
Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (adversarial). Hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan melainkan juga untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian Undang-Undang, DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki hak untuk didengar keterangannya walaupun bukan sebagai termohon. Bahkan, pihak terkait yang berkepentingan terhadap Undang-Undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.
Dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terdapat pihak yang saling berhadapan, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada Pemohon (peserta Pemilu) dan Termohon (KPU) tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan. Misalnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, peserta Pemilu lain walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan perkara dimaksud, dapat menyampaikan keterangan. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait atau atas permintaan Majelis Hakim.

4. hakim aktif dan pasif dalam persidangan 

Makna hakim pasif dalam persidangan yaitu hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat perkara telah diajukan ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif sedangkan dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. 

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini sesuai dengan asas ius curia novit bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang lebih banyak menyangkut kepentingan umum demi tegaknya konstitusi maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan inquisitorial). Hakim tidak hanya terfokus kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 
5. praduga keabsahan (praesumptio iustae causa)
Asas Praduga keabsahan adalah asas yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku tetap dianggap sah sepanjang pengadilan belum membatalkannya. Perwujudan asas ini dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan. 
Suatu ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi  yang menyatakan ketentuan Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, tindakan termohon harus dianggap sah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara PHPU, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud.
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain 
1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang dihadapi Masyarakat 
           Terdapat beberapa masukan terhadap materi muatan RUU tentang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diperoleh dari hasil kajian dan pengumpulan data dari instansi, perguruan tinggi dan Lembaga bantuan hukum di beberapa daerah, yaitu:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pembagian kekuasaan secara horizontal yang umum dikenal oleh berbagai macam belahan dunia adalah konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu legislatif, eksekutif dan yudikatif

1) Eksekutif: merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang.

2) Legislatif: merupakan wakil dari rakyat diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya.

3) Yudikatif: mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Berdasarkan konsep trias politica masing-masing cabang kekuasaan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan maka yang memiliki kewenangan penuh adalah Legislatif selaku mandatory rakyat yang diberikan kekuasaan tersebut. Disisi yang lain terdapat lembaga yudikatif yang mempunyai kekuasaan untuk mengontrol serta membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Namun dalam hal ini tidak menjadikan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang memilik kewenangan untuk membuat suatu kebijakan/undang-udang.  

Konsep ultra petita di Indonesia dikenal dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg dimana melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Adanya ultra petita yang dilakukan oleh MK selaku hakim bagi UU yang bersifat public dan implikasi putusannya mengikat pada seluruh rakyat Indonesia menjadikan MK sebagai negative legislator dimana hal ini sejatinya tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia yang menganut system Civil Law. Di negara-negara common law memang pelaksanaan ultra petita lazim dilaksanakan karena yurisprudensi hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang. Namun, pelaksanaan ultra petita didalam system civil law tidak dapat dibenarkan khususnya dalam hukum Indonesia. Namun, terkait kedudukan MK sebagai the guardian of the constitution maka MK harus mengawal kepentingan rakyat. Ultra petita dapat dibenarkan namun harus adanya penelitian yang mendalam dan dibuat kaidah-kaidah tertentu dan perlunya pembatasan terkait dengan hal apa saja yang dapat dilakukan ultra petita oleh MK.

Ultra petita dalam hal apa saja dalam Putusan MK diperbolehkan, dan konsep ultra petita Putusan MK jika diperbandingkan dengan konsep judicial activism dan konsep self-restraint seorang hakim dalam memutus perkara. Dalam fakta yang selama ini terhadap putusan MK, memang ultra petita putusan MK beberapa kali terjadi dalam persidangan pengujian UU. Namun kalau kita pelajari sebetulnya ultra petita dalam putusan MK pada dasarnya memiliki ciri tertentu, sehingga kita dapat melihat bahwa hal tersebut kalau menyangkut persoalan HAM khususnya terhadap masyarakat rentan atau golongan minoritas yang perlu dilindungi termasuk masyarakat adat; hal yang lain kalau memang putusannya menyangkut hak konstitusional warga Negara secara pribadi, mapun kolektif. Bahkan sudah dapat diprediksi pula apabila dampaknya juga menyangkut hak konstitusiona wagra Negara baik secara individu maupun kolektif. Penggunaan prinsip judicial activism (aktivisme yudisial sebagai pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administraif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan- dikutip dari pendapat Brian Galligan (1991) Yang dikutip  Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi) maupun  prinsip judicial restraint dimana pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya harusnya menjadi komitmen bersama Hakim dalam menangani pengujian UU, supaya diminimalisir adanya dissenting opinion. Karena selama ini para Hakim MK dalam memutus perkara sering terjadi perbedaan pendapat karena cara pandang yang berbeda pula walapu Hakim dihargai betul independensinya dalam memutus perkara.

Putusan pembatalan yang ultra petita oleh MK pada dasarnya adalah sebuah bentuk intervensi atas ranah atas apa yang sudah diputuskan oleh legislatif, dan MK dibentuk dengan didesain untuk mengawal konstitusi yaitu agar tidak ada undang undang yang bertentangan dengan UUD, dan ketika ada undang undang yang dibentuk oleh legislatif bertentangan dengan UUD, kemudian ada permohonan judicial review terhadap salah satu pasal dari undang undang yang dibentuk bententangan dengan UUD tersebut, maka menurut kami, MK dapat membuat putusan Ultra Petita atas pasal lain yang tidak dimohonkan, akan tetapi pasal tersebut harus berkaitan erat dengan pasal yang dimohonkan permohonan judicial review, oleh karena itu kesimpulan kami, Ultra petita putusan MK dapat dibenarkan jika substansi dari masalah pokok yang dimintakan diuji tersebut memiliki hubungan ke pasal-pasal lain dan menjadi urat nadi dari undang undang yang akan diuji tersebut, dengan syarat dalam permohonan judicial review ada dicancantumkan, permohonan ex aequo et bono (memutus demi keadilan).
Konsep Ultra petita putusan MK dan konsep Judicial activism adalah dua methode dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dan jika Konsep Ultra petita putusan MK diperbandingkan dengan konsep Judicial Activism adalah dua tindakan dalam membuat sebuah keputusan dengan dasar yang berbeda.Konsep putusan ultra petita di atas telah diuraikan, (tidak perlu diulang lagi), sedang konsep Judicial activism diterapkan dalam membuat putusan ketika aturan hukum yang ada dianggap tidak lagi mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang diadili, dan penerapan Konsep Judicial Activism merupakan tindakan legal adaptation terhadap adanya perubahan sosial dengan methode mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari naskah konstitusi dan sebuah permasalahan yang telah pernah diputuskan untuk tujuan mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif, sehingga penerapan kedua methode harus didasarkan kepada proporsi dan substansi permasalahan yang relevan dengan kedua methode tersebut. Konsep putusan ultra petita adalah berbeda lagi jika dibandingkan dengan konsep self restraint (pengendalian diri). Konsep self restraint hakekatnya Hakim sebagai pengambil keputusan harus menahan diri untuk tidak memberikan kesimpulan tentang sebuah persoalan jika tidak didukung oleh bukti bukti tidak mencukupi. Dengan kata lain, konsep self restraint harus ada pada seorang hakim dalam memutus sebuah perkara agar tidak melahirkan sebuah putusan yang didasarkan kepada Konsep Otoriter.

Ultra petita dalam putusan MK dibolehkan sepanjang berkaitan dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD. Hal ini berbeda dengan sistem hukum acara perdata dimana hakim dilarang untuk melakukan ultra petita sesuai apa yang dituntut. Dalam kaitan dengan konsep judicial activism dan konsep self-restaint, terhadap pengujian UU terhadap UUD hakim dapat menilai berdasarkan penilaian sendiri dengan menggunakan konstitusi sebagai dasar penilaian. Dalam hal ini, MK memiliki fungsi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi, maka MK diberikan ruang untuk dapat melakukan ultra petita apabila norma hukum yang dilakukan pengujian merupakan norma inti dan tentunya berkaitan pula dengan norma hukum lainnya dalam UU dimaksud.

Sejalan dengan pendapat dari Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., ketua Mahkamah Konsitusi keempat periode 2013-2015 menyatakan bahwa ultra petita lazim dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari negara mana pun. Namun, pengaturan terkait ultra petita tidak perlu diatur secara tertulis karena apabila diatur menimbulkan implikasi adanya pilihan untuk setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat ultra petita. Tentu bukan demikian konsep ultra petita yang diharapkan. Ultra petita dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai syarat terbatas.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D juga menyampaikan bahwa ultra petita berkaitan dengan asas kebebasan hakim. Dalam permohonannya, pemohon pengujian undang-undang (judicial review) selalu meminta pada hakim putusan yang seadil-adilnya sehingga lazim apabila hakim konstitusi memutus secara ultra petita dengan batasan jucial activism. Ultra petita tidak boleh dilarang asalkan demi keadilan.
 
       Terkait ultra petita putusan MK, MK dalam pengujian UU tidak boleh membuat ultra petita, sebab dengan membuat ultra petita berarti MK telah mengintervensi ranah legislatif. Untuk itu agar tidak eksesif dan tidak melampaui kewenangan dan masuk ke ranah kekusasaan lain, implementasi kewenangan MK haruslah dibatasi sesuai dengan original intent muatan UUD 1945.

Ultra petita dimungkinkan untuk dilakukan oleh hakim MK selama hal tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diujikan, karena hakim memiliki rasa keadilan dan keyakinan hakim tersendiri dalam menafsirkan undang-undang, akan tetapi ultra petita tersebut tidak perlu disebutkan dalam undang-undang karena akan membuka peluang untuk melakukan ultra petita secara absolut dan tidak terbatas.
 
Mengenai ultra petita Putusan MK, tentang boleh tidaknya serta konsep ultra petita Putusan MK jika diperbandingkan dengan konsep judicial activism dan konsep self-restraint seorang hakim dalam memutus perkara, kewenangan MK dapat memeriksa kembali putusan Ultra petita bisa kita temukan di putusan MK nomor 48/PUU-IX/2011. Terkait ultra petita, saya sendiri sepakat dengan putusan tersebut mengingat secara historis keberadaan judicial review lahir dari putusan ultra petita.  Kedua, jika mengacu pada fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi, MK dimungkinkan untuk menemukan terobosan hukum dan mengisi kekosongan hukum. Ketiga, jika yang dibatalkan oleh MK adalah jantung (pasal krusial) dalam UU yang diuji maka sangat memungkinkan MK membatalkan keselurahan UU karena jikalaupun hanya pasal “jantung-nya” saja yang dibatalkan sementara tidak membatalkan keseluruhan UU-nya, maka bisa dikhawatirkan menimbulkan kekacauan hukum. Keempat, kembali lagi pada prinsip kemerdekaan hakim dalam memutus secara independent dan mandiri tantu saja memungkinkan hakim menemukan sebuah terobosan dalam menemukan hukum dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Secara sederhana, Ultra Petita merupakan proses penjatuhan suatu putusan atas perkara melebihi yang yang tela dituntut, atau melebihi apa yang telah dimohonkan oleh pemohon. Dalam hukum perdata, Ultra Petita diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Dalam ketentuan tersebut secara gambling melarang seorang hakim untuk memutus melebihi apa yang telah dituntut. Hal disebabkan karena semua harus kembali kepada asas taat hukum yang bersifat pasif. Artinya bahwa majelis tidak boleh menambah sendiri hal-hal lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak (Ultra Petita Non Cognoscitur). Dalam konteks hukum Indonesia yang menganut system civil law, bahwa Ultra Petita yang dijalankan oleh MK tidak relevan dengan tradisi hukum civil law system, dimana dalam civil law lebih menekankan makna keadilan yang sebenarnya lahir dari hukum yang tertulis, berbeda dengan cammon lawa system dimana semua bertumpu pada prinsip Mengikuti dinamikan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Judge made law). Dengan demikian sksitensi Ultra Petita dalam putusan MK menandakan ketidakkonsistenan system hukum yang dianut di Indonesia. Walaupun dapat dikatakan bahwa putusan Ultra Petita adalah bagian dari mempraktekan progerisfitas hukum, namun secara keadilan beberapa putusan Ultra Petita MK ini melanggar unsur keadilan. Salah satu contoh adalah perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan putusan pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY). Putusan ini terkait ketidakjelasan mekanisme pengawasan hakim dalam UU KY yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Setidaknya terdapat 2 (dua) muatan Ultra Petita dalam putusan ini. Pertama, terkait dengan dikeluarkannya perilaku hakim MK dari obyek pengawasan KY, Kedua, terkait kebirinya seluruh kewenangan KY dalam mengawasi hakim termasuk hakim konstitusi dan hakim agung. Padahal pemohon hanya memohon terkait dengan keinginan hakim agung tidak dimasukan dalam sebagai pihak yang diawasi oleh KY, akan tetapi MK menganulir semua ketentuan terkait dengan pengawasan KY untuk mengawasi hakim. Terkait dengan pembatalan seluruh kewenangan pengawasan. Disini dapat dikatakan bahwa putusan Ultra Petita MK menandakan adanya arogansi yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
Dari uraian diatas dapat kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai larangan putusan Ultra Petita MK masih bersifat multitafsir, sehingga perlu adanya pengaturan secara baku dalam UU sebagia bagian dalam merespon progresifnya hukum. Bahwa sebagai upaya merekontruski UU MK dalam RUU terkait MK yang didalamnya mengatur terkait dibolehkannya MK membuat putusan yang mengandung Ultra Petita, maka harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Putusan Ultra Petita MK tersebut harus dibatasi hanya pada UU yang diuji semata.

2) Putusan Ultra Petita MK tersebut terkait pasal yang diuji merupakan ruhnya UU, karena dengan dinyatakan tidak mengikatnya pasal UU tersebut, maka UU yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan atau mengalami kelumpuhan.

3) Putusan Ultra Petita MK tersebut jika dalam pasal yang diuji terdapat keterkaitan antara pasal yang satu dengan pasal lain yang tidak dimohonkan dalam UU yang sama.

4) Putusan Ultra Petita MK tersebut dengan landasan mementingkan kepentingan rakyat demi mengedepankan asas kemanfaatan hukum, guna menghindari kekacauan penerapan hukum dalam masyarakat. Dan juga sebagai landasan mewujudkan keadilan subtantif serta menegakan konstitusi.

Sementara itu Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku berpandangan bahwa pengaturan mengenai larangan putusan Ultra Petita MK masih bersifat multi tafsir, sehingga perlua adanya pengaturan secara baku dalam UU sebagia bagian dalam merespon progresifnya hukum. Bahwa sebagai upaya merekontruski UU MK dalam RUU terkait MK yang didalamnya mengatur terkait dibolehkannya MK membuat putusan yang mengandung Ultra Petita, maka harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Putusan Ultra Petita MK tersebut harus dibatasi hanya pada UU yang diuji semata.

2) Putusan Ultra Petita MK tersebut terkait pasal yang diuji merupakan ruhnya UU, karena dengan dinyatakan tidak mengikatnya pasal UU tersebut, maka UU yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan atau mengalami kelumpuhan.
3) Putusan Ultra Petita MK tersebut jika dalam pasal yang diuji terdapat keterkaitan antara pasal yang satu dengan pasal lain yang tidak dimohonkan dalam UU yang sama.

4) Putusan Ultra Petita MK tersebut dengan landasan mementingkan kepentingan rakyat demi mengedepankan asas kemanfaatan hukum, guna menghindari kekacauan penerapan hukum dalam masyarakat. Dan juga sebagai landasan mewujudkan keadilan subtantif serta menegakan konstitusi.
b. Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi 

Perppu secara formal dapat dikatakan merupakan bentuk peraturan pemerintah yang tentunya apabila dilekatkan dengan kewenangan pengujian berada pada MA. Secara materiil, perppu dapat dikategorikan sebagai UU oleh karena materi muatannya merupakan materi UU dan memiliki posisi yang sejajar dengan UU. Apalagi perppu sebagai kewenangan Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU. Walaupun perppu berada dalam domain politik dan pengujiannya pun secara politik, tetapi perppu berisi norma hukum yang harus diuji berdasarkan konstitusi. Oleh karena perppu dari pendekatan materi merupakan UU maka pengujiannya pun merupakan pengujian UU. MK pun pernah melakukan pengujian terhadap perppu melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan jurisprudensi dan tentunya ratio decidendi hakim MK dapat dijadikan norma hukum sebagai materi perubahan atas UU MK saat ini. Norma hukum dimaksud mengatur kewenangan MK untuk menguji UU dan perppu terhadap UUD.

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan, Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. Meskipun Perppu merupakan produk yang dibuat oleh Presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Maka, apabila ditarik kesimpulan selain faktor kedudukan Perpu yang setara dengan undang-undang, Perpu sendiri sejatinya telah melewati proses legislatif dengan adanya keterlibatan DPR dalam melakukan pengesahan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi Perpu.

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dikaitkan dengan tanggapan bahwa perppu adalah domain pengujian politik (constitutional dictatorship) dan bukan pengujian undang-undang, yaitu Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun dibentuk oleh Presden dalam kondisi kegentingan yang memaksa (walaupun kondisi ini tidak dijelaskan lebih lanjut) dengan demikian kondisi tersebut sangat suyektif dari sudut pandang Presiden. Namun karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD, maka Presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan UUD, hal ini sesuai dengan sumpah Presiden (lihat Pasal 9)  yang akan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh UUD, dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbaksti pada nusa dan bangsa. Artinya hak Presiden membentuk Perppu manakala kondisi sudah dinyatakan genting dalam ukuran presiden, kemudian untuk menguatkan maka perppu akan dimintakan persetujuan ke DPR dalam siding pertama sejak perppu dikeluarkan, artinya jeda saat Perppu dikeluarkan dan persidangan persetujuan DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan perppu tersebut dapat dicabut oleh DPR manakala DPR tidak menyetujui. Pertanyaanya apakah cukup waktu untuk menyiapkan permohonan uji materiil ke MK, siapakah pihak yang akan mengajukan uji tersebut dan dalam pengajuan tetap harus menjadi ukuran adalah adanya kerugian secara konstitusional dalam Perppu tersebut.
 

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dikaitkan dengan tanggapan bahwa perppu adalah domain pengujian politik (constitutional dictatorship) dan bukan pengujian undang-undang, sebaiknya jika perppu telah disetujui menjadi UU baru bisa diuji di MK. Sebagaimana yang diketahui bahwa perppu dibentuk jika ada kekosongan hukum yang dimana ada urgensitas untuk melakukan pengaturan. Sehingga presiden memilki hak untuk mengeluarkan Perppu. Maka disini dapat dilihat bahwa keberadaan perppu adalah setingkat dengan UU, apalagi jika dilihat aturan dan mekanisme yang mengatur mengenai perppu, bahwa terhadap perppu haruslah dibahas dan dapat disahkan pada paripurna berikutnya dan kemudian akan menjadi UU. Dari mekanisme dan aturan lahirnya perppu memang berasal dari kewenangan politik president diluar proses legislasi pada umumnya, sehingga pengujiannya pun menjadi ranah dan wilayah pengujian politik. Dan jika sudah menjadi UU maka barulah pengujian masuk pada kewenangan MK.

Menurut Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, Perppu harus diuji secara politik dan hukum. Pengujian secara politik terutama menguji waktu dan keadaan sebagai dasar membenarkan atau tidak Perppu tersebut. DPR juga dapat menguji ukuran proporsionalitas Perppu. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara ekpresif verbis tentang kewenangan pengujian Perppu oleh Mahkamah Konsitusi. Perppu merupakan amputasi legislasi, karena materi muatannya sama dengan undang-undang, seharusnya DPR juga terlibat dalam pembahasan Perppu. Dengan demikian karena berpotensi melanggar UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perppu. Dapat dibenarkan juga Mahkamah Konstitusi dapat menguji TAP MPR terhadap UUD NRI 1945 karena UUD NRI 1945 sebagai supreme law of the land, sehingga segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali yang kewenangan pengujiannya ada pada Mahkamah Agung.

Senada dengan pendapat dari Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena materi muatan dalam Perppu sama dengan materi muatan dalam undang-undang. Sehingga dimungkinkan norma yang terdapat dalam Perppu tersebut melanggar hak konstitusional WNI sebelum menjadi undang-undang.

c. Pengujian UU MK oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, fungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar adalah fungsi yang sangat melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Ketika didudukan dalam hal MK menguji sendiri UU MK, maka yang perlu diperhatikan oleh MK adalah adanya asas nemo judex in causa sua (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri) serta nemo judex idoneus in propria causa (seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri). Adanya kedua asas tersebut adalah untuk memastikan bahwasanya hakim dapat berlaku adil serta tidak menaruh keberpihakan khususnya yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Namun, adanya asas tersebut tidak berarti dapat mengamputasi kewenangan MK dalam melakukan perngujian undang-undang, karena hal tersebut adalah fungsi yang melekat terhadap adanya eksistensi MK. Menurut Sunny Ummul Firdaus, diperlukan adanya batasan-batasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU MK yang bisa diajukan Judicial Review. Ketentuan-ketentuan yang dapat dilakukan Judicial Review adalah ketentuan yang tidak bersinggungan langsung dengan kewenangan MK, hal tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan serta keberpihakan khususnya yang menguntungkan kepentingan MK itu sendiri.

Dalam ilmu hukum dikenal berlakunya asas hukum yang universal (general principle) bahwa hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). Persoalan muncul manakala ternyata dalam UU MK terdapat ketentuan norma yang bertentangan dengan UUD. Siapa yang akan menguji UU tersebut? lembaga satu2nya yang memiliki otoritas untuk menguji UU adalah MK. Oleh karena itu  tetap ada pembatasan dalam hal tidak menyangkut kepentingan pribadi para hakim tetapi menyangkut  kepentingan MK sebagai lembaga. Jadi yang menjadi ukuran untuk pengujian UU MK yaitu sepanjang terbukti bahwa UU MK bertentangan normanya dengan UUD 1945 dan tidak menyangkut kewenangan Hakim.

MK dapat menguji sendiri UU MK. Pertimbangan hukum MK melakukan pengujian atas UU MK oleh karena UU MK dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini menjadi sebab walaupun UU MK mengatur segala hal tentang MK, baik aspek kelembagaan maupun hukum acara, namun apabila pengaturan dimaksud tidak sesuai dengan konstitusi, maka MK dapat melakukan pengujian terhadap UU MK. Pengujian MK ini tidak ada batasannya, sepanjang menurut MK hal yang diatur dalam UU MK belum memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan pelaksanaan kewenangan MK.

Di Korea Selatan terdapat undang-undang yang mengatur terkait constitutional complaint. Constitutuonal complaint merupakan pengajuan perkara ke MK Korsel atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasanya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi diatasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Seluruh warga negara Korsel dapat melakukan constitutional complaint kecuali terhadap putusan MK Korsel. Hingga ada satu perusahaan yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh putusan MK Korsel tersebut sehingga akhirnya MK membatalkan larangan mengajukan constitutional complaint terhadap putusan MK Korsel itu sendiri.

Dengan demikian, apabila MK tidak dapat menguji norma yang berkaitan dengan dirinya yaitu undang-undang tentang Mahkamah Konsitusi jelas akan mencederai hak warga negara yang merasa dirugikan dengan keberlakuan norma yang ada dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, tidak ada lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 selain Mahkahah Konstitusi.


     Terkait dengan kewenangan MK yang dapat menguji sendiri UU MK, maka terjadi kontroversial dengan adanya asas hukum acara yang saling bertentangan, yaitu asas ius curia novit bahwa pengeadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan memutusnya, dan asas nemo judex idoneus in propria causa, bahwa tidak ada seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak.

Mahkamah Kosntitusi dapat menguji sendiri UU MK, maka hal itu dapat dilihat legal standing permohonan seseorang yang merasa dirugikan maka hal tersebut wajar. Batasan diatur terkait dengan konflik kepentingan dalam hal perkara yang ditangani diduga dapat berkaitan dengan hakim konstitusi.

       Sementara itu LBH Univeritas Pattimura berpandangan bahwa terkait kewenangan MK dalam pengujian Perppu, melihat putusan MK No. 138 tahun 2009 ini mengandung perdebatan mengenai kewenangan MK menguji Perppu. Delapan hakim konstitusi pada waktu itu menafsirkan Perppu adalah obyek kewenangan MK, sebab Perppu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan UU. Norma dalam Perppu menurut MK dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945 atau tidak. Karena itu MK, berwenang menguji formil dan materiil Perppu terhadap UUD 1945 baik sebelum adanya penolakan atau persetujuan maupun setelah ada persetujuan DPR dimana Perppu menjadi UU.

Sedangkan Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku berpandangan bahwa perlu diberi kewenangan untuk menguji seluruh peraturan perundangundangan. Selain itu, pemaknaan erga omnes putusan MK tidak hanya diberlakukan terhadap undang-undang yang diuji akan tetapi berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan memuat norma yang telah diuji konstitusionalitasnya sehingga akan tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.
 

d. Tindak Lanjut Putusan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final & binding yang artinya adalah putusan yang dikeluarkan oleh MK final dan mengikat. Hal ini berimplikasi bahwasanya putusan MK langsung memperoleh upaya hukum yang tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain yang dapat membatalkan putusan MK. Namun, putusan MK yang terkait pengujian undang-undang tidak diikuti dengan adanya gerak cepat bagi pembentuk undang-undang untuk melaksanakan pembaharuan putusan MK yang telah diputus. Hal ini kita dapat lihat dari beberapa undang-undang yang telah diputus sangat lama namun proses pengeluaran undang-undang yang baru, baru dilaksanakan beberapa tahun kemudian sehingga mengakibatnya adanya kekosongan hukum atau hukum yang dinyatakan berlaku kembali sudang sangat tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu, idealnya pengaturan terkait eksekutorial putusan MK harus dimasukkan kedalam undang-undang atau bahkan UUD agar putusan MK yang dikeluarkan dapat segera dilakukan pembaharuan sesuai dengan putusan MK serta tidak bertentangan substansinya dengan apa yang diputuskan oleh MK.

Menurut Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi juga kembali kepada kesadaran dari pembuat undang-undang. Perlu juga dilakukan dialog politik terkait dengan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Konsep ideal tindak lanjut putusan MK sebaiknya memang dengan segera ditindak lanjuti oleh para pembentuk UU apabila hasil putusan menyatakan bahwa suatu UU baik keseluruhan atau sebagian terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Sifat kurang kuatnya eksekutorial memang ketentuan UUD khususnya Pasal 24 C hanya mengatur bawa putusan MK bersifat final saja tidak mengikat. Coba perhatikan bunyi Pasal 24 C: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Jelas kewenangan MK terhadap putusannya hanya bersifat final saja tidak mengikat, sehingga berdampak pada kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu perlu kiranya penguatan putusan MK bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, dengan menambahkan dalam UU MK dan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit (walaupun sebenarnya dalam UU ini sudah tertuang norma bahwa putusan MK menjadi salah satu sumber pembentukan UU).

Konsep ideal tindak lanjut Putusan MK wajib ditanggapi oleh pembentuk undang-undang. Hal ini wajib dilakukan karena Putusan MK memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan MK dapat bersifat negative legislature maupun positive legislature. Apabila Putusan MK bersifat negative legislature, maka dengan sendirinya pembentuk UU tidak perlu menanggapi putusan MK oleh karena kekuatan eksekutorial dimaksud sekaligus keberadaan dan kedudukan MK sebagai lembaga judicial. Tetapi apabila Putusan MK bersifat positive legislature. MK merupakan lembaga yang melaksanakan prinsip checks and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini MK sebagai lembaga judisial melakukan checks and balances terhadap lembaga pembentuk undang-undang, baik DPR dan DPR maupun Presiden yang ikut Bersama-sama dalam pembahasan RUU. Adanya putusan MK sebagai negative legislature tentunya telah meniadakan norma hukum dalam UU yang dibuat oleh DPR, DPD dan Presiden. Itu berarti, norma hukum dimaksud oleh MK dinyatakan inkonstitusional, maka seyogyanya pembentuk UU tidak boleh lagi mengatur kembali norma hukum dimaksud. Ini merupakan bentuk kepastian hukum dalam system ketetanegaraan Indonesia.

Berkenaan dengan tindak lanjut Putusan MK ditanggapi oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sifat kekuatan eksekutorial putusan MK itu sendiri, jika diperlukan dapat diperintahkan bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan legislative review.

Berbeda dengan pendapat dari Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa putusan MK tidak perlu ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang karena keberlakukannya adalah ketika dibacakan dalam siding terbuka oleh para hakim konstitusi. Harus dibedakan antara pemberlakukan dan pengaturan lebih lanjut. Keliru apabila konsep berpikirnya putusan MK baru berlaku ketika sudah ada undang-undang yang baru.

Terkait pengaturan suatu rumusan UU yang telah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kembali oleh pembentuk UU, sebenarnya tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Dikarenakan muatan pasal, ayat, dan/atau bagian UU yang telah dibatalkan MK merupakan UU yang dimohonkan untuk diuji pada waktu itu. Maka yang bertentangan adalah muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari UU yang dimohonkan diuji tersebut. Namun berbeda ketika materi muatan Pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu UU tersebut telah dibatalkan MK dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kemudian muatan pasal. ayat, dan/atau bagian dari suatu UU yang telah dibatalkan dihidupkan atau dimasukan kembali kedalam rancangan undang-undang. Hal ini tentunya dalam bentuk UU yang baru maka akan besar kemungkinan setelah disahkan dan diundangkan, muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu UU tersebut akan dimohonkan kembali pengujiannya ke MK. Kemungkinan ini dikarenakan memiliki materi muatan yang sama terhadap muatan pasal, ayat, dan/atau bagian yang telah diabatalkan MK. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar ketika muatan, pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang tersebut telah jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dibatalkan oleh MK tentunya tidak perlu dihidupkan kembali dalam rancangan undang-undang karena sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

e. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Secara tekstual pasal tersebut mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi serta membuat undang-undang terkait hukum acara dan ketentuan lainnya. Idealnya, selain undang-undang terkait organisasi MK, maka perlu dibuat undang-undang yang mengatur terkait hukum acara MK itu sendiri. Hukum Acara MK yang akan dibuat undang-undang setidaknya disesuaikan dengan tugas MK yakni untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat Sunny Ummul Firdaus, sebaiknya dibuatkan undang-undang tersendiri yang mengatur hukum acara MK.

Senada dengan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H yang menyatakan bahwa hukum acara MK tidak perlu diatur lebih lanjut dalam perubahan Undang-Undang tentang MK. Namun, cukup diatur dalam Peraturan MK.

Dalam RUU MK sebaiknya tidak perlu lebih mendetailkan tentang hukum acara MK, karena materi muatan suatu UU MK, sebaiknya memuat ketentuan yang terkait dengan kedudukan, tugas, kewenangan fungsi, keanggotaan Hakim MK (mulai dari siapa, tata cara, kewenangan, masa jabatan, penghentian) hubungan dengan kelembagan yang lain. Sedangkan untuk hukum acara sebaiknya diatur tersendiri dalam suatu UU bukan dalam Peraturan MK. Seperti halnya hukum acara yang lain (Hukum Acara pidana, perdata, tata usaha negara, hukum acara militer).

Terkait pengaturan detail hukum acara, sesungguhnya MK yang telah berusia 13 tahun, dimana dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari segala pihak, terutama terkait dengan hukum acara MK, sehingga hukum acara MK itu perlu diiwadahi dalam suatu kerangka hukum formal, yaitu dalam UU dan bukan sekedar PMK. Yang perlu didetailkan adalah mulai dari aspek hukum acara sampai kepada aspek materiil kewenangan dan tugas dari MK.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, hukum acara MK seharusnya dipisahkan dari Undang-Undang tentang MK. Idealnya seluruh substansi hukum acara MK yang saat ini diatur dalam Peraturan MK dikofidikasi dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara MK sehingga Peraturan MK nantinya hanya akan mengatur teknis judisial.

RUU MK perlu lebih mendetailkan tentang hukum acara MK dalam UU hukum acara yang terpisah dari UU Mahkamah Konstitusi.

f. Syarat Pengangkatan dan Usia Hakim Mahkamah Konstitusi



   Syarat pengangkatan hakim MK berdasarkan putusan MK No. 7 Tahun 2013 harus diperbaiki, terutama terkait dengan sistem rekrutmen hakim MK harus dengan melibatkan partisipasi publik, karena untuk menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas proses pemilihan harus melibatkan partisipasi publik. Kalau diangkat berusia paling tinggi 65 tahun (vide pasal 15 ayat (2) huruf d) sedangkan usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun, berarti sama sekali tidak membuka peluang bagi yang sudah berusia lebih dari 65 tahun diusulkan untuk ditetapkan menjadi hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua meskipun belum berusia 70 tahun, padahal hakim konstitusi dapat ddiplih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hal itu berarti menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Sejauh ini terkait syarat pengangkatan hakim sebenarnya tidak terdapat permasalahan namun yang perlu dijadikan catatan adalah perlu diperjelas mengenai periode dari masing-masing hakim MK yang diusulkan oleh tiga lembaga pengusul di Hakim MK. Karena selama ini dalam pelaksanaan 1 periode hakim konstitusi tidak terikat jelas. Lalu selanjutnya, untuk pemilihan Hakim MK dari unsur DPR dan MA sebaiknya dilakukan lebih terbuka agar masyarakat dapat mengawal siapa-siapa saja yang menjadi kadindat Hakim Konsitusi. Terkait putusan MK No.7/PUU-XI/2013, adanya penafsiran bahwasannya pasal 15 angka 2 huruf d hanya berlaku bagi hakim yang baru pertama kali diangkat menjadi hakim konstitusi. Namun tidak berlaku bagi hakim yang pernah menjabat. Hal tersebut justru menjadikan adanya dikotomi antara “hakim lama” dan “hakim baru” yang seharusnya itu tidak terjadi pada Hakim Konstitusi. Putusan MK tersebut tidak memenuhi keadilan, apabila ditegaskan bahwasanya persyaratan syarat minimal untuk menjadi hakim berumur 47-65 tahun serta umur pensiun 70 tahun, MK harus berlaku adil dalam ketentuan tersebut.

Berkenaan dengan syarat pengangkatan hakim MK, muncul pertanyaan mengenai putusan MK Putusan MK No.7/PUU-XI/2013 dapat memenuhi keadilan apabila dibedakan syarat pengangkatan bagi hakim MK yang sedang menjabat dan bagi hakim MK yang baru pertama kali mau mencalonkan diri. Sebaiknya untuk hakim yang sudah menjabat diperiode pertama dan tanpa cacat, mengapa untuk menduduki jabatan pada periode kedua harus diperlakukan seperti pecalonan Hakim baru? bukankah pada periode petama sudah memlaui tahapan pencaolonan sampai terpilih menjadi Hakim. Seperti halnya Hamdan Zoelva waktu itu beliau lebih baik mengundurkan diri daripada harus ikut seleksi lagi dalam hal menduduki jabatan ke dua. Karena bagamanapun jabatan hakim yang kedua pasti sudah memili kemampuan yang lebih karena sudah mengenyam penalam dalam periode pertama.

Berdasarkan Putusan MK No.7/PUU-XI/2013, syarat pengangkatan hakim dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d hanya diperuntukan bagi pengangkatan hakim pertama, bukan untuk hakim MK yang sudah pernah menjabat periode sebelumnya. Dalam hal putusan MK a quo dapat memenuhi keadilan apabila dibedakan syarat pengangkatan bagi hakim MK yang sedang menjabat dan bagi hakim MK yang baru pertama kali mau mencalonkan diri. Jika mengacu pada UU MK, masa jabatan hakim MK mengacu pada periodisasi, sehingga konsekuensinya jika ada hakim MK yang habis masa jabatannya dan hendak mengajukan diri kembali maka harus melalui mekanisme yang sama sebagaimana calon Hakim MK yang baru. Memang berdasarkan Putusan MK No.7/PUU-XI/2013, syarat pengangkatan hakim dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d hanya diperuntukan bagi pengangkatan hakim pertama, bukan untuk hakim MK yang sudah pernah menjabat periode sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi kontroversi mengenai konflik kepentingan dalam menguji UU mengenai UU MK sendiri. Pertimbangan hukum MK dalam putusannya tidak semua orang setuju. Karena sudah barang tentu jika ada hakim MK yang hendak mengajukan diri di periode berikutnya harus mengikuti proses seperti calon hakim lainnya, disinilah proses pengisian hakim MK bisa dinilai tunduk pada prinsip-prinsip keadilan. Lebih dari itu, proses yang sama juga memungkinkan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap semua calon hakim MK sehingga bisa dimungkinkan calon hakim MK yang pernah menjabat sebelumnya juga mendapat catatan dan diuji kembali integritasnya sebagai calon hakim MK.

Terkait pengangkatan hakim MK, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D menguraikan gambaran pemilihan hakim MK oleh DPR di Jerman. DPR Jerman yang memilih hakim MK namun mereka memiliki Bank Nama dari pemerintah. Bank Nama tersebut dapat menghemat waktu dan biaya proses pemilihan hakim konstitusi. Karena akan memakan waktu yang sangat lama apabila jika data-data terkait calon hakim tersebut diperlukan kembali namun harus memulai proses dari awal kembali. Untuk itu Bank Nama berfungsi untuk merekam latar belakang seseorang seperti apa. Salah satu calon hakim MK di Jerman diberhentikan di tengah proses pemilihan karena pernah menulis tentang kesetujuan terhadap hukuman mati. Sehingga orang yang sudah pernah masuk dalam bursa pemilihan hakim MK tidak perlu mendaftar kembali karena sudah ada rekam jejaknya sehingga dapat dipanggil kembali. Konsep Bank Nama tersebut apabila diterapkan di Indonesia bisa dari pemerintah atau DPR sehingga Pansel tinggal mencari calon hakim konstitusi dari Bank Nama tersebut.

Seharusnya untuk menduduki jabatan hakim konstitusi, calonnya tidak perlu mendaftar namun dilakukan pemanggilan oleh Pansel yang telah memiliki track record lengkap dari calon tersebut. Di Amerika Serikat, pengacara-pengacara yang potensial dajukan ke pemerintah, dipilih presiden, lalu diajukan ke Senat (Senatorial Courtesy) dan jika disetujui oleh Senat maka calon tersebut yang dipilih menjadi hakim MK. 

g. Periodesasi Hakim Mahkamah Konstitusi

Wacana periodisasi hakim konstitusi dan jabatan pimpinan MK perlu dipertahankan atau hanya mengatur batas usia pensiun saja seperti pengaturan hakim agung. Maka terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi yang perlu diperpanjang dari semula hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, perlu diubah menjadi 1 periode namun masa jabatannya lebih panjang, misal 9 tahun, tetapi hanya satu periode. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU MK yang harus menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan masa jabatan hakim konstitusi, karena terkait pula dengan kemandirian dan independensinya. Berikut pertimbangan hukum MK dalam putusan dimaksud:
“[3.9.7]
Bahwa permohonan para Pemohon selanjutnya adalah berkenaan Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa, “masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pengaturan ihwal masa jabatan Hakim Konstitusi tersebut diatur dalam undang-undang karena konstitusi (UUD 1945) tidak mengatur masalah ini. Bagi sebuah negara hukum yang demokratis, upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pokok bahasan utama yang tidak pernah selesai diwacanakan dan diperdebatkan. Merujuk pada Rekomendasi Kyiv tentang Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia (2010) yang menyatakan, “Judicial independence is an indispensable element of the right to due process, the rule of law and democracy”. Kebutuhan akan independensi ini juga dikemukakan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002). Begitu pula di dalam kasus Findlay vs Inggris, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa membuat acuan dalam menentukan kriteria independensi sebuah pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dinilai independen bila memenuhi beberapa kondisi, pertama, bagaimana penunjukan hakim dan masa kerjanya (to the manner of the appointment of its members and their term of office); kedua, adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan; dan, ketiga, apakah pengadilan tersebut tampil secara independen (whether the body presents an appearance of independence). Jauh sebelum pendapat di atas, Alexander Hamilton dalam Federalist Paper 78 menguraikan tiga hal penting pengisian hakim yang mesti diatur terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu: pertama, pola pengisian jabatan hakim (the mode of appointing the judges); kedua, masa jabatan hakim (the tenure by which they are to hold their places); dan, ketiga, pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, dan hubungan antar lembaga-lembaga tersebut (the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations to each other) (Risalah Sidang Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, 9/01-2014). Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman tidak semata-mata ditentukan oleh masa jabatan melainkan yang lebih fundamental adalah proses pengisian jabatan hakim yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut. Dalam hubungan ini, meskipun tidak terdapat model tunggal (single model) yang dapat diberlakukan untuk semua sistem kekuasaan kehakiman, proses seleksi dalam pengisian jabatan hakim itu memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebab hal itu akan memengaruhi keyakinan dan kepercayaan publik kepada pengadilan, sebagaimana pernyataan klasik John Marshall, mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, “Apa yang membuat kita percaya kepada hakim-hakim kita? Independensinya dalam melaksanakan jabatan dan cara penunjukannya” (What is it that makes us trust our judges? Their independence in office and manner of appoinment).

[3.9.8]
Bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Meski UUD 1945 menyebut tiga lembaga tersebut hal demikian tidak berarti Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden memiliki kewenangan absolut untuk menentukan calon hakim Konstitusi. Karena itu, dengan mengacu pada Pasal 25 UUD 1945, Pasal 19 UU MK menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Proses demikian sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU MK bertujuan agar proses pengisian berlangsung secara objektif dan akuntabel. 

Bahwa sekalipun terdapat berbagai model atau variasi untuk mewujudkan amanat Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK, ketiga lembaga pengusul telah melakukan perbaikan mekanisme seleksi sebelum mengajukan calon Hakim Konstitusi. Namun demikian, demi meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas, ketiga lembaga harus berupaya memperbaiki mekanisme seleksi sehingga akhirnya proses yang dilakukan masing-masing lembaga dilakukan dengan standar dan mekanisme yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, memperbaiki proses seleksi memberikan peranan penting  dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Mahkamah Konstitusi dan sekaligus meningkatkan keyakinan publik atau kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. 

Di tengah upaya terus-menerus memperbaiki proses seleksi guna mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas tersebut, persoalan elementer lain yang menjadi perhatian luas adalah hal ihwal periodesasi masa jabatan Hakim Konstitusi. Sebagaimana diketahui, Pasal 24C UUD 1945 sama sekali tidak mengatur perihal masa jabatan dan periodesasi menjadi Hakim Konstitusi. Masa jabatan dan periodesasi tersebut diatur dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa “Masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Dari ketentuan tersebut, bilamana digunakan dua kali, masa jabatan hakim konstitusi paling lama 10 tahun. Bahwa sebagaimana rujukan teoretik yang dikemukakan sebelumnya, ihwal independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman di antaranya ditentukan oleh proses seleksi (the manner of the appointment or the mode of appointing judges) dan masa jabatan (term of office or the tenure judges). Sekalipun secara teori proses seleksi dan lama waktu (masa jabatan) hakim termasuk Hakim Konstitusi acap-kali dipisahkan, namun di dalam praktik keduanya berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan secara tegas. Merujuk pengalaman beberapa negara yang melibatkan lembaga-lembaga politik, proses seleksi Hakim Konstitusi cenderung agak lebih politis. Misalnya, di Jerman, Hakim Konstitusi (Bundesverfassungsgerichtshof) diseleksi parlemen yaitu setengah oleh majelis tinggi (Bundesrat) dan setengah lagi dipilih oleh majelis rendah (Bundestag). Dengan kecenderungan begitu, banyak negara menentukan masa jabatan Hakim Konstitusi lebih panjang dan hanya untuk satu periode atau tidak mengenal periodesasi [lihat table 1]. Dengan hanya satu periode dan masa jabatan lebih lama, persentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya akan berlangsung satu kali. Dari data yang tersedia pada tabel tersebut, masa jabatan Hakim Konstitusi Indonesia merupakan masa jabatan paling singkat dan dengan terbukanya kesempatan dua periode masa jabatan tersebut dimungkinkan hanya 10 tahun. 
Tabel 1

[image: image2.png]Comparison on Tenure of Constitutional Court Justice

Country Institutions Tenure Non-Renewable | Renewable
1 | Austria Constitutional Court Lifetime = =
2 | Belgium Constitutional Court Lifetime - -
3 | Germany Federal Constitutional Court 12 years v
4 | Russia Constitutional Court 12 years v
5 | South Africa Constitutional Court 12 years Vv
6 | Turkey Constitutional Court 12 years v
7 | Czech Republic Constitutional Court 10 years Vv
8 | Bulgaria Constitutional Council 9 years v
9 | France Constitutional Council 9 years Vv
10 | ltaly Constitutional Court 9 years v
11 | Lithuania Constitutional Court 9 years v
12 | Morocco Constitutional Court 9 years v
13 | Poland Constitutional Tribunal 9 years Vv
14 | Portugal Constitutional Court 9 years v
15 [ Romania Constitutional Court 9 years v
16 | Spain Constitutional Court 9 years v
17 | Thailand Constitutional Court 9 years Vv
18 | Ukraine Constitutional Court 9 years v
19 | Colombia Constitutional Court 8 years v
20 | Croatia Constitutional Court 8 years v
21 | Mongolia Constitutional Court 6 years Vv
22 . South Korea Constitutional Court 6 years v





Bahwa bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, Hakim Konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu independensi dan konsistensinya namun hal itu tidak serta-merta berarti bahwa masa jabatan lima tahun adalah inkonstitusional. Karena itu, masa jabatan (tenure of office) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Namun demikian, sekalipun pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi Hakim Konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim dan sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak tepat. Alasan paling mendasar sampai pada kesimpulan tersebut adalah berlakunya asas hukum yang universal (general principle) bahwa hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). Dalam hal mana apabila diputuskan menjadi satu periode dengan masa jabatan lebih lama (7 atau 9 atau 11 tahun) atau menjadi dengan masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberi keuntungan langsung bagi Hakim Konstitusi yang memutuskan perkara ini. Dikarenakan gagasan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama dan cukup satu periode berkorelasi dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman.”

Periodisasi Ketua dan Wakil Ketua MK sebaiknya 5 tahun sekali dengan alasan waktu 5 tahun akan memberi cukup waktu kepada Ketua dan Wakil Ketua MK menghadapi kebijakan kedepannya untuk menghadapi perkembangan dinamika sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang selalu berkembang serta untuk perbaikan perbaikan kinerja MK semakin bertambah baik, dan menyangkut periodisisai tidak berpengaruh kepada independensi hakim dalam memutus perkara, namun terhadap periodisasi Hakim MK dikarenakan waktu pengangkatan dan pensiun yang berbeda, maka perlu dilakukan revisi dengan batas umur pensiun yang sama. Periodisasi Hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU MK yang mengatur pembatasan masa jabatan Hakim Konstitusi tetap dipertahankan, karena putusan Hakim MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, berbeda dengan putusan Hakim Mahkamah Agung, yang diawali dari putusan tingkat pertama, ke putusan tingkat banding, baru kemudian putusan Mahkamah Agung.
 Dalam UU MK tidak dikenal adanya konsep periodisasi hakim konstitusi. Hal ini berarti, batas usia pensiun yang menjadi dasar jangka waktu hakim konstitusi bertugas di MK.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D juga menyampaikan bahwa terkait periodeisasi hakim MK idealnya terdapat 2 (dua) bentuk yaitu masa periode dan usia pensiun. Harus terdapat batasan usia pensiun hakim MK karena banyak menangani perkara politik sehingga sarat terafiliasi dengan politik. Terkait dengan periode masa jabatan hakim MK lebih baik 1 (satu) periode saja tapi diperpanjang masa jabatannya, misalnya 9 (sembilan) atau 12 (dua belas tahun).


   Sementara itu akademisi Fakultas Hukum Univeristas Darussalam berpandnagan bahwa terkait periodesasi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan Pasal 22 UU MK, menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dan seorang hakim konstitusi yang dapat dipilih kembali, menurut pendapat ahli, hal itu berarti bahwa masa jabatannya dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikut meskipun harus dengan suatu prosedur pengusulan yang hampir sama dengan pengusulan sebagai calon hakim konstitusi. Bahwa permasalahan periodesasi ketua dan wakil ketua MK sangat berpengaruh pada independensi hakim MK dalam memutus perkara. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrais negara, sesuai norma yang mengatur masa jabatan dan usia pejabat publik dicantumkan pernyataan kehendak mengenai ketentuan masa dan usia jabatan yang tidak mengandung penafsiran lain atau pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan salah kira yang subjektif (subjetieve dwaling). ketentuan periodesasi hakim konstitusi perlu dipertahankan, oleh karena itu norma yang merumuskan masa jabatan dan usia pejabat publik harus jelas dan tegas mengandung kehendak untuk membatasi sekaligus mennetukan batas-batas masa dan usia jabatan publik. Dengan kata lain, masa dan usia jabatan publik harus menjadi norma yang memudahkan administrasi negara dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat publik berdasarkan ketentuan yang nyata dan pasti.

Senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H bahwa idealnya masa jabatan hakim MK adalah 5 (lima) tahun. Periode 2,5 tahun dirasa kurang tepat karena tidak cukup untuk membuat program yang berkelanjutan di Mahkamah Konsitusi.

      Periodisasi Ketua dan Wakil Ketua MK dan pengaruhnya pada independensi hakim MK dalam memutus perkara serta diperhadapkan pada waktu pengangkatan dan pensiun hakim konstitusi yang berbeda beda. Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal periodisasi masa jabatan hakim menjadi satu periode selama 7-10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan periode masa jabatan hakim yaitu 7-10 tahun.



Periodesasi merupakan hal yang sudah tetap mengingat Hakim MK merupakan hakim politis, hal ini dikarenakan hakim MK diusulkan oleh 3 (tiga) lembaga negara yaitu Presiden, DPR, dan MA. Selama perekrutan hakim MK berasal dari pengusulan maka akan tetap berbentuk periodesasi. Terkait dengan masa jabatan hakim yang dapat dipilih kembali adalah dalam jangka waktu berturut-turut hal ini semata-mata agar menjaga independensi hakim MK itu sendiri.

Perlu dipertimbangkan bahwa dalam menerapkan mekanisme periodisasi hakim MK terkait batas pensiun, sebab jika batas pensiun diterapkan maka tentu akan berpengaruh terhadap independensi hakim serta dapat menimbulkan perilaku penyelewengan jabatan hakim. Bagi kami penerapan periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 22, UU MK harus tetap dipertahankan.

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU MK dimana Masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu)  kali masa jabatan berikutnya dirasa sudah tepat. Dalam melaksanakan tugas sebagai hakim konstitusi, kepemimpinan MK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat keberasamaan. Dalam hal ini 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab secara berasam-sama untuk mengeluarkan suatu keputusan terkait apa yang sedang disidangkan dalam Mahkamah Konstitusi. Namun begitu, sewajarnya sebuah organisasi maka diperlukan adanya seorang ketua maupun wakil ketua untuk mengomandoi sebuah organisasi.  Adanya periodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK merupakan salah satu langkah yang baik untuk mengevaluasi pelaksanaan kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi.  Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2,5 tahun dirasa sudah sangat tepat dan tidak berpengaruh dengan independensi Mahkamah Konsitusi. Karena adanya periodesasi yang tidak terlalu lama ini mengurangi kemungkinan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan berlaku sewenang-wenang terhadap jabatannya. Seperti yang dikatakan Lord Acton, “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Untuk masa pensiun Ketua dan Wakil Ketua disesuaikan dengan masa pensiun dari Hakim itu sendiri.

Mengenai periodisasi hakim siapakah yang bisa memastikan jika integritas seseorang apabila masa pensiun hakim konstitusi diatur sesuai di MA. Karena lembaga pengusul seperti DPR atau pemerintah banyak yg meragukan menghasilkan hakim MK yg berintegritas. Sistem rekrutmen, Pengawasan, & sanksi perlu diperkuat untuk menjaga integritas hakim MK yang menjalani masa jabatannya/periodenya. ketentuan periodisasi, sistem rekrutmen, pengawasan, & sanksi diperkuat utk menjaga integritas hakim MK yang menjalani masa jabatannya/periodenya. Calon hakim konstitusi yang diusulkan tiga lembaga mestinya dipublikasi seluas-luasnya dan Publik mestinya bisa memberikan tanggapan seluas-luasnya pada calon hakim MK.

Jabatan sebagai hakim maupun penyelenggara negara mesti dibatasi oleh periodesasi. Sebab bila tidak, cenderung berpotensi bakal melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Hakim tidak bisa menempati suatu tugas dalam masa yang lama. Hal ini mengahindari abuse of power, perlaku korupsi dan guna menjaga independensi hakim dalam menjalani tugas. Hal serupa juga harus terjadi pada hakim MK. Periodisasi tentu sangat berpengaruh terhadap indpendensi Hakim dan berpotensi terjadinya abuse of power oleh karena itu masa periodisasi Ketua dan Wakil Ketua MK bagi kami harusnya 2,5 tahun, hal ini demi menjaga independensi hakim MK dan menghindari perilaku abuse of power yang melahirkan perilaku korupsi. Periodisasi sebagaimana amanat pasal 22 UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK, periodisasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun kiranya harus dipertahankan. Untuk menghindari tabrakan antara pengangkatan dan waktu pensiunan maka mekanisme periodesasi 5 (lima) harus tetap dipertahankan. Sebab hakim MK adalah hakim ad hoc yang tidak bisa disamakan dengan hakim agung. Kita harus hati-hati dalam menerapkan mekanisme periodisasi hakim MK terkait batas pensiun, sebab jika batas pensiun diterapkan maka tentu akan berpengaruh terhadap independensi hakim serta dapat menimbulkan perilaku penyelewengan jabatan hakim. Bagi kami penerapan periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 22, UU MK harus tetap dipertahankan.

h. Rekrutmen dan Panitia Seleksi 

Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely begitulah yang dikatakan oleh Lord Acton dalam menanggapi kekuasaan. Seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan, cenderung memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap korupsi. Adanya sebuah panitia seleksi untuk pengangkatan dan pengisian hakim konstitusi dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau lembaga negara yang memiliki hak untuk menunjuk seorang hakim untuk mengangkat dan mengisi hakim konstitusi. Adanya penyalahgunaan terhadap kekuasaan dalam mengisi hakim konstitusi dikhawatirkan dapat menciderai marwah MK sebagai the guardian of constitution. Syarat untuk menjadi Pansel pengangkatan dan pengisian Hakim Konstitusi. Dalam rangka menjadi Pansel MK, setidaknya anggota Pansel harus memiliki kriteria yang ideal guna dapat memilih hakim konstitusi yang sebaik-baiknya. calon anggota pansel setidaknya harus memiliki pemahaman terkait MK beserta permasalahan yang ada. Calon anggota Pansel pun sebaiknya adalah orang yang memiliki riwayat yang baik dan apabila adalah seorang pejabat negara harus rajin dalam melaporkan LHKPN yang ada. Selain itu juga dalam melakukan pemilihan calon anggota Pansel sebaiknya dilakukan secara terbuka agar Pansel yang ada dapat dikawal oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan hakim MK yang terbaik. Adapun unsur-unsur yang pansel yang penulis rekomendasikan yakni terdiri dari unsur akademisi, penegak hukum, tokoh agama dan masyarakat serta jurnalis media nasional.

Pembentukan panitia seleksi (Pansel) tetap diperlukan dalam untuk pengangkatan dan pengisian jabatan hakim konstitusi. Tentunya anggota Pansel terdiri dari orang-orang independen yang tidak memilki kepentingan dalam MK. Pansel dipilih secara transparan dan pengisiannya dilakukan secara transparan juga seperti selama ini yang telah dilakukan oleh Presiden dalam pengisian jabatan Hakim MK. Sebaiknya untuk calon hakim MK dari DPR dan MA pun dilakukan dengan cara demikian.  Unsur yang duduk dalam Pansel, salah satu pilihannya adalah mantan Hakim MK, karena sudah memiliki pengalaman sebagai Hakim MK, diharapkan secara substansi akan lebih mampu untuk menguji calon Hakim MK.

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H menyampaikan bahwa terkait dengan panitia seleksi calon hakim konsitusi, seharusnya terdiri dari para negarawan dan senior citizen yang berpengalaman, misalnya hakim agung, hakim konstitusi, advokat senior, akademisi dengan kredibilitas tinggi, tokoh masyarakat atau mantan pejabat tinggi negara yang memiliki kredibilitas tinggi. Penentuan hakim konstitusi harus memiliki track record baik, bahkan di Rusia jika ada saudara atau keluarga yg pernah berbuat kriminal maka ia tidak bisa menjadi hakim konstitusi.
 
Sebaiknya perekrutan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung diperluas. Melihat banyaknya saat ini hakim yang memiliki jenjang Pendidikan S3 (Doktor Ilmu Hukum), maka kami setuju jika perekrutan hakim konstitusi dari unsur mahkamah agung diperluas sampai hakim yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dengan syarat bergelar doktor yang paham hukum tata negara. Agar calon hakim konstitusi terukur secara akademis, integritas dan moral dan jejak rekamnya maka penerimaan calon harus tetap melalui pendaftaran. DPR adalah mereka mereka yang duduk sebagai wakil rakyat dan Presiden adalah Kepala Negara dan mengingat peran fungsi dan tugas Hakim Konstitusi, maka mekanisme perekrutan Hakim Konstitusi sangat beralasan dan berdasar dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh DPR dan Presiden. Tidak perlu ada bank nama, berikan kewenangan kepada Panitia seleksi yang menentukan siapa calon yang layak diterima.

Persyaratan Hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Tahun 2011 telah memenuhi keadilan. Dikatakan demikian karena ketentuan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun tidak berkaitan dengan syarat pengangkatan hakim MK untuk periode kedua kali. Ketentuan ini merupakan syarat yang bersifat limitative berkaitan dengan batas waktu hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Batas usia persyaratan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun merupakan ketentuan yang adil dengan memberikan kesempatan kepada calon hakim MK agar dapat mencalonkan diri sebagai hakim MK.

        Terkait pembentukan pansel, agar tidak bertentangan dengan konstitusi, terdapat 2 alternatif yang dapat ditempuh oleh lembaga negara pengusul dalam menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi, yaitu pertama, pembentukan pansel yang pernah dilakukan oleh Presiden dan DPR sebaiknya diteruskan menjadi inisiatif dari masing-masing lembaga negara pengusul, dengan demikian akan mengurangi kepentingan personal dan subjektifitas keputusan yyang dibuat oelh Presiden, DPR, dan MA. Kedua, lembaga negara pengusul dapat juga bekerjasama dengan KY sebagai pansel tetapi keputusan akhir untuk menentukan calon hakim konstitusi tetap berada di tangan lembaga negara pengusul. Yang dibutuhkan bagi pansel adalah dapat melaksanakan tugasnya secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan calon hakim konstitusi yang kredibel. Untuk menjaga marwah dari pansel, maka keanggotaan pansel harus bebas dari partai politik.

Pansel pengangkatan dan pengisian jabatan hakim MK yang dilakukan melalui 3 (tiga) pintu kelembagaan (MA, DPR dan Presiden) harus diatur secara khusus. Pengaturan dimaksud untuk meneguhkan prinsip indepedensi kelembagaan maka perlu diatur dalam undang-undang  Keterlibatan pihak dalam mengisi unsur Pansel diatur oleh masing masing lembaga secara otonom dengan mencerminkan keterwakilan Akademisi, Masyarkat, dan Mahkamah Konstitusi.
 

Perlu perluasan dalam pemaknaan hakim konstitusi yang merupakan usul dari Mahkamah Agung (MA) agar tidak menutup kemungkinan tidak hanya hakim tinggi saja yang dapat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berasal dari usulan MA. Calon hakim MK yang diajukan oleh MA harus memiliki kualifikasi minimal hakim tinggi dan tidak bisa berasal dari hakim pengadilan negeri karena hakim sifatnya berjenjang. Perekrutan atau pendaftaran terkait calon hakim MK dilakukan secara penunjukan oleh pimpinan MA dan tidak dilakukan secara terbuka. Biasanya Pimpinan MA menunjuk hakim yang memiliki pengalaman di bidang tata usaha negara. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada ketentuan tertulis atau pengumuman mengenai perekrutan hakim MK di lingkungan MA sehingga proses perekrutan calon hakim MK di lingkungan MA bersifat terbatas.

Seharusnya terdapat ketentuan dalam UU MK yang mengatur mengenai pembentukan panitia seleksi dalam perekrutan hakim MK ditiap lembaga pengusul. Selain itu harus ada ketentuan pula mengenai mekanisme perekrutan hakim MK harus dilakukan secara terbuka sehingga seseorang yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang baik juga dapat mendaftarkan diri tidak hanya bersifat penunjukan dan dilakukan secara tertutup oleh pimpinan MA.
 

Pembentukan panitia seleksi (pansel) dalam pengangkatan dan pengisian hakim konstitusi, pansel yang dibentuk dalam rangka rekrutmen masih terlihat kurang transparan. Keberadaan anggota pansel yang juga memiliki kedekatan dengan calon hakim konstitusi perlu diperhatikan. Termasuk konflik kepentingan dalam pansel perlu dipersempit.

Senada dengan Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D yang menyatakan bahwa dari ketiga lembaga pengusul calon hakim konsitusi, DPR dan Presiden paling rentan mengalami politicking dalam pemilihan calon hakim MK. Banyak faktor yang mempengaruhi Pansel MK salah satunya anggota Pansel sendiri belum tentu tidak ada conflict of interest. Pembentukan Pansel wajib diatur secara tertulis dan salah satu syarat keanggotaannya adalah tidak boleh ada conflict of interest. Jika ditemukan ada salah satu anggota Pansel yang memiliki conflict of interest dengan calon hakim MK, idealnya tersedia anggota Pansel cadangan yang tidak memiliki conlift of interest dengan calon hakim MK. Perlu di atur lebih lanjut juga terkait dengan kriteria untuk menjadi anggota Pansel MK dan keberadaan Pansel MK itu sendiri jangan sampai hanya sebatas formalitas saja. Harus terdapat pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pansel dalam memilih hakim konsitusi.
 
Sementara itu Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku berpandangan bahwa untuk menjaga transparansi dan menghindari adanya kepentingan serta demi menjaga independensi Hakim Konstitusi maka, dalam psetiap tahapan proses perekrutan, semuanya harus bersifat terbuka, artinya bahwa siapapun dia, darimana unsurnya, pejabat negara atau bukan segalah proses harus dilalui dari pendaftaran hingga penetapan. Melihat sistem rekrutmen calon hakim konstitusi selama ini diajukan oleh Presiden, DPR dan MA sebagai keterwakilan tiga lembaga negara yang dikenal dengan triaspolitika, saat ini sudah tidak relevan lagi, karena adanya pergeseran sistem ketatanegaraan yang sekarang menjadi cheks and balances, artinya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diberikan tugas konstitusional untuk melaksanakan rekrutmen Hakim Agung juga seharusnya dilibatkan sebagai poros ke empat, yaitu mewakili keterwakilan masyarakat. Jika kita menggunakan sistem cheks and balances dan menjadikan Komisi Yudisial menjadi poros ke empat sebagai keterwakilan masyarakat, Komisi Yudisial yang selama ini teruji dalam mekanisme pemilihan calon hakim agung seharusnya dijadikan sebagai lembaga pembentuk panitia seleksi baik pansel dari Presiden, DPR, dan MA. Hal ini sebagai upaya terjaganya integritas dan kualitas calon hakim konstitusi, sebab jika panitia seleksi sudah terseleksi dengan ketat, transparan dan akuntabel oleh Komisi Yudisial, maka tentunya akan melahirkan Hakim konstitusi yang berintegritas dan independen.

Terkait dengan perekrutan hakim MK dari unsur MA, Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (2). Dalam konteks perekrutan hakim konstitusi tentunya memerlukan hakim yang berintegritas, untuk menentukan hakim berintegritas maka dalam perekrutan hakim harus menjamin prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, model perekrutan harusnya bersifat terbuka, tidak boleh terkosentrasi hanya pada satu bagian dari kelembagaan tertentu. Dengan demikian bahwa dalam perekrutan hakim konstitusi dari unsur MA harusnya bisa diperluas, Representasi DPR, MA dan Pemerintah dalam keterwakilan dalam perekrutan hakim MK, haruslah dimaknai dalam spirit Independensi dalam mekanisme rekrutmen, misal: apakah ada konflik kepentingan dengan yang diwakilinya.

Mekanisme perekrutan hakim MK yang berasal dari MA harusnya diperluas dari hakim agung, hakim pada pengadilan banding sampai pada hakim pada pengadilan tingkat pertama. Hal untuk menegakan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel, sehingga tercipta cheks and balances dalam lembaga MA sebagai salah satu lembaga yang mengusulkan calon hakim konstitusi. Proses yang terbuka luas dengan melakukan penjaringan sampai pada level pengadilan tingkat pertama inilah yang dapat menghasilkan hakim yang berintegritas dan berkapasitas. Untuk menjaga transparansi dan menghindari kepentingan demi menjaga independensi Hakim Konstitusi maka, dalam perekrutan semuanya harus bersifat terbuka, artinya bahwa siapapun dia, darimana unsurnya, pejabat negara atau bukan segalah proses harus dilalui dari pendaftaran hingga penetapan.

Pembentukan pansel dalam perekrutan hakim konstitusi tentunya sangat penting guna menjaga transparansi dalam proses seleksi hakim konstitusi. Pembentukan pansel akan dapat meminimalisir kepentingan personal dan subjektivitas keputusan yang dibuat oleh ketiga lembaga pengusul  (Presiden, DPR, MA). Lembaga negara yang ditetapkan sebagai pengusul harus bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY). Ketiga lembaga pengusul dapat meminta KY sebagai panitia seleksi sebab KY telah berpengalaman guna menyeleksi dan menominasikan calon hakim agung terbaik, meskipun keputusan terakhir berada pada lembaga pengusul. Terkait dengan Bank Nama bagi sangat ideal namun harus bersifat terbuka, semua elemen masyarakat wajib mengetahui siapa saja yang menaclonkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini untuk menjaga open managemen dalam perekrutan hakim konstitusi. Jika demikian maka masyarakat sudah pasti akan mengetahui rekam jejak dan dapat menilai para calon hakim tersebut, ini diletakan kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan rekrutmen hakim di level lembaga negara, baik hakim agung maupun hakim konstitusi, sehingga tugas melakukan evaluasi rekam jejak bisa diberlakukan secara intensif bukan temporer seperti selama ini.

i. Pengawasan Hakim Mahakamah Konstitusi

Setiap perbuatan manusia didasari atas dasar etika-etika tertentu yang berlaku di masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila maka etika setiap jabatan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan sesuai dengan profesi masing-masing. Kode etik ini tidak dimaksudkan sebagai alat untuk menghilangkan/mencabut kesempatan atau kebebasan pekerja yang melakukan praktek dengan integritas profesional yang tinggi. Adanya etika ini berguna untuk mencegah kerusakan atau problem berat yang dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Maka dari itu diperlukanlah adanya penegakan etika, tidak terkecuali pada hakim konsitutsi. Hakim konsitusi yang mengemban amanah sebagai the guardian of constitution maka marwah dari hakimnya pun haruslah dijaga agar konstitusi Indonesia tetap terjaga. Dalam menjaga marwah tersebut diperlukan adanya pengawas eksternal untuk mengawas etika para hakim konstitusi sesuai dengan kode etik yang diakui. Dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dibentuk Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka dari itu Komisi Yudisial dapat dikatakan sebagai lembaga yang lembaga yang mengawasi etik dari para hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi etika hakim dimentahkan oleh MK. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, MK membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi tidak lagi diawasi oleh KY. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. Dalam kesempatan yang lain UU Nomor 4 Tahun 2014 kembali dibatalkan dan berakibat seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan UU tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.  Namun, idealnya dibandingkan dengan membuat sebuah lembaga baru yang dirasa masih kurang efektif, maka Komisi Yudisial dirasa lebih ideal dalam mengawasi Hakim MK yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Pengawasan kode etik yang selama ini dilakukan dengan dibentuknya sebuah Dewan Etik MK dan Mahkamah Kehormatan MK dirasa tidak cukup ideal dan justru memboroskan anggaran.

Bentuk ideal dari pengawasan hakim konstitusi, sebaiknya  diawasi oleh sebuah Lembaga yang berada diluar MK yang berasal dari berbagai unsur antara lain, unsur Akademis yang membidangi ilmu Hukum Tata Negara, unsur masyarakat, unsur penegak hukum, dan unsur mantan hakim MK. Unsur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik yang ada saat ini yang diatur oleh PMK No 2 Tahun 2014, masuk kategori baik, namun unsur dari Hakim MK yang masih aktif tidak perlu ada.

Pengawasan hakim konstitusi secara harusnya dibarengi dengan pengawasan eksternal, sebab pengawasan internal yang dilakukakn oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) belum efektif. Oleh karena itu sangat penting untuk mengahdirkan lembanga pengawasan eksternal. Jika melihat UUD NRI 1945 pasal 24B ayat (1) apakah yang dimaksud dengan hakim dalam pasal ini tidak termasuk Hakim Konstitusi? Jika hakim dalam pasal 24B ayat (1) termasuk didalamnya hakim konstitusi, maka harusnya hakim konstitusi termasuk dalam pengawasan eksternal Komisi Yudisial. Pengertian hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, artinya hakim bukan hanya dalam lingkungan MA, namun juga termasuk hakim pada MK. Akan tetapi mekanisme awal yang harus dilakukan adalah pembentukan kode etik dan  pedoman perilaku hakim konstitusi yang akan tertuang dalam keputusan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya tentang pengawasan dapat dilakukan internal oleh dewan etik mahkamah konstitusi, jika pelapor/ terlapor keberatan atas putusan dewan etik mahkamah konstitusi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Yudisial yang nantinya akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Diperlukan dewan pengawas yang bertugas mengawasi hakim MK yang bersifat eksternal sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Hal demikian sama seperti pengawasan hakim di lingkungan MA yang memiliki pengawas baik yang berasal dari internal (badan pengawas) maupun eksternal (komisi yudisial). Kendala pengawasan yang dilakukan oleh KY yaitu sifat putusan KY hanya bersifat rekomendasi sehingga tidak bersifat mengikat, akan tetapi selama ini Mahkamah Agung sebisa mungkin untuk dapat dijalankan.

Pengawasan dalam rangka penegakan etik bisa dimungkinkan diatur dengan penguatan lembaga pengawasan, namun pengawasan yang terlalu ketat bisa berpotensi membahayakan independensi kinerja hakim. Unsur lembaga pengawasan bisa dari mahkamah kehormatan, diisi orang yang non partisan, dan akademisi. Tidak perlu ada unsur pengawas dari lembaga pengusul hakim.

Dalam perspektif hukum, pengawasan adalah salah satu unsur esensial untuk mencegah terjadinya absolut kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan tujuan mewujudkan good governance, dengan demikian siapapun yang termasuk dalam kategori pejabat negara tidak boleh menolak untuk di awasi. Hakim konstitus merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bagian dari penyelenggaraan Negara. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tentunya sangat diperlukan konsep pengawasan agar tugas penyelenggara kekuasaan kehakiman berjalan sesuai hukum yang berlaku dan demi menjaga kohormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi itu sendiri. Pengawasan hakim konstitusi secara internal harusnya diikuti dengan pengawasan eksternal, sebab pengawasan internal yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) belum efektif. Oleh karena itu sangat penting untuk menghadirkan lembaga pengawasan eksternal. Jika melihat UUD NRI 1945 pasal 24B ayat (1) apakah yang dimaksud dengan hakim dalam pasal ini tidak termasuk Hakim Konstitusi? Jika hakim dalam pasal 24B ayat (1) termasuk didalamnya hakim konstitusi, maka harusnya hakim konstitusi termasuk dalam pengawasan eksternal Komisi Yudisial.

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H menyatakan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi memang diperlukan namun jangan sampai berlebihan hingga putusan MK pun diawasi. Berdasarkan original intent UUD NRI 1945, hakim konsitusi memang tidak dimaksudkan untuk diawasi oleh Komisi Yudisial. Terlebih lagi pengawasan hakim konsitusi telah dijalankan oleh MKMK dan Dewan Etik yang keanggotannya juga terdapat dari eksternal MK.

j. Kode Etik dan Dewan Etik

Konsep penegakan kode etik yang ideal di MK, pembentukan Dewan Etik MK dan Mahkamah Kehormatan MK, serta unsur Dewan Etik dan dan Mahkamah Kehormatan MK, dapat dijelaskan bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan penanganan perkara di MK yang semakin banyak dan kompleks, terlebih saat mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilu, baik Pemilu anggota lembaga perwakilan, Pemilu calon Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilukada, maka mesti ada rekontruksi untuk mendesain ulang mekanisme “pengawasan” terhadap Mahkamah Konstitusi. Jika sebelumnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat ad hoc maka untuk selanjutnya harus ada lembaga permanen yang bertugas menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi yang bekerja day to day, yakni Dewan Etik. Terlebih setelah terjangan tsunami yang merobohkan salah satu pilar Mahkamah Konstitusi akibat operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK. Momentum ini memantik gagasan untuk melembagakan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga yang bersifat Permanen dan independen agar kejadian serupa tak terulang kembali. 
Kebutuhan akan adanya Dewan Etik sebagai lembaga penjaga, penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi yang bersifat permanen dan independen adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi, selain Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ad hoc. Pelembagaan dan penguatan fungsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi sebagai penjaga denyut “konstitusi”dalam rangka mengawal UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Komposisi keanggotaan Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat. (Lihat PMK 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi). Dengan demikian terdapat dua institusi yang berwenang menjaga integritas hakim konstitusi, yakni Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bersifat permanen dan bekerja day to day dan Majelis Kehaormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ad hoc.

Jika melihat Unsur keanggotaan Mahkaamah Kehormatan MK (MKMK) dan Dewan Etika dalam Peraturan MK No 2 tahun 2014 tentang MKMK. Kelihataannya ada overdosis pembentukan badan pengawasan internal MK. Harusnya dibentuk saja satu badan pengawasan internal dan ditambah satu badan pengawasan eksternal. Dengan demikian maka MKMK harusnya dihapus, dengan menyisahkan Dewan Etik sebagai salah satu badan pengawasaan internal MK. Nantinya Pembentukan MKMK diserahkan ke KY sebagai badan pengawasan eksternal. Namun jika ingin dipertahankan maka unsur Komisi Yudisial dalam badan MKMK sangat dieal untuk dikeluarkan dari MKMK dan ditetapkan sebagai Pengawasan eksternal Mahkma Konstitusi. Dewan etik sebagai pengawas internal hakim Mahkamah Konstitusi, akan menerima pelaporan masyarakat, jika pelapor/terlapor keberatan atas putusan dewan etik, maka keberatan diajukan kepada Komisi Yudisial sebagai badan pengawasan eksternal yang membentuk MKMK. Pembentukan MKMK oleh KY terdiri dari unsur lima (5) orang hakim Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rincian tiga (3) dari anggota komsisi yudisial dan dua (2) dari hakim Mahkamah Konstitusi.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D menyatakan bahwa besar kemungkinan adanya konsep like and dislike karena Dewan Etik terdapat dalam internal MK. Menjadi perlu juga untuk diatur mengenai apakah cakupan tugas Dewan Etik hanya sebatas etik hakim konstitusi atau termasuk juga panitera di dalamnya. Karena penting untuk mengawasi etik panitera yang berperan sebagai shadow justice. Dewan Etik diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum dan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan terkait etika hakim konsitusi. Dewan Etik juga harus secara aktif melakukan pengawasan, salah satu contoh dengan membuat rekapitulasi daftar berapa kali hakim konstitusi tidak hadir dalam persidangan. Perlu diberikan sanksi apabila hakim konstitusi sering tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

Perlu didesain sistem pengawasan etik bagi Hakim Konstitusi yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal dengan penguatan kelembagaan pengawas etik terhadap hakim konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan dan lebih mengefektifkan sistem pengawasan etik bagi Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik bersifat permanaen sedangkan Majelis Kehormatan merupakan perangkat ad hoc yang dalam pembentukannya memperhatikan keterwakilan unsur Akademisi, Masyarkat, dan Mahkamah Konstitusi.

k. Norma yang Dihidupkan Kembali 

Pengaturan suatu rumusan ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kemnali oleh pembentuk undang-undang, secara teoritis dan yuridis menurut I Dewa Gede Palguna dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain (hal. 163) terdapat dua bentuk pengujian yakni:

1) Pegujian formal yakni pengujian terhadap prosedur dan mekanisme pembentukan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

2) Pengujian materil yakni pengujian terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Ketika permohonan pengujian formal terhadap suatu undang-undang dikabulkan oleh MK berarti pembentukan undang-undang itu terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu jika suatu pengujian materil dikabulkan maka hanya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian itu saja yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Maka dari itu, sah-sah saja apabila pengaturan suatu rumusan ketentuan undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kembali oleh pembentuk undang-undang. Namun dengan syarat bahwasanya ketentuan yang diatur tersebut tidak bertentangan secara substansial terhadap putusan MK.

Memang harus diatur kembali namun substansinya tidak bertentangan dengan apa yang telah dibatalkan oleh MK (risalah sidang/original intent).

Suatu rumusan ketentuan undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kembali oleh pembentuk undang-undang, maka yang dibatalkan oleh MK bukan sekedar rumusan dalam ketentuan UU, tetapi normanya terbukti bertentangan dengan UUD 1945 apa tidak. Jadi yang diujikan adalah normanya, sehingga tidaklah mugkin lagi norma yang sudah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD akan diujikan kembali. Karena prinsipnya norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD, maka tidak akan diuji kembali. Ketentuan ini sebaiknya dapat dimasukan dalam hukum acara pengujian UU.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D menyampaikan bahwa sering kali pembentuk undang-undang menyatakan bahwa penormaan kembali norma yang sudah dibatalkan oleh MK karena ada perkembangan di masyarakat. Namun tidak dijelaskan secara jelas perkembangan yang seperti apa yang ada di masyarakat. Sehingga menjadi perlu bagi pembentuk undang-undang untuk menguraikan secara rigid terkait pertimbangan penormaan kembali norma yang sudah dibatalkan oleh MK.

Lembaga Bantuan Hukum Semarang berpendapat bahwa suatu rumusan ketentuan undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kembali oleh pembentuk undang-undang bisa dimungkinkan, tapi risikonya bisa kembali diputus MK untuk dibatalkan, kecuali ada pertimbangan hukum yang lain.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, apabila suatu norma pernah dibatalkan oleh MK namun hendak diatur kembali oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut dimungkinkan namun beresiko untuk dibatalkan kembali oleh MK karena putusan MK pada persidangan sebelumnya mengikat pada hakim selanjutnya.

l. Kualifikasi Pendidikan Hakim MK

Syarat Hakim Konstitusi yang dipersyaratkan saat ini hanya berpendidikan sarjana hukum. Namun, selanjutnya tidak diatur apakah pendidikan pada jenjang selanjutnya adalah harus ilmu hukum atau tidak sama sekali linear dengan hukum hingga pendidikan doktor. Persyaratan pendidikan adalah salah satu cara untuk mengetahui bahwasanya hakim konstitusi tersebut memiliki ilmu yang cukup untuk menjadi hakim serta cakap untuk menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Semakin ilmu yang dimiliki oleh seorang hakim dalam memahami hukum maka hakin konstitusi tersebut diharap akan semakin bijaksana dalam mengeluarkan suatu keputusan yang implikasinya dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Maka dari itu, Pendidikan para hakim konstitusi alangkah baiknya adalah hakim yang berpendidikan hukum dari jenjang sarjana hingga doktor secara paripurna agar pemahaman hukum yang dipunyai oleh hakim MK dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia.  Terkait dengan syarat pendidikan hakim MK, setidaknya harus linear dalam bidang ilmu hukum sejak sarjana hingga jenjangg doctor. Akan tetapi lebih penting hakim konstitusi memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Syarat pendidikan calon hakim konstitusi dengan keilmuan yang linear sejak sarjana hukum hingga doktor, maka Hakim konstitusi disyaratkan harus :
1) Seorang negarawan, pertanyaan lanjutan apakah seorang negararawan itu haruslah memiliki keilmuan linier dari S1 sampai jenajng Doktor yang Sarjana Hukum ?  
2) Apakah persoalan tentang konstitusi atau UUD 1945 itu hanya dikuasai oleh para Sarjana Hukum saja, apakah materi dalam konstiusi juga hanya melulu mengatur persoalan hkum saja ? kosntitusi Indonesia itu mengatur materi yang sarat dengan semua bidang kehidupam manusia Indonesia.

Dengan melihat kenyataan yang seperti ini, sangat dimungkinkan bahwa syarat Hakim konstitusi tidak dibatasi hanya negarawan  dengan latar belakang bidang keilmuan Hukum saja, bisa saja negarawan yang paham tentang ekonomi, budaya, sosial, HAM, pertahanan keamanan, politik.

Kualifikasi pendidikan dari hakim MK pada dasarnya tidak perlu memiliki latar belakang ilmu hukum yang linear dari sarjana hingga jenjang doktor. Para hakim MK seharusnya tidak hanya seorang yang berasal dari ahli dalam bidang hukum tata negara saja, akan tetapi diperlukan keahlian dari berbagai disiplin bidang ilmu mengingat luasnya materi pengujian undang-undang yang tidak hanya mengatur mengenai masalah hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Semarang berpendapat bahwa syarat pendidikan calon hakim konstitusi bisa saja tidak linear, dengan dasar hukum sarjana hukum, dan dengan gelar S2/master dan S3/doktor bisa dari bidang lain.

Senada dengan pendapat dari Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H yang menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan hakim konstitusi yang terpenting adalah sarjana hukum karena logika-logika hukum didapatkan pada fakultas hukum jenjang S1. Kemudian selanjutnya tidak menjadi masalah apabila ketika S2 yang ditempuh bukan jurusan hukum. Setidaknya wajib sarjana hukum kemudian terdapat alternatif apakah magister atau doktoralnya yang mengambil jurusan hukum.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D berpendapat lain. Terkait pendidikan hakim MK, harus linear pada bidang hukum terutama S1. Karena pengujian yang ada pada MK adalah terkait dengan kasus hukum. Berbeda dengan Dewan Konstitusi yang ada di Perancis yang melakukan pengujian politik sehingga tidak hakimnya tidak harus berlatar belakang hukum. Jika kemudian dalam persidangan dirasa perlu untuk mendapatkan pandangan dari pakar di bidang lain, maka hakim konstitusi dapat mengundang ahli sesuai dengan keahlian yang diperlukan. 
m.  Kewenangan MK dalam Memutus Perkara Pilkada 

Kewenangan MK dalam memutus perkara Pilkada dirasa cukup membuat beban MK semakin bertambah. Dengan jumlah hakim sebanyak 9 (sembilan) orang, maka kemampuan hakim untuk mengurusi perkara pilkada sangat dibatasi oleh sumber daya manusia dan tenaga yang ada dalam Mahkamah Konsitusi. Mengingat jumlah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak, sehingga akan berimplikasi pada banyaknya jumlah sengketa perkara pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat pada tahun 2015 MK menerima 147 permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada serentak 2015, pada 2017 terdapat 53 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK, terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi sedangkan MK tahun 2018 menerima 60 permohonan. Dari jumlah itu, 7 terkait hasil Pilgub, 37 hasil Pilkada kabupaten dan 16 hasil Pilkada Kota. Adanya tugas MK untuk mengadili sengketa PHPU justru semakin menambah beban MK. Padahal, Pilkada sendiri berdasarkan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa Pilkada dinyatakan sebagai rezim pemerintah daerah, tidak masuk dalam rezim pemilu dalam pasal 22e UUD 1945. Maka dari itu, untuk meningkatkan demokrasi Indonesia perlu dibentuk suat lembaga baru yang bersifat ad hoc yang bertugas untuk mengadili sengketa pilkada.

Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, dimana dalam pasal 22E ayat (2) dijelaskan bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Dalam pelaksanaanya, Indonesia memiliki beberapa organ dalam menjalankan pemilihan umum, yakni:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

2) Badan Pengawas Pemilu Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tersebut pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu penindakannya akan dilakukan oleh DKPP yang bentuk putusannya berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Selain peradilan etik, pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu dengan putsanya berupa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) teguran tertulis;

3) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan

4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Namun, selain lembaga tersebut terdapat Mahkamah Agung yang bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran administratif dan juga pelanggaran tindak pidana pemilu. Lembaga-lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait dalam rangkaian penyelesaian sengketa pemilu selain Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam konstisusi pasal 24C dimana MK bertugas untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila disederhanakan maka penyelesaian sengketa pemilu terdiri atas pra-pemilu dan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Agung dan Pasca Pemilu (terkait hasil) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dikaitkan dengan MK sebagai “Mahkamah Kalkulator” maka sejauh ini dengan banyaknya tugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewajiban-kewajiban lain yang diamantkan oleh Konsitusi dan juga sumber daya manusia yang terbatas maka penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan oleh MK dengan berdasarkan “kuantitas” maka dirasa sudah ideal. Namun, yang perlu menjadi PR bersama adalah bagaimana menguatkan organ-organ pemilu yang lain atau menciptakan sebuah lembaga khusus sendiri yang kewenangannya adalah mengadilii seluruh rangkaian pemilihan umum dalam rangka menegakkan hajat demokrasi tersebut sehingga tidak menciderai pelaksanaan demokrasi Indonesia tersebut.

Kewenangan MK dalam memutus sengketa perkara pilkada, secara yuridis jelas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD, bukan menjadi kewenangan MK untuk memutus Pilkada. Untuk penyelesaian pilkada perlu diserahkan kepada peradilan khusus untuk menangani.
 

Kewenangan MK dalam memutus sengketa perkara pilkada yaitu diperlukannya lembaga baru pemutus sengketa pilkada karena dengan banyaknya perkara sengketa pilkada yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim MK, dan proses pemutusan perkara terganggu pula dengan perkara krusial selain perkara sengketa pilkada. Perkara yang ditangani jangan melebihi kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945.

n. Penundaan Uji Materiil Di MA Akibat Uji Materiil di MK 

Apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK Merujuk pada teori jenjang hukum (stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Selain doktrin stunfentheorie terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori dimana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Merujuk pada Pasal 24A Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kewenangannya dimiliki oleh MK berdasarkan Pasal 24C. Dalam hal ini terdapat dua kamar yang terpisah dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam konteks apabila terdapat peraturan yang sedang diuji oleh Mahkamah Agung namun undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK. Maka pengujian peraturan perundang-undangan yang sedang diujikan di Mahkamah Agung tersebut harus diberhentikan. Dikarenakan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang) yang menjadi dasar dibuatnya peraturan tersebut sedang diuji. Sebagaimana stufentheorie Hans Kelsen, suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Dalam mechanism judicial review yang dikenal pengujian    judicial    itu    sendiri    dapat    bersifat    formil    atau    materiel (formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht). Pengujian formil biasanya terkait  dengan  soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan  suatu  peraturan  yang  ditetapkan  dengan  tidak  mengikuti  aturan  resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.  Sedangkan pengujian  materiel  berkaitan  dengan  kemungkinan  pertentangan materi   suatu   peraturan   dengan   peraturan   lain   yang   lebih   tinggi. Apabila MK membatalkan Undang-undang yang menjadi dasar suatu peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan dibawahnya tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki payung hukum dibentuknya suatu peraturan tersebut. Oleh karenanya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA tetap harus menunggu hasil pengujian UU yang sedang diuji di MK.

Pengujian peraturan dibawah undang-undang yang dilakukan di Mahkamah Agung tidak perlu dilakukan penundaan selama pasal yang diujikan tidak berkaitan dengan pengujian undang-undang dibawah UUD yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum Semarang berpendapat bahwa apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK, Sebenarnya isu ini telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 93/PUU-XV/2017 dan dapat disepakati dengan pertimbangan hukum MK dalam perkara tersebut dimana jika ada peraturan dibawah UU yang sedang diperiksa oleh MA sementara UU-nya sedang diperiksa oleh MK maka pemeriksaan oleh MA ditunda pemeriksaannya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H bahwa MA harus menunda pemeriksaannya apabila sedang berlangsung pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh MA namun undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut juga sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konsitusi.

o. Keterangan DPR dalam Sidang MK 

Terkait dengan keterangan DPR yang disampaikan ketika pengujian suatu UU di MK, Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka dari itu DPR sebagai pembentuk undang-undang lebih mengetahui original intent dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut terbentuk. Dalam kondisi diminta maupun tidak diminta sebaiknya DPR memberikan keterangan terkait original intent pasal atau undang-undang yang sedang diajukan Judicial Review. Terkait teori-teori yang relevan sejatinya bukan ranah DPR dalam memberikan penjelasan tersebut, mengingat MK dapat menghadirkan seorang ahli yang dapat menjabarkan teori-teori yang terkait. Semestinya tanpa diminta apabila diperlukan DPR dapat hadir, karena DPR sebagai pembuat undang-undang yang paling mengetahui original intent kenapa suatu norma dalam pasal terbentuk (bukan teori karena bersifat subjektif) (teori sebaiknya disampaikan oleh ahli saja).

Dalam hal pengujian UU, maka DPR wajib memberikan keterangan terkait dengan UU yang diuji, karena UU berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dibentuk oleh DPR. Untuk itulah manakala UU yang dibentuknya diuji di MK, maka kewajiban DPR untuk mampu menjelaskan secara substansi norma yang disusunnya. Apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan norma dalam UUD sebagai dasar pembentukannya dan mampu menjelaskan ada tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga Negara. Sementara untuk persidangan diluar pengujian UU, DPR pun tetap menghormati MK, dalam hal MK memang membutuhkan keterangan terkait dengan 3 kewenangan MK yang lain. Disinilah adanya sinergi yang baik dan perlu dibangun hubungan tata kerja antar lembaga Negara.
     

Dalam UU MK dinyatakan bahwa MK dapat meminta keterangan DPR jika diperlukan, maka muncul pertanyaan sebaiknya DPR harus selalu memberikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang walaupun tidak diminta oleh hakim konstitusi. Dan DPR RI dalam memberikan keterangan tersebut, hanya sebatas memberikan keterangan risalah mengenai pasal a quo yang dimohonkan atau dapat memberikan argumentasi secara komprehensif dari sudut pandang hukum dan teori yang relevan atau tidak. Norma UU yang diuji oleh MK tentu saja merupakan aturan yang sebelumnya melalui proses legislasi di DPR RI dengan segala prosedurnya. Dengan demikian maka bisa diasumsikan bahwa DPR RI mengetahui urgensitas pengaturan dan kelahiran aturan baik dari latar belakang sampai perumusan norma pasal perpasal dalam UU yang dibahas. Untuk itu sudah semestinya DPR sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan mengetahui proses lahirnya UU sedapat mungkin hadir dan memberikan keterangan terhdap aturan atau pasal yang sedang diuji. DPR RI dapat memberikan keterangan komprehensif tidak hanya terbatas mengenai pasal yang sedang diuji. Hal ini dimaksudkan agar hakim MK juga bisa melihat dan mendalami maksud dan tujuan pemberlakuan pasal sehingga bisa menemukan keadilan yang lebih substantif.

p. Legal Standing dalam Uji Materil UU Di MK 

Legal standing atau kedudukan hukum para pemohon yang akan mengajukan gugatan uji materiil undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dimasukan ke dalam UU. Perlunya ada perbedaan mengenai legal standing dalam pengajuan gugatan formil dan materiil dari sebuah undang-undang, begitupula mengenai hukum acaranya yang perlu dibedakan antara pengujian formil dan materiil.
 

Batasan kerugian konstitusional baik dalam pengujian materil maupun formil MK masih relevan melakukan pengujian formil berdasarkan Putusan MK No.48. dan Legal standing pengujian formil bisa diartikan sebagai constitutional complaint dan warga negara mempunyai hak jika mendalilkan UU yang diuji tidak melalui proses pembentukan yang benar. Terkait dengan legal standing tersebut perlu dimasukan ke dalam undang-undang.

q. MK sebagai Mahkamah Kalkulator 
Istilah “MK sebagai Pengadilan Kalkulator” dalam mengadili perkara pemilu, sebaiknya dikembalikan lagi pada apa yang dimaksud dengan “sengketa Pemilu “ dari sinilah sebetulnya persoalan utama terkait kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan Pemilu. Kalau memang persoalan sengketa pemilu adalah persoalan selisih suara, maka MK dalam  mengadili pun hal yang perlu dibuktikan dalam persidangan tentunya persoalan selisih. Sedangkan ukuran TSM bukanlah persoalan mudah dalam hal pembuktian, apalagi penyelesaian sengketa pemilu harus secepatnya diselesaikan karena menyangkut hasil yang berdampak pada persoalan keberlangsungan pemerintahan. Sedangkan waktu yang ideal untuk memutus masih tetap relevan sebagaimana yang sekarang berlaku. Ketentuan yang ada selama ini menentukan untuk  perkara sengketa hasil Pilpres harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara Pileg adalah 30 hari kerja. Kalau akan dipercepat kuatirnya justru hasilnya kurang dapat dipertanggungjawabkan karena diputus dengan tergesa-gesa.

r. Penambahan Kewenangan MK
1) Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 
a. Constitutional Complaint

Pengaduan konstitusional (constitutional complaint), yaitu salah satu upaya hukum berupa pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan warga negara kepada pengadilan (c.q. mahkamah konstitusi) terhadap perbuatan (act) atau kelalaian (omission) suatu lembaga atau pejabat publik (public official) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Pengaduan demikian baru dapat dilakukan jika semua upaya hukum (legal remedy) yang tersedia sudah terlampaui (exhausted), artinya sudah tidak tersedia lagi upaya hukum apa pun bagi persoalan itu. Beberapa negara yang Mahkamah Konstitusinya mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional yaitu Austria, Jerman, Hungaria, Rusia, Korea Selatan dan Thailand.

Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan dalam memutus perkara pengaduan kontitusional (constitutional complaint). Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah secara limitatif menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka penambahan kewenangan hanya mungkin dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 dimaksud. 
Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili pengaduan konstitusional menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum (judicial remedy) melalui mekanisme peradilan konstitusional (constitutional adjudication) bagi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik (state institutions, public officials), sementara semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan sistem yang berlaku saat ini telah ditempuh oleh pihak pengadu atau pelapor (complainant).  Salah satu akibatnya, banyak permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk mengadilinya. 

Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara pengaduan konstitusional jika permohonan pengaduan konstitusional dikonstruksikan sebagai permohonan pengujian undang-undang, namun substansinya permohonan itu bukanlah mempersoalkan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut melainkan konstitusionalitas tindakan pejabat publik (atau tidak dilakukannya tindakan oleh pejabat publik) sebagai akibat penafsiran yang keliru terhadap norma undang-undang itu sehingga mengakibatkan terlanggar atau dirugikannya hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga yang diminta dalam petitum permohonan itu adalah pernyataan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian pejabat publik itu bertentangan dengan undang-undang dasar.
Jika pemikiran di atas dapat diterima maka perubahan cukup dilakukan terhadap beberapa pasal dalam UUMK, yaitu:

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah dan ayat (3) ditambah huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau oleh tindakan atau kelalaian pejabat publik yang disebabkan oleh kekeliruan menafsirkan maksud undang-undang, yaitu...dst”. Kemudian dalam Penjelasan terhadap pasal ini ditambahkan keterangan bahwa yang dimaksud pejabat publik adalah termasuk hakim atau pengadilan.

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,

c. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang telah keliru ditafsirkan yang berakibat dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan Pasal 56 ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 56

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan tegas menyatakan pejabat publik telah keliru menafsirkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang sehingga mengakibatkan dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon.
Ketentuan Pasal 57 yang semula terdiri atas tiga ayat ditambahkan satu ayat yang berbunyi :

Pasal 57

(4) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan pejabat publik telah keliru menafsirkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang sehingga mengakibatkan dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon, perbuatan atau kelalaian pejabat publik yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
b. Constitutional Question
Pertanyaan konstitusional (constitutional question) merupakan salah satu perlindungan konstitusional warga negara terhadap kekeliruan hakim dalam menafsirkan undang-undang yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Pelanggaran konstitusional dapat dihindari jika pada saat hakim ragu dalam menafsirkan produk undang-undang, hakim tersebut mengajukan pertanyaan konstitusional atas tafsir undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi Indonesia belum memiliki kewenangan untuk memutus perkara pertanyaan konstitusional (constitutional question). Namun bukan berarti pertanyaan konstitusional (constitutional question) tidak dapat diajukan di MK. Perkara pertanyaan konstitusional (constitutional question) dapat diajukan ke MK jika dapat dikontruksikan sebagai pengujian konstitusionalitas undang-undang. Dengan demikian pengaturan mengenai pertanyaan konstitusional (constitutional question) diatur di dalam Bagian Kedelapan yang mengatur Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mekanisme tersebut diperlukan agar hakim dapat memutus berdasarkan undang-undang yang benar-benar diyakini konstitusionalitasnya, serta untuk menciptakan kesatuan sistem hukum berdasarkan supremasi konstitusi.

Pasal 60A

(1) Majelis Hakim pada Mahkamah Agung atau pada lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dapat mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi apabila menilai terdapat ketidakjelasan konstitusionalitas undang-undang yang sedang digunakan untuk mengadili suatu perkara.

(2) Permohonan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menguraikan:

a. perkara yang sedang disidangkan dan undang-undang yang mengaturnya;
b. ketentuan dalam undang-undang itu yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau yang memiliki beberapa penafsiran berbeda.

Pasal 60B

Pada saat mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim dimaksud menghentikan sementara pemeriksaan pengadilan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 60C

(1) Permohonan pertanyaan konstitusional dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

(2) Sidang pertanyaan konstitusional dilakukan menurut hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

(3) Pertanyaan konstitusional diputus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Pasal 60D

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pertanyaan konstitusional diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

2) Penambahan Jumlah Hakim Konstitusi

Apabila gagasan terkait penambahan dan perluasan kewenangan MK diterima, maka yang harus dilakukan adalah menambah jumlah hakim konstitusi yang saat ini hanya 9 orang. Hal ini dikaitkan dengan potensi tingginya loading perkara terkait dengan perkara constitutional complaint maupun constitutional question.
2. Perbandingan dengan Negara Lain 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi diawali dari Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pasca-Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Selanjutnya pada tahun 2003, DPR dan Pemerintah membahas dan  menyetujui secara bersama RUU tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  dan disahkan oleh Presiden pada 13 Agustus 2003 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 menetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 menandai mulai terlaksananya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan, baik melalui judicial review maupun legislative review. Perubahan yang pertama dilakukan melalui judicial review Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon yang menguji Pasal 50 UU MK. Berdasarkan putusan tersebut, permohonan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak lagi dibatasi pada undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MK.

Perubahan kewenangan MK juga terjadi berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 236 Huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan pertimbangan pilkada juga merupakan pemilihan umum. Pada saat pelaksanaan fungsi memutus perselisihan hasil pilkada ini kemudian muncul kasus yang mencoreng lembaga MK, karena Ketua MK pada saat itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadilan Tipikor Jakarta, Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK atas dugaan kasus suap pada sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Pilkada Lebak di Banten, Pilkada Empat Lawang, serta Pilkada Kota Palembang. Majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup, sesuai tuntutan jaksa. Mahkamah Agung juga menolak upaya kasasi yang diajukan terpidana. Terlepas apakah ada keterkaitan dengan kasus ini, MK kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengembalikan Pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah, bukan lagi rezim Pemilu.

Kasus lain yang men-degradasi kepercayaan masyarakat terhadap MK adalah kasus suap yang kembali menimpa hakim konstitusi yang menerima suap dalam terkait uji materiil Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di dalam persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta.

Undang-Undang MK kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Substansi perubahan tersebut diantaranya mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, periode masa jabatan ketua, dan pemberhentian hakim. Perubahan Kedua juga dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Di dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa perubahan ini untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi. Namun undang-undang ini kemudian dibatalkan oleh MK dalam putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Salah satu putusan MK yang menuai kontroversi adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY. Pada intinya putusan tersebut mengecualikan hakim konstitusi dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial. 

Beberapa putusan MK terhadap UU MK atau terkait dengan lembaga MK menjadikan UU tentang MK perlu kembali disesuaikan. Kondisi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi menimbulkan permasalahan di masyarakat berupa turunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai pencari keadilan terhadap MK. Adanya beberapa kasus yang menimpa hakim konstitusi di MK terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan MK, menjadikan marwah MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, perlu dikembalikan seperti semula pada saat awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Kondisi pada saat ini yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait rekruitmen hakim konstitusi, baik mengenai persyaratan, prosedur penetapan, periodesasi jabatan, pengawasan hakim secara eksternal dan internal, serta hukum beracara.
Perbandingan dengan Negara Lain

Menurut Harding, seleksi hakim konstitusi merupakan masalah yang krusial. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberikan kewenangan yang strategis yang berhubungan dengan politik, sehingga akan terdapat keinginan dan kepentingan mengenai siapa yang dipilih, apa kualifikasinya, dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk memilih. Praktik seleksi hakim konstitusi sangat bervariasi di seluruh pengadilan konstitusi di dunia. Satu hal yang jelas unik bagi hakim konstitusi adalah bahwa sistem untuk pemilihan mereka tidak sama dengan hakim biasa. Hakim karir biasanya ditunjuk sampai pensiun dan menikmati kemerdekaan dalam hal perlindungan masa jabatan, gaji dan pensiun mereka. Hakim konstitusi dipilih untuk tugas yang sesuai dengan pengadilan khusus, biasanya untuk jangka waktu tertentu (seperti 3, 6, 9 atau kadang-kadang 12 tahun), dengan jangka waktu yang lebih pendek hanya dapat diperpanjang satu kali. Mekanisme seleksi dapat dibagi menjadi empat kategori, ditambah satu kategori yang lebih kecil. 

1. Selection by the executive and the legislature. One of the most widely adopted approaches divides the task of selection between the executive and legislative organs of the state. Typically, such a process involves nomination by the president but appointment requires approval from the legislature. Prior to a confirmation by ballot, confirmation hearings often provide democratic scrutiny by allowing examination of the personal suitability and ideological stances of potential candidates. As seen in the United States, these hearings are prone to become highly politicized, especially if the political persuasion of the president differs from that of the governing party in the legislature. 

2. Selection by the legislature. The legislature may be solely responsible for making the final selection. Again, such an approach introduces a central element of democratic scrutiny, but clearly a simple majority would result in only the nominees of the ruling party being appointed. In order to prevent this from happening, nominations will often require approval by a ‘supermajority’, for example two-thirds (Germany) or three-fifths (Spain). This ensures that opposition parties have some say in selections. 

3. Selection by the executive, the legislature and the judiciary. Another alternative is to give to each of the three branches of the state (e.g. the president, both houses of the legislature and senior judges) the power to nominate a specified quota of the constitutional court’s membership (as occurs in Italy, Republic of Korea and Indonesia). A danger here might be a divided panel where judges may be sympathetic to the institutional interest that selected them. In Myanmar, judges are even required to report to the institution that appointed them. This model has the great merit of tending to avoid controversy over choosing the selection mechanism and over the individual candidates. It can thereby forestall the possibility of one branch of the state dominating the selection process. 

4. Selection by a special commission. In many systems, a commission (as in South Africa) or specially dedicated selection committee (as in Thailand) makes an important contribution to the selection process before the candidates are finally endorsed. An obvious problem with these systems is deciding who should be qualified to sit on the commission and what method of selection would prevent this body becoming a forum for elected politicians. One approach has been to professionalize the membership by reserving a majority of places to serving judges and members of the legal profession. The leader of the opposition is sometimes required to be a member. 

5. Appointment by the executive. In a small number of cases, the appointments are completely within the powers of the executive branch. This is not recommended, as it gives the executive the power to control the constitutional court through the appointment system. 
Lebih lanjut Harding menambahkan, Aturan tentang kualifikasi juga bervariasi, dan proses seleksi biasanya akan menghasilkan pemilihan pengacara, mantan pejabat, tokoh politik atau sarjana hukum yang berkualifikasi tinggi, yang bukan hakim karier tetapi memiliki kedudukan dan kredibilitas yang memadai. Sebaliknya, hakim biasa biasanya dipilih dari jajaran praktisi hukum (dalam sistem common law) atau hakim karier (dalam sistem hukum perdata). Di Thailand, telah diterima bahwa beberapa hakim dapat dipilih dari jajaran ilmuwan sosial atau politik akademik, tetapi ini diimbangi oleh hakim yang dipilih langsung dari peradilan biasa atau administratif. Secara umum, hakim pengadilan konstitusi memiliki jangka waktu tertentu yang dapat atau tidak dapat diperpanjang satu kali. Oleh karena itu, masa kerja mereka tidak bergantung pada persetujuan eksekutif atas kinerja mereka. Ini mengisolasi mereka dari tekanan eksternal dan melindungi independensi mereka.

British Institute of International and Comparative Law menerbitkan sebuah buku tentang studi yang meneliti kerangka hukum untuk pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian hakim di Negara anggota Persemakmuran, sebagai berikut: 

Chapter 1 – Appointment

1.1 The appointment of judges and the rule of law 

The Commonwealth Latimer House Principles recognise that in order to uphold the rule of law and dispense justice, the judiciary must be ‘independent, impartial, honest and competent’. The aim of judicial appointment processes should be to provide a reliable means of identifying persons who possess these qualities, and to do so in a manner that is legitimate, in order to sustain public confidence in the judiciary.

1.2 Criteria for judicial office 

The requirement of the Commonwealth Latimer House Principles that judges should be appointed ‘on the basis of clearly defined criteria and by a publicly declared process’ conveys a fundamental commitment to transparency. At a minimum, the public must be informed of the characteristics that qualify persons for judicial office and the procedures that are followed when an individual applies, or is considered for appointment. The Principles further make clear that the criteria for judicial office should be informed by the fundamental objectives of equality of opportunity, appointment on merit and the need to address gender inequity and other historic factors of discrimination in the context of their particular society.

While there is considerable agreement among Commonwealth member states that intellectual abilities, moral qualities and practical skills are all relevant to the determination of merit, there are significant differences in how states have sought to address gender inequity and other historic factors of discrimination. The causes of these problems are often complex and specific to particular societies. Although some states have modified the criteria for judicial office in an attempt to enhance judicial diversity, it is not clear whether this is always an effective or desirable approach. Alternative or additional measures may be needed to address wider causes of the problem, such as outreach programmes to attract a more diverse pool of candidates, improvements in the areas of legal education and judicial training, and changes to the working practices of the organised legal profession and the judiciary itself.

1.3 Appointment mechanisms 

The Commonwealth Latimer House Principles do not specify the mechanism by which judges should be appointed. However, the Latimer House Guidelines indicate that an ‘independent process’ should be used, and recommend that a judicial appointments commission be established where no such mechanism exists.

Chapter 2 – Tenure 

2.1 Judicial tenure and the rule of law 

The Commonwealth Latimer House Principles declare that ‘appropriate security of tenure and protection of levels of remuneration must be in place’ in relation to the judiciary. Such guarantees serve to shield judges from external pressures and conflicts of interest when they hold powerful individuals or government bodies legally to account, and thereby contribute to sustaining an independent judiciary, which is an essential element of the rule of law. 

2.2 Duration of judicial appointments 

It is a long established principle that judges should not serve at the pleasure of the executive, or be subject to loss of office as a result of changes of government or legal measures that are ostensibly intended to serve other objectives. Most Commonwealth jurisdictions protect this principle implicitly by stating that their removal mechanisms are the only valid means by which a judge may be deprived of office, and some explicitly prohibit the abolition of the office of a judge while there is a substantive holder thereof.

States which are undergoing a constitutional transition may find themselves in a somewhat different situation. In exceptional cases in which there is evidence of widespread judicial malfeasance, for example systemic corruption, pervasive bias or collusion in human rights abuses, it may be appropriate to require incumbent judges to undergo some form of individual review before their tenure under the new constitution is confirmed. The process of individual review is sometimes known as ‘vetting’ and must be conducted by an independent body of manifest integrity and impartiality and in accordance with appropriate safeguards to ensure fairness. Apart from acting or temporary appointments, Commonwealth jurisdictions currently appoint judges either permanently, to serve until a mandatory age of retirement, or for a fixed period of time. Permanent appointments are generally preferable, although some smaller jurisdictions have no alternative but to seek judges who are prepared to serve in the higher and appellate courts on a fixed-term basis. Fixed-term appointments to a constitutional court are acceptable if they are for a long period and not renewable. There is also an argument to be made for the moderate use of fixed-term appointments in the ordinary courts to provide flexibility in numbers and perhaps also to enable prospective candidates to gain judicial experience before applying for permanent judicial office. Where appointments are permanent until a prescribed age of retirement, it is a violation of judicial independence for that age to be lowered with retroactive effect. While a retirement age of at least 60 is currently the minimum standard among Commonwealth states, best practice in modern conditions would probably require the mandatory retirement age to be set at, or closer to, 70 years. This would guard against the risk of conflicts of interest arising in relation to post-retirement employment for which a judge may be eligible. A discretion for the executive to extend the tenure of an individual judge beyond the mandatory retirement age is particularly problematic. Cases of physical or mental incapacity can be dealt with by way of specialised procedures for removing a judge from office on such grounds.

Sementara dari data CIA The World Factbook, terdapat gambaran mengenai cabang yudisial di seluruh dunia, sebagai berikut:

	By Country Listing of the values for the Judicial branch field

	COUNTRY
	JUDICIAL BRANCH

	Afghanistan
	highest courts: Supreme Court or Stera Mahkama (consists of the supreme court chief and 8 justices organized into criminal, public security, civil, and commercial divisions or dewans)

judge selection and term of office: court chief and justices appointed by the president with the approval of the Wolesi Jirga; court chief and justices serve single 10-year terms

subordinate courts: Appeals Courts; Primary Courts; Special Courts for issues including narcotics, security, property, family, and juveniles

	Akrotiri
	highest courts: Senior Judges' Court (consists of several visiting judges from England and Wales)

judge selection and term of office: see entry for United Kingdom

subordinate courts: Resident Judges' Court; Courts Martial

	Albania
	highest courts: Supreme Court (consists of 19 judges, including the chief justice); Constitutional Court (consists of 9 judges, including the chairman)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the High Judicial Council with the consent of the president to serve single 9-year terms; Supreme Court chairman is elected for a single 3-year term by the court members; appointments of Constitutional Court judges are rotated among the president, Parliament, and Supreme Court from a list of pre-qualified candidates (each institution selects 3 judges), to serve single 9-year terms; candidates are pre-qualified by a randomly selected body of experienced judges and prosecutors; Constitutional Court chairman is elected by the court members for a single, renewable 3-year term

subordinate courts: Courts of Appeal; Courts of First Instance; specialized courts: Court for Corruption and Organized Crime, Appeals Court for Corruption and Organized Crime (responsible for corruption, organized crime, and crimes of high officials)

	Algeria
	highest courts: Supreme Court or Cour Suprême, (consists of 150 judges organized into 8 chambers: Civil, Commercial and Maritime, Criminal, House of Offenses and Contraventions, House of Petitions, Land, Personal Status, and Social; Constitutional Council (consists of 12 members including the court chairman and deputy chairman); note - Algeria's judicial system does not include sharia courts

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the High Council of Magistracy, an administrative body presided over by the president of the republic, and includes the republic vice-president and several members; judges appointed for life; Constitutional Council members - 4 appointed by the president of the republic, 2 each by the 2 houses of Parliament, 2 by the Supreme Court, and 2 by the Council of State; Council president and members appointed for single 6-year terms with half the membership renewed every 3 years

subordinate courts: appellate or wilaya courts; first instance or daira tribunals

	American Samoa
	highest courts: High Court of American Samoa (consists of the chief justice, associate chief justice, and 6 Samoan associate judges and organized into trial, family, drug, and appellate divisions); note - American Samoa has no US federal courts

judge selection and term of office: chief justice and associate chief justice appointed by the US Secretary of the Interior to serve for life; Samoan associate judges appointed by the governor to serve for life

subordinate courts: district and village courts

	Andorra
	highest courts: Supreme Court of Justice of Andorra or Tribunal Superior de la Justicia d'Andorra (consists of the court president and 8 judges organized into civil, criminal, and administrative chambers); Constitutional Court or Tribunal Constitucional (consists of 4 magistrates)

judge selection and term of office: Supreme Court president and judges appointed by the Supreme Council of Justice, a 5-member judicial policy and administrative body appointed 1 each by the coprinces, 1 by the General Council, 1 by the executive council president, and 1 by the courts; judges serve 6-year renewable terms; Constitutional magistrates - 2 appointed by the coprinces and 2 by the General Council; magistrates' appointments limited to 2 consecutive 8-year terms

subordinate courts: Tribunal of Judges or Tribunal de Batlles; Tribunal of the Courts or Tribunal de Corts

	Angola
	highest courts: Supreme Court or Supremo Tribunal de Justica (consists of the court president, vice president, and a minimum of 16 judges); Constitutional Court or Tribunal Constitucional (consists of 11 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president upon recommendation of the Supreme Judicial Council, an 18-member body chaired by the president; judge tenure NA; Constitutional Court judges - 4 nominated by the president, 4 elected by National Assembly, 2 elected by Supreme National Council, 1 elected by competitive submission of curricula; judges serve single 7-year terms

subordinate courts: provincial and municipal courts

	Anguilla
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, travelling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, though none on Anguilla

judge selection and term of office: Eastern Caribbean Supreme Court chief justice appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: Magistrate's Court; Juvenile Court

	Antigua and Barbuda
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, travelling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 2 assigned to Antigua and Barbuda

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by the Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: Industrial Court; Magistrates' Courts

	Argentina
	highest courts: Supreme Court or Corte Suprema (consists of the court president, vice president, and 5 justices)

judge selection and term of office: justices nominated by the president and approved by the Senate; justices can serve until mandatory retirement at age 75; extensions beyond 75 require renomination by the president and approval by the Senate

subordinate courts: federal level appellate, district, and territorial courts; provincial level supreme, appellate, and first instance courts

	Armenia
	highest courts: Court of Cassation (consists of the Criminal Chamber with a chairman and 5 judges and the Civil and Administrative Chamber with a chairman and 10 judges – with both civil and administrative specializations); Constitutional Court (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges nominated by the Supreme Judicial Council, a 10-member body of selected judges and legal scholars; judges appointed by the president; judges can serve until age 65; Constitutional Court judges - 4 appointed by the president, and 5 elected by the National Assembly; judges can serve until age 70

subordinate courts: criminal and civil appellate courts; administrative appellate court; first instance courts; specialized administrative and bankruptcy courts

	Aruba
	highest courts: Joint Court of Justice of Aruba, Curacao, Sint Maarten, and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba or "Joint Court of Justice" (sits as a 3-judge panel); final appeals heard by the Supreme Court in The Hague, Netherlands

judge selection and term of office: Joint Court judges appointed for life by the monarch

subordinate courts:  Court in First Instance

	Australia
	highest courts: High Court of Australia (consists of 7 justices, including the chief justice); note - each of the 6 states, 2 territories, and Norfolk Island has a Supreme Court; the High Court is the final appellate court beyond the state and territory supreme courts

judge selection and term of office: justices appointed by the governor-general in council for life with mandatory retirement at age 70

subordinate courts: at the federal level: Federal Court; Federal Magistrates' Courts of Australia; Family Court; at the state and territory level: Local Court - New South Wales; Magistrates' Courts – Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern Territory, Australian Capital Territory; District Courts – New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia; County Court – Victoria; Family Court – Western Australia; Court of Petty Sessions – Norfolk Island

	Austria
	highest courts: Supreme Court of Justice or Oberster Gerichtshof (consists of 85 judges organized into 17 senates or panels of 5 judges each); Constitutional Court or Verfassungsgerichtshof (consists of 20 judges including 6 substitutes; Administrative Court or Verwaltungsgerichtshof - 2 judges plus other members depending on the importance of the case)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by executive branch departments and appointed by the president; judges serve for life; Constitutional Court judges nominated by several executive branch departments and approved by the president; judges serve for life; Administrative Court judges recommended by executive branch departments and appointed by the president; terms of judges and members determined by the president

subordinate courts: Courts of Appeal (4); Regional Courts (20); district courts (120); county courts

	Azerbaijan
	highest courts: Supreme Court (consists of the chairman, vice chairman, and 23 judges in plenum sessions and organized into civil, economic affairs, criminal, and rights violations chambers); Constitutional Court (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the president and appointed by the Milli Majlis; judges appointed for 10 years; Constitutional Court chairman and deputy chairman appointed by the president; other court judges nominated by the president and appointed by the Milli Majlis to serve single 15-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal (replaced the Economic Court in 2002); district and municipal courts

	Bahamas, The
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and 4 justices, organized in 3-member panels); Supreme Court (consists of the chief justice and a maximum of 11 and a minimum of 2 justices)

judge selection and term of office: Court of Appeal president and Supreme Court chief justice appointed by the governor-general on the advice of the prime minister after consultation with the leader of the opposition party; other Court of Appeal and Supreme Court justices appointed by the governor general upon recommendation of the Judicial and Legal Services Commission, a 5-member body headed by the chief justice; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement normally at age 68 but can be extended until age 70; Supreme Court justices appointed for life with mandatory retirement normally at age 65 but can be extended until age 67

subordinate courts: Industrial Tribunal; Stipendiary and Magistrates' Courts; Family Island Administrators

note: the Bahamas is a member of the 15-member Caribbean Community but is not party to the agreement establishing the Caribbean Court of Justice as its highest appellate court;  the Judicial Committee of the Privy Council (in London) serves as the final court of appeal for The Bahamas

	Bahrain
	highest courts: Court of Cassation (consists of the chairman and 3 judges); Supreme Court of Appeal (consists of the chairman and 3 judges); Constitutional Court (consists of the president and 6 members); High Sharia Court of Appeal (court sittings include the president and at least one judge)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges appointed by royal decree and serve for a specified tenure; Constitutional Court president and members appointed by the Higher Judicial Council, a body chaired by the monarch and includes judges from the Court of Cassation, sharia law courts, and Civil High Courts of Appeal; members serve 9-year terms; High Sharia Court of Appeal member appointments by royal decree for a specified tenure

subordinate courts: Civil High Courts of Appeal; middle and lower civil courts; High Sharia Court of Appeal; Senior Sharia Court; Administrative Courts of Appeal; military courts

note: the judiciary of Bahrain is divided into civil law courts and sharia law courts; sharia courts (involving personal status and family law) are further divided into Sunni Muslim and Shia Muslim; the Courts are supervised by the Supreme Judicial Council.

	Bangladesh
	highest courts: Supreme Court of Bangladesh (organized into the Appellate Division with 7 justices and the High Court Division with 99 justices)

judge selection and term of office: chief justice and justices appointed by the president; justices serve until retirement at age 67

subordinate courts: civil courts include: Assistant Judge's Court; Joint District Judge's Court; Additional District Judge's Court; District Judge's Court; criminal courts include: Court of Sessions; Court of Metropolitan Sessions; Metropolitan Magistrate Courts; Magistrate Court; special courts/tribunals

	Barbados
	highest courts: Supreme Court (consists of the High Court with 8 justices) and the Court of Appeal (consists of the High Court chief justice and president of the court and 4 justices; note - in 2005, Barbados acceded to the Caribbean Court of Justice as the final court of appeal, replacing that of the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the governor general on the recommendation of the prime minister and opposition leader of Parliament; other justices appointed by the governor general on the recommendation of the Judicial and Legal Service Commission, a 5-member independent body consisting of the Supreme Court chief justice, the commission head, and governor general appointees recommended by the prime minister; justices serve until mandatory retirement at age 65

subordinate courts: Magistrates' Courts

	Belarus
	highest courts: Supreme Court (consists of the chairman and deputy chairman and organized into several specialized panels, including economic and military; number of judges set by the president of the republic and the court chairman); Constitutional Court (consists of 12 judges, including a chairman and deputy chairman)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president with the consent of the Council of the Republic; judges initially appointed for 5 years and evaluated for life appointment; Constitutional Court judges - 6 appointed by the president and 6 elected by the Council of the Republic; the presiding judge directly elected by the president and approved by the Council of the Republic; judges can serve for 11 years with an age limit of 70

subordinate courts: oblast courts; Minsk City Court; town courts; Minsk city and oblast economic courts

	Belgium
	highest courts: Constitutional Court or Grondwettelijk Hof (in Dutch) and Cour Constitutionelle (in French) (consists of 12 judges - 6 Dutch-speaking and 6 French-speaking); Supreme Court of Justice or Hof van Cassatie (in Dutch) and Cour de Cassation (in French) (court organized into 3 chambers: civil and commercial; criminal; social, fiscal, and armed forces; each chamber includes a Dutch division and a French division, each with a chairperson and 5-6 judges)

judge selection and term of office: Constitutional Court judges appointed by the monarch from candidates submitted by Parliament; judges appointed for life with mandatory retirement at age 70; Supreme Court judges appointed by the monarch from candidates submitted by the High Council of Justice, a 44-member independent body of judicial and non-judicial members; judges appointed for life

subordinate courts: Courts of Appeal; regional courts; specialized courts for administrative, commercial, labor, immigration, and audit issues; magistrate's courts; justices of the peace

	Belize
	highest courts: Supreme Court of Judicature (consists of the Court of Appeal with the court president and 3 justices, and the Supreme Court with the chief justice and 10 justices); note - in 2010, Belize acceded to the Caribbean Court of Justice as the final court of appeal, replacing that of the Judicial Committee of the Privy Council in London

judge selection and term of office: Court of Appeal president and justices appointed by the governor-general upon advice of the prime minister after consultation with the National Assembly opposition leader; justices' tenures vary by terms of appointment; Supreme Court chief justice appointed by the governor-general upon the advice of the prime minister and the National Assembly opposition leader; other judges appointed by the governor-general upon the advice of the Judicial and Legal Services Section of the Public Services Commission and with the concurrence of the prime minister after consultation with the National Assembly opposition leader; judges can be appointed beyond age 65 but must retire by age 75; in 2013, the Supreme Court chief justice overturned a constitutional amendment that had restricted Court of Appeal judge appointments to as short as 1 year

subordinate courts: Magistrates' Courts; Family Court

	Benin
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of the chief justice and 16 justices organized into an administrative division, judicial chamber, and chamber of accounts); Constitutional Court or Cour Constitutionnelle (consists of 7 members, including the court president); High Court of Justice (consists of the Constitutional Court members, 6 members appointed by the National Assembly, and the Supreme Court president); note - jurisdiction of the High Court of Justice is limited to cases of high treason by the national president or members of the government while in office

judge selection and term of office: Supreme Court president and judges appointed by the president of the republic upon the advice of the National Assembly; judges appointed for single renewable 5-year terms; Constitutional Court members - 4 appointed by the National Assembly and 3 by the president of the republic; members appointed for single renewable 5-year terms; other members of the High Court of Justice elected by the National Assembly; member tenure NA

subordinate courts: Court of Appeal or Cour d'Appel; district courts; village courts; Assize courts

	Bermuda
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and at least 2 justices); Supreme Court (consists of the chief justice, 4 puisne judges, and 1 associate justice); note - the Judicial Committee of the Privy Council (in London) is the court of final appeal

judge selection and term of office: Court of Appeal justice appointed by the governor; justice tenure by individual appointment; Supreme Court judges nominated by the Judicial and Legal Services Commission and appointed by the governor; judge tenure based on terms of appointment

subordinate courts: commercial court (began in 2006); magistrates' courts

	Bhutan
	highest courts: Supreme Court (consists of 5 justices, including the chief justice); note - the Supreme Court has sole jurisdiction in constitutional matters

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the monarch upon the advice of the National Judicial Commission, a 4-member body to include the Legislative Committee of the National Assembly, the attorney general, the Chief Justice of Bhutan and the senior Associate Justice of the Supreme Court; other judges (drangpons) appointed by the monarch from among the High Court judges selected by the National Judicial Commission; chief justice serves a 5-year term or until reaching age 65 years, whichever is earlier; the 4 other judges serve 10-year terms or until age 65, whichever is earlier

subordinate courts: High Court (first appellate court); District or Dzongkhag Courts; sub-district or Dungkhag Courts

	Bolivia
	highest courts: Supreme Court or Tribunal Supremo de Justicia (consists of 12 judges or ministros organized into civil, penal, social, and administrative chambers); Plurinational Constitutional Tribunal (consists of 7 primary and 7 alternate magistrates); Plurinational Electoral Organ (consists of 7 members and 6 alternates); National Agro-Environment Court (consists of 5 primary and 5 alternate judges; Council of the Judiciary (consists of 3 primary and 3 alternate judges)

judge selection and term of office: Supreme Court, Plurinational Constitutional Tribunal, National Agro-Environmental Court, and Council of the Judiciary candidates pre-selected by the Plurinational Legislative Assembly and elected by direct popular vote; judges elected for 6-year terms; Plurinational Electoral Organ judges appointed - 6 by the Legislative Assembly and 1 by the president of the republic; members serve single 6-year terms

subordinate courts: National Electoral Court; District Courts (in each of the 9 administrative departments); agro-environmental lower courts

	Bosnia and Herzegovina
	highest courts: Bosnia and Herzegovina (BiH) Constitutional Court (consists of 9 members); Court of BiH (consists of 44 national judges and 7 international judges organized into 3 divisions - Administrative, Appellate, and Criminal, which includes a War Crimes Chamber)

judge selection and term of office: BiH Constitutional Court judges - 4 selected by the Federation of Bosnia and Herzegovina House of Representatives, 2 selected by the Republika Srpska's National Assembly, and 3 non-Bosnian judges selected by the president of the European Court of Human Rights; Court of BiH president and national judges appointed by the High Judicial and Prosecutorial Council; Court of BiH president appointed for renewable 6-year term; other national judges appointed to serve until age 70; international judges recommended by the president of the Court of BiH and appointed by the High Representative for Bosnia and Herzegovina; international judges appointed to serve until age 70

subordinate courts: the Federation has 10 cantonal courts plus a number of municipal courts; the Republika Srpska has a supreme court, 5 district courts, and a number of municipal courts

	Botswana
	highest courts: Court of Appeal, High Court (each consists of a chief justice and a number of other judges as prescribed by the Parliament)

judge selection and term of office: Court of Appeal and High Court chief justices appointed by the president and other judges appointed by the president upon the advice of the Judicial Service Commission; all judges appointed to serve until age 70

subordinate courts: Industrial Court (with circuits scheduled monthly in the capital city and in 3 districts); Magistrates Courts (1 in each district); Customary Court of Appeal; Paramount Chief's Court/Urban Customary Court; Senior Chief's Representative Court; Chief's Representative’s Court; Headman's Court

	Brazil
	highest courts: Supreme Federal Court or Supremo Tribunal Federal (consists of 11 justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the president and approved by the Federal Senate; justices appointed to serve until mandatory retirement at age 75

subordinate courts: Tribunal of the Union, Federal Appeals Court, Superior Court of Justice, Superior Electoral Court, regional federal courts; state court system

	British Virgin Islands
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 3 in the British Virgin Islands

judge selection and term of office: Eastern Caribbean Supreme Court chief justice appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: Magistrates' Courts

	Brunei
	highest courts: Supreme Court (consists of the Court of Appeal and the High Court, each with a chief justice and 2 judges); Sharia Court (consists the Court of Appeals and the High Court); note - Brunei has a dual judicial system of secular and sharia (religious) courts; the Judicial Committee of Privy Council (in London) serves as the final appellate court for civil cases only

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the monarch to serve until age 65, and older if approved by the monarch; Sharia Court judges appointed by the monarch for life

subordinate courts: Intermediate Court; Magistrates' Courts; Juvenile Court; small claims courts; lower sharia courts

	Bulgaria
	highest courts: Supreme Court of Cassation (consists of a chairman and approximately 72 judges organized into penal, civil, and commercial colleges); Supreme Administrative Court (organized into 2 colleges with various panels of 5 judges each); Constitutional Court (consists of 12 justices); note - Constitutional Court resides outside the judiciary

judge selection and term of office: Supreme Court of Cassation and Supreme Administrative judges elected by the Supreme Judicial Council or SJC (consists of 25 members with extensive legal experience) and appointed by the president; judges can serve until mandatory retirement at age 65; Constitutional Court justices elected by the National Assembly and appointed by the president and the SJC; justices appointed for 9-year terms with renewal of 4 justices every 3 years

subordinate courts: appeals courts; regional and district courts; administrative courts; courts martial

	Burkina Faso
	highest courts: Supreme Court of Appeals or Cour de Cassation (consists of NA judges); Council of State (consists of NA judges); Constitutional Council or Conseil Constitutionnel (consists of the council president and 9 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judge appointments mostly controlled by the president of Burkina Faso; judges have no term limits; Council of State judge appointment and tenure NA; Constitutional Council judges appointed by the president of Burkina Faso upon the proposal of the minister of justice and the president of the National Assembly; judges appointed for 9-year terms with one-third of membership renewed every 3 years

subordinate courts: Appeals Court; High Court; first instance tribunals; district courts; specialized courts relating to issues of labor, children, and juveniles; village (customary) courts

	Burma
	highest courts: Supreme Court of the Union (consists of the chief justice and 7-11 judges)

judge selection and term of office: chief justice and judges nominated by the president, with approval of the Lower House, and appointed by the president; judges normally serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: High Courts of the Region; High Courts of the State; Court of the Self-Administered Division; Court of the Self-Administered Zone; district and township courts; special courts (for juvenile, municipal, and traffic offenses); courts martial

	Burundi
	highest courts: Supreme Court (consists of 9 judges and organized into judicial, administrative, and cassation chambers); Constitutional Court (consists of 7 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the Judicial Service Commission, a 15-member independent body of judicial and legal profession officials), appointed by the president and confirmed by the Senate; judge tenure NA; Constitutional Court judges appointed by the president and confirmed by the Senate and serve 6-year nonrenewable terms

subordinate courts: Courts of Appeal; County Courts; Courts of Residence; Martial Court; Court Against Corruption; Commercial Court

	Cabo Verde
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of the chief justice and at least 7 judges and organized into civil, criminal, and administrative sections)

judge selection and term of office: judge appointments - 1 by the president of the republic, 1 elected by the National Assembly, and 3 by the Superior Judicial Council (SJC), a 16-member independent body chaired by the chief justice and includes the attorney general, 8 private citizens, 2 judges, 2 prosecutors, the senior legal inspector of the Attorney General's office, and a representative of the Ministry of Justice; chief justice appointed by the president of the republic from among peers of the Supreme Court of Justice and in consultation with the SJC; judges appointed for life

subordinate courts: appeals courts, first instance (municipal) courts; audit, military, and fiscal and customs courts

	Cambodia
	highest courts: Supreme Council (organized into 5- and 9-judge panels and includes a court chief and deputy chief); Constitutional Court (consists of 9 members); note - in 1997, the Cambodian Government requested UN assistance in establishing trials to prosecute former Khmer Rouge senior leaders for crimes against humanity committed during the 1975-1979 Khmer Rouge regime; the Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia (also called the Khmer Rouge Tribunal) was established in 2006 and began hearings for the first case in 2009; court proceedings remain ongoing in 2019

judge selection and term of office: Supreme Court and Constitutional Council judge candidates recommended by the Supreme Council of Magistracy, a 17-member body chaired by the monarch and includes other high-level judicial officers; judges of both courts appointed by the monarch; Supreme Court judges appointed for life; Constitutional Council judges appointed for 9-year terms with one-third of the court renewed every 3 years

subordinate courts: Appellate Court; provincial and municipal courts; Military Court

	Cameroon
	highest courts: Supreme Court of Cameroon (consists of 9 titular and 6 surrogate judges and organized into judicial, administrative, and audit chambers); Constitutional Council (consists of 11 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president with the advice of the Higher Judicial Council of Cameroon, a body chaired by the president and includes the minister of justice, selected magistrates, and representatives of the National Assembly; judge term NA; Constitutional Council members appointed by the president for single 9-year terms

subordinate courts: Parliamentary Court of Justice (jurisdiction limited to cases involving the president and prime minister); appellate and first instance courts; circuit and magistrates' courts

	Canada
	highest courts: Supreme Court of Canada (consists of the chief justice and 8 judges); note - in 1949, Canada abolished all appeals beyond its Supreme Court, which prior to that time, were heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: chief justice and judges appointed by the prime minister in council; all judges appointed for life with mandatory retirement at age 75

subordinate courts: federal level: Federal Court of Appeal; Federal Court; Tax Court; federal administrative tribunals; Courts Martial; provincial/territorial level: provincial superior, appeals, first instance, and specialized courts; note -  in 1999, the Nunavut Court - a circuit court with the power of a provincial superior court, as well as a territorial court - was established to serve isolated settlements

	Cayman Islands
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and at least 2 judges); Grand Court (consists of the court president and at least 2 judges); note - appeals beyond the Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Court of Appeal and Grand Court judges appointed by the governor on the advice of the Judicial and Legal Services Commission, an 8-member independent body consisting of governor appointees, Court of Appeal president, and attorneys; Court of Appeal judges' tenure based on their individual instruments of appointment; Grand Court judges normally appointed until retirement at age 65 but can be extended until age 70

subordinate courts: Summary Court

	Central African Republic
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of NA judges); Constitutional Court (consists of 9 judges, at least 3 of whom are women)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president; Constitutional Court judge appointments - 2 by the president, 1 by the speaker of the National Assembly, 2 elected by their peers, 2 are advocates elected by their peers, and 2 are law professors elected by their peers; judges serve 7-year non-renewable terms

subordinate courts: high courts; magistrates' courts

	Chad
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice, 3 chamber presidents, and 12 judges or councilors and divided into 3 chambers); Constitutional Council (consists of 3 judges and 6 jurists)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice selected by the president; councilors - 8 designated by the president and 7 by the speaker of the National Assembly; chief justice and councilors appointed for life; Constitutional Council judges - 2 appointed by the president and 1 by the speaker of the National Assembly; jurists - 3 each by the president and by the speaker of the National Assembly; judges appointed for 9-year terms

subordinate courts: High Court of Justice; Courts of Appeal; tribunals; justices of the peace

	Chile
	highest courts: Supreme Court or Corte Suprema (consists of a court president and 20 members or ministros); Constitutional Court (consists of 10 members); Elections Qualifying Court (consists of 5 members)

judge selection and term of office: Supreme Court president and judges (ministers) appointed by the president of the republic and ratified by the Senate from lists of candidates provided by the court itself; judges appointed for life with mandatory retirement at age 70; Constitutional Court members appointed - 3 by the Supreme Court, 3 by the president of the republic, 2 by the Chamber of Deputies, and 2 by the Senate; members serve 9-year terms with partial membership replacement every 3 years (the court reviews constitutionality of legislation); Elections Qualifying Court members appointed by lottery - 1 by the former president or vice president of the Senate and 1 by the former president or vice president of the Chamber of Deputies, 2 by the Supreme Court, and 1 by the Appellate Court of Valparaiso; members appointed for 4-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; oral criminal tribunals; military tribunals; local police courts; specialized tribunals and courts in matters such as family, labor, customs, taxes, and electoral affairs

	China
	highest courts: Supreme People's Court (consists of over 340 judges, including the chief justice and 13 grand justices organized into a civil committee and tribunals for civil, economic, administrative, complaint and appeal, and communication and transportation cases)

judge selection and term of office: chief justice appointed by the People's National Congress (NPC); limited to 2 consecutive 5-year-terms; other justices and judges nominated by the chief justice and appointed by the Standing Committee of the NPC; term of other justices and judges determined by the NPC

subordinate courts: Higher People's Courts; Intermediate People's Courts; District and County People's Courts; Autonomous Region People's Courts; International Commercial Courts; Special People's Courts for military, maritime, transportation, and forestry issues

note: in late 2014, China unveiled a multi-year judicial reform program; progress continued in 2018

	Christmas Island
	highest courts: under the terms of the Territorial Law Reform Act 1992, Western Australia provides court services as needed for the island, including the Supreme Court and subordinate courts (District Court, Magistrate Court, Family Court, Children's Court, and Coroners' Court)

	Cocos (Keeling) Islands
	highest courts: under the terms of the Territorial Law Reform Act 1992, Western Australia provides court services as needed for the island including the Supreme Court and subordinate courts (District Court, Magistrate Court, Family Court, Children's Court, and Coroners' Court)

	Colombia
	highest courts: Supreme Court of Justice or Corte Suprema de Justicia (consists of the Civil-Agrarian and Labor Chambers each with 7 judges, and the Penal Chamber with 9 judges); Constitutional Court (consists of 9 magistrates); Council of State (consists of 27 judges); Superior Judiciary Council (consists of 13 magistrates)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the Supreme Court members from candidates submitted by the Superior Judiciary Council; judges elected for individual 8-year terms; Constitutional Court magistrates - nominated by the president, by the Supreme Court, and elected by the Senate; judges elected for individual 8-year terms; Council of State members appointed by the State Council plenary from lists nominated by the Superior Judiciary Council

subordinate courts: Superior Tribunals (appellate courts for each of the judicial districts); regional courts; civil municipal courts; Superior Military Tribunal; first instance administrative courts

	Comoros
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges - selection and term of office NA

subordinate courts: Court of Appeals (in Moroni); Tribunal de premiere instance; island village (community) courts; religious courts

 

 

	Congo, Democratic Republic of the
	highest courts: Court of Cassation or Cour de Cassation (consists of 26 justices and organized into legislative and judiciary sections); Constitutional Court (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges nominated by the Judicial Service Council, an independent body of public prosecutors and selected judges of the lower courts; judge tenure NA; Constitutional Court judges - 3 nominated by the president, 3 by the Judicial Service Council, and 3 by the legislature; judges appointed by the president to serve 9-year non-renewable terms with one-third of the membership renewed every 3 years

subordinate courts: State Security Court; Court of Appeals (organized into administrative and judiciary sections); Tribunal de Grande; magistrates' courts; customary courts

	Congo, Republic of the
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of NA judges); Constitutional Court (consists of 9 members); note - a High Court of Justice, outside the judicial authority, tries cases involving treason by the president of the republic

judge selection and term of office: Supreme Court judges elected by Parliament and serve until age 65; Constitutional Court members appointed by the president of the republic - 3 directly by the president and 6 nominated by Parliament; members appointed for renewable 9-year terms with one-third of the membership renewed every 3 years

subordinate courts: Court of Audit and Budgetary Discipline; courts of appeal; regional and district courts; employment tribunals; juvenile courts

	Cook Islands
	highest courts: Court of Appeal (consists of the chief justice and 3 judges of the High Court); High Court (consists of the chief justice and at least 4 judges and organized into civil, criminal, and land divisions); note - appeals beyond the Cook Islands Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: High Court chief justice appointed by the Queen's Representative on the advice of the Executive Council tendered by the prime minister; other judges appointed by the Queen's Representative, on the advice of the Executive Council tendered by the chief justice, High Court chief justice, and the minister of justice; chief justice and judges appointed for 3-year renewable terms

subordinate courts: justices of the peace

	Costa Rica
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of 22 judges organized into 3 cassation chambers each with 5 judges and the Constitutional Chamber with 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court of Justice judges elected by the National Assembly for 8-year terms with renewal decided by the National Assembly

subordinate courts: appellate courts; trial courts; first instance and justice of the peace courts; Superior Electoral Tribunal

	Cote d'Ivoire
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (organized into Judicial, Audit, Constitutional, and Administrative Chambers; consists of the court president, 3 vice presidents for the Judicial, Audit, and Administrative chambers, and 9 associate justices or magistrates)

judge selection and term of office: judges nominated by the Superior Council of the Magistrature, a 7-member body consisting of the national president (chairman), 3 "bench" judges, and 3 public prosecutors; judges appointed for life

subordinate courts: Courts of Appeal (organized into civil, criminal, and social chambers); first instance courts; peace courts

	Croatia
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president and vice president, 25 civil department justices, and 16 criminal department justices)

judge selection and term of office: president of Supreme Court nominated by the president of Croatia and elected by the Sabor for a 4-year term; other Supreme Court justices appointed by the National Judicial Council; all judges serve until age 70

subordinate courts: Administrative Court; county, municipal, and specialized courts; note - there is an 11-member Constitutional Court with jurisdiction limited to constitutional issues but is outside of the judicial system

	Cuba
	highest courts: People's Supreme Court (consists of court president, vice president, 41 professional justices, and NA lay judges); organization includes the State Council, criminal, civil, administrative, labor, crimes against the state, and military courts)

judge selection and term of office: professional judges elected by the National Assembly are not subject to a specific term; lay judges nominated by workplace collectives and neighborhood associations and elected by municipal or provincial assemblies; lay judges appointed for 5-year terms and serve up to 30 days per year

subordinate courts: People's Provincial Courts; People's Regional Courts; People's Courts

	Curacao
	highest courts: Joint Court of Justice of Aruba, Curacao, Sint Maarten, and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba or "Joint Court of Justice" (sits as a 3-judge panel); final appeals heard by the Supreme Court, in The Hague, Netherlands

judge selection and term of office: Joint Court judges appointed by the monarch for life

subordinate courts: first instance courts, appeals court; specialized courts

	Cyprus
	highest courts: Supreme Court of Cyprus (consists of 13 judges, including the court president); note - the highest court in the "TRNC" is the "Supreme Court" (consists of 8 "judges," including the "court president")

judge selection and term of office: Republic of Cyprus Supreme Court judges appointed by the president of the republic upon the recommendation of the Supreme Court judges; judges can serve until age 68; "TRNC Supreme Court" judges appointed by the "Supreme Council of Judicature," a 12-member body of judges, the attorney general, appointees by the president of the "TRNC," and by the "Legislative Assembly," and members elected by the bar association; judge tenure NA

subordinate courts: Republic of Cyprus district courts; Assize Courts; Administrative Court; specialized courts for issues relating to family, industrial disputes, the military, and rent control; "TRNC Assize Courts"; "district and family courts"

	Czechia
	highest courts: Supreme Court (organized into Civil Law and Commercial Division, and Criminal Division each with a court chief justice, vice justice, and several judges); Constitutional Court (consists of 15 justices); Supreme Administrative Court (consists of 36 judges, including the court president and vice president, and organized into 6-, 7-, and 9-member chambers)

judge selection and term of office: Supreme Court judges proposed by the Chamber of Deputies and appointed by the president; judges appointed for life; Constitutional Court judges appointed by the president and confirmed by the Senate; judges appointed for 10-year, renewable terms; Supreme Administrative Court judges selected by the president of the Court; unlimited terms

subordinate courts: High Court; regional and district courts

	Denmark
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president and 18 judges)

judge selection and term of office: judges appointed by the monarch upon the recommendation of the Minister of Justice, with the advice of the Judicial Appointments Council, a 6-member independent body of judges and lawyers; judges appointed for life with retirement at age 70

subordinate courts: Special Court of Indictment and Revision; 2 High Courts; Maritime and Commercial Court; county courts

	Dhekelia
	highest courts: Senior Judges' Court (consists of several visiting judges from England and Wales)

judge selection and term of office: see entry for United Kingdom

subordinate courts: Resident Judges' Court; military courts

	Djibouti
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of NA magistrates); Constitutional Council (consists of 6 magistrates)

judge selection and term of office: Supreme Court magistrates appointed by the president with the advice of the Superior Council of the Magistracy CSM, a 10-member body consisting of 4 judges, 3 members (non parliamentarians and judges) appointed by the president, and 3 appointed by the National Assembly president or speaker; magistrates appointed for life with retirement at age 65; Constitutional Council magistrate appointments - 2 by the president of the republic, 2 by the president of the National Assembly, and 2 by the CSM; magistrates appointed for 8-year, non-renewable terms

subordinate courts: High Court of Appeal; 5 Courts of First Instance; customary courts; State Court (replaced sharia courts in 2003)

	Dominica
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 2 in Dominica; note - in 2015, Dominica acceded to the Caribbean Court of Justice as final court of appeal, replacing that of the Judicial Committee of the Privy Council, in London

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by the Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, an independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: Court of Summary Jurisdiction; magistrates' courts

	Dominican Republic
	highest courts: Supreme Court of Justice or Suprema Corte de Justicia (consists of a minimum of 16 magistrates); Constitutional Court or Tribunal Constitucional (consists of 13 judges); note - the Constitutional Court was established in 2010 by constitutional amendment

judge selection and term of office: Supreme Court and Constitutional Court judges appointed by the National Council of the Judiciary comprised of the president, the leaders of both chambers of congress, the president of the Supreme Court, and a non-governing party congressional representative; Supreme Court judges appointed for 7-year terms; Constitutional Court judges appointed for 9-year terms

subordinate courts: courts of appeal; courts of first instance; justices of the peace; special courts for juvenile, labor, and land cases; Contentious Administrative Court for cases filed against the government

	Ecuador
	highest courts: National Court of Justice or Corte Nacional de Justicia (consists of 21 judges, including the chief justice and organized into 5 specialized chambers); Constitutional Court or Corte Constitucional (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: justices of National Court of Justice elected by the Judiciary Council, a 9-member independent body of law professionals; judges elected for 9-year, non-renewable terms, with one-third of the membership renewed every 3 years; Constitutional Court judges appointed by the executive, legislative, and Citizen Participation branches of government; judges appointed for 9-year non-renewable terms with one-third of the membership renewed every 3 years

subordinate courts: Fiscal Tribunal; Election Dispute Settlement Courts, provincial courts (one for each province); cantonal courts

	Egypt
	highest courts: Supreme Constitutional Court (SCC) (consists of the court president and 10 justices); the SCC serves as the final court of arbitration on the constitutionality of laws and conflicts between lower courts regarding jurisdiction and rulings; Court of Cassation (CC) (consists of the court president and 550 judges organized in circuits with cases heard by panels of 5 judges); the CC is the highest appeals body for civil and criminal cases, also known as "ordinary justices"; Supreme Administrative Court (SAC) (consists of the court president and NA judges and organized in circuits with cases heard by panels of 5 judges); the SAC is the highest court of the State Council

judge selection and term of office: under the 2014 constitution, all judges and justices selected and appointed by the Supreme Judiciary Council and approved as a formality by the president of the Republic; judges appointed for life; under the 2019 amendments, the president has the power to appoint heads of judiciary authorities and courts, the prosecutor general, and the head of the Supreme Constitutional Court

subordinate courts: Courts of Appeal; Courts of First Instance; courts of limited jurisdiction; Family Court (established in 2004)

	El Salvador
	highest courts: Supreme Court or Corte Suprema de Justicia (consists of 16 judges and 16 substitutes judges organized into Constitutional, Civil, Penal, and Administrative Conflict Chambers)

judge selection and term of office: judges elected by the Legislative Assembly on the recommendation of both the National Council of the Judicature, an independent body elected by the Legislative Assembly, and the Bar Association; judges elected for 9-year terms, with renewal of one-third of membership every 3 years; consecutive reelection is allowed

subordinate courts: Appellate Courts; Courts of First Instance; Courts of Peace

	Equatorial Guinea
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of the chief justice - who is also chief of state - and 9 judges  organized into civil, criminal, commercial, labor, administrative, and customary sections); Constitutional Court (consists of the court president and 4 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president for 5-year terms; Constitutional Court members appointed by the president, 2 of whom are nominated by the Chamber of Deputies; note - judges subject to dismissal by the president at any time

subordinate courts: Court of Guarantees; military courts; Courts of Appeal; first instance tribunals; district and county tribunals

	Eritrea
	highest courts: High Court (consists of 20 judges and organized into civil, commercial, criminal, labor, administrative, and customary sections)

judge selection and term of office: High Court judges appointed by the president

subordinate courts: regional/zonal courts; community courts; special courts; sharia courts (for issues dealing with Muslim marriage, inheritance, and family); military courts

	Estonia
	highest courts: Supreme Court (consists of 19 justices, including the chief justice, and organized into civil, criminal, administrative, and constitutional review chambers)

judge selection and term of office: the chief justice is proposed by the president of the republic and appointed by the Riigikogu; other justices proposed by the chief justice and appointed by the Riigikogu; justices appointed for life

subordinate courts: circuit (appellate) courts; administrative, county, city, and specialized courts

	Eswatini
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and at least 4 justices) and the High Court (consists of the chief justice - ex officio - and 4 justices); note - the Supreme Court has jurisdiction in all constitutional matters

judge selection and term of office: justices of the Supreme Court and High Court appointed by the monarch on the advice of the Judicial Service Commission (JSC), a judicial advisory body consisting of the Supreme Court Chief Justice, 4 members appointed by the monarch, and the chairman of the Civil Service Commission; justices of both courts eligible for retirement at age 65 with mandatory retirement at age 75

subordinate courts: magistrates' courts; National Swazi Courts for administering customary/traditional laws (jurisdiction restricted to customary law for Swazi citizens)

	Ethiopia
	highest courts: Federal Supreme Court (consists of 11 judges); note - the House of Federation has jurisdiction for all constitutional issues

judge selection and term of office: president and vice president of Federal Supreme Court recommended by the prime minister and appointed by the House of People's Representatives; other Supreme Court judges nominated by the Federal Judicial Administrative Council (a 10-member body chaired by the president of the Federal Supreme Court) and appointed by the House of People's Representatives; judges serve until retirement at age 60

subordinate courts: federal high courts and federal courts of first instance; state court systems (mirror structure of federal system); sharia courts and customary and traditional courts

	European Union
	highest courts: Court of Justice of the European Union, which includes the Court of Justice (informally known as the European Court of Justice or ECJ) and the General Court (consists of 27 judges, one drawn from each member state; the ECJ includes 11 Advocates General while the General Court can include additional judges; both the ECJ and the General Court may sit in a "Grand Chamber" of 15 judges in special cases but usually in chambers of 3 to 5 judges

judge selection and term of office: judges appointed by the common consent of the member states to serve 6-year renewable terms

note: the ECJ is the supreme judicial authority of the EU; it ensures that EU law is interpreted and applied uniformly throughout the EU, resolves disputed issues among the EU institutions and with member states, and reviews issues and opinions regarding questions of EU law referred by member state courts

	Falkland Islands (Islas Malvinas)
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president, the chief justice as an ex officio, non-resident member, and 2 justices of appeal); Supreme Court (consists of the chief justice); note - appeals beyond the Court of Appeal are referred to the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: all justices appointed by the governor; tenure specified in each justice's instrument of appointment

subordinate courts: Magistrate's Court (senior magistrate presides over civil and criminal divisions); Court of Summary Jurisdiction

	Faroe Islands
	highest courts: Faroese Court or Raett (Rett - Danish) decides both civil and criminal cases; the Court is part of the Danish legal system

subordinate courts: Court of the First Instance or Tribunal de Premiere Instance; Court of Administrative Law or Tribunal Administratif; Mixed Commercial Court; Land Court

	Fiji
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice, all justices of the Court of Appeal, and judges appointed specifically as Supreme Court judges); Court of Appeal (consists of the court president, all puisne judges of the High Court, and judges specifically appointed to the Court of Appeal); High Court (chaired by the chief justice and includes a minimum of 10 puisne judges; High Court organized into civil, criminal, family, employment, and tax divisions)

judge selection and term of office: chief justice appointed by the president of Fiji on the advice of the prime minister following consultation with the parliamentary leader of the opposition; judges of the Supreme Court, the president of the Court of Appeal, the justices of the Court of Appeal, and puisne judges of the High Court appointed by the president of Fiji upon the nomination of the Judicial Service Commission after consulting with the cabinet minister and the committee of the House of Representatives responsible for the administration of justice; the chief justice, Supreme Court judges and justices of Appeal generally required to retire at age 70, but this requirement may be waived for one or more sessions of the court; puisne judges appointed for not less than 4 years nor more than 7 years, with mandatory retirement at age 65

subordinate courts: Magistrates' Court (organized into civil, criminal, juvenile, and small claims divisions)

	Finland
	highest courts: Supreme Court or Korkein Oikeus (consists of the court president and 18 judges); Supreme Administrative Court (consists of 21 judges, including the court president and organized into 3 chambers); note - Finland has a dual judicial system - courts with civil and criminal jurisdiction and administrative courts with jurisdiction for litigation between individuals and administrative organs of the state and communities

judge selection and term of office: Supreme Court and Supreme Administrative Court judges appointed by the president of the republic; judges serve until mandatory retirement at age 68

subordinate courts: 6 Courts of Appeal; 8 regional administrative courts; 27 district courts; special courts for issues relating to markets, labor, insurance, impeachment, land, tenancy, and water rights

	France
	highest courts: Court of Cassation or Cour de Cassation (consists of the court president, 6 divisional presiding judges, 120 trial judges, and 70 deputy judges organized into 6 divisions - 3 civil, 1 commercial, 1 labor, and 1 criminal); Constitutional Council (consists of 9 members)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges appointed by the president of the republic from nominations from the High Council of the Judiciary, presided over by the Court of Cassation and 15 appointed members; judges appointed for life; Constitutional Council members - 3 appointed by the president of the republic and 3 each by the National Assembly and Senate presidents; members serve 9-year, non-renewable terms with one-third of the membership renewed every 3 years

subordinate courts: appellate courts or Cour d'Appel; regional courts or Tribunal de Grande Instance; first instance courts or Tribunal d'instance; administrative courts

note: in April 2018, the French Government announced its intention to reform the country's judicial system

	French Polynesia
	highest courts: Court of Appeal or Cour d'Appel (composition NA); note - appeals beyond the French Polynesia Court of Appeal are heard by the Court of Cassation (in Paris)

judge selection and term of office: judges assigned from France normally for 3 years

subordinate courts: Court of the First Instance or Tribunal de Premiere Instance; Court of Administrative Law or Tribunal Administratif

	Gabon
	highest courts: Supreme Court (consists of 4 permanent specialized supreme courts - Supreme Court or Cour de Cassation, Administrative Supreme Court or Conseil d'Etat, Accounting Supreme Court or Cour des Comptes, Constitutional Court or Cour Constitutionnelle, and the non-permanent Court of State Security, initiated only for cases of high treason by the president and criminal activity by executive branch officials)

judge selection and term of office: appointment and tenure of Supreme, Administrative, Accounting, and State Security courts NA; Constitutional Court judges appointed - 3 by the national president, 3 by the president of the Senate, and 3 by the president of the National Assembly; judges serve single renewable 7-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; county courts; military courts

	Gambia, The
	highest courts: Supreme Court of The Gambia (consists of the chief justice and 6 justices; court sessions held with 5 justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the president after consultation with the Judicial Service Commission, a 6-member independent body of high-level judicial officials, a presidential appointee, and a National Assembly appointee; justices appointed for life or until mandatory retirement at age 75

subordinate courts: Court of Appeal; High Court; Special Criminal Court; Khadis or Muslim courts; district tribunals; magistrates courts; cadi courts

	Georgia
	highest courts: Supreme Court (consists of 28 judges organized into several specialized judicial chambers; number of judges determined by the president of Georgia); Constitutional Court (consists of 9 judges); note - the Abkhazian and Ajarian Autonomous republics each have a supreme court and a hierarchy of lower courts

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the High Council of Justice (a 14-member body consisting of the Supreme Court chairperson, common court judges, and appointees of the president of Georgia) and appointed by Parliament; judges appointed for life; Constitutional Court judges appointed 3 each by the president, by Parliament, and by the Supreme Court judges; judges appointed for 10-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; regional (town) and district courts

	Germany
	highest courts: Federal Court of Justice (court consists of 127 judges, including the court president, vice presidents, presiding judges, other judges and organized into 25 Senates subdivided into 12 civil panels, 5 criminal panels, and 8 special panels); Federal Constitutional Court or Bundesverfassungsgericht (consists of 2 Senates each subdivided into 3 chambers, each with a chairman and 8 members)

judge selection and term of office: Federal Court of Justice judges selected by the Judges Election Committee, which consists of the Secretaries of Justice from each of the 16 federated states and 16 members appointed by the Federal Parliament; judges appointed by the president; judges serve until mandatory retirement at age 65; Federal Constitutional Court judges - one-half elected by the House of Representatives and one-half by the Senate; judges appointed for 12-year terms with mandatory retirement at age 68

subordinate courts: Federal Administrative Court; Federal Finance Court; Federal Labor Court; Federal Social Court; each of the 16 federated states or Land has its own constitutional court and a hierarchy of ordinary (civil, criminal, family) and specialized (administrative, finance, labor, social) courts

	Ghana
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 13 justices)

judge selection and term of office: chief justice appointed by the president in consultation with the Council of State (a small advisory body of prominent citizens) and with the approval of Parliament; other justices appointed by the president upon the advice of the Judicial Council (an 18-member independent body of judicial, military and police officials, and presidential nominees) and on the advice of the Council of State; justices can retire at age 60, with compulsory retirement at age 70

subordinate courts: Court of Appeal; High Court; Circuit Court; District Court; regional tribunals

	Gibraltar
	highest courts: Court of Appeal (consists of at least 3 judges, including the court president); Supreme Court of Gibraltar (consists of the chief justice and 3 judges); note - appeals beyond the Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Court of Appeal and Supreme Court judges appointed by the governor upon the advice of the Judicial Service Commission, a 7-member body of judges and appointees of the governor; tenure of the Court of Appeal president based on terms of appointment; Supreme Court chief justice and judges normally appointed until retirement at age 67 but tenure can be extended 3 years

subordinate courts: Court of First Instance; Magistrates' Court; specialized tribunals for issues relating to social security, taxes, and employment

	Greece
	highest courts: Supreme Civil and Criminal Court or Areios Pagos (consists of 56 judges, including the court presidents); Council of State (supreme administrative court) (consists of the president, 7 vice presidents, 42 privy councilors, 48 associate councilors and 50 reporting judges, organized into six 5- and 7-member chambers; Court of Audit (government audit and enforcement) consists of the president, 5 vice presidents, 20 councilors, and 90 associate and reporting judges

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by presidential decree on the advice of the Supreme Judicial Council (SJC), which includes the president of the Supreme Court, other judges, and the prosecutor of the Supreme Court; judges appointed for life following a 2-year probationary period; Council of State president appointed by the Greek Cabinet to serve a 4-year term; other judge appointments and tenure NA; Court of Audit president appointed by decree of the president of the republic on the advice of the SJC; court president serves a 4-year term or until age 67; tenure of vice presidents, councilors, and judges NA

subordinate courts: Courts of Appeal and Courts of First Instance (district courts)

	Greenland
	highest courts: High Court of Greenland (consists of the presiding professional judge and 2 lay assessors); note - appeals beyond the High Court of Greenland can be heard by the Supreme Court (in Copenhagen)

judge selection and term of office: judges appointed by the monarch upon the recommendation of the Judicial Appointments Council, a 6-member independent body of judges and lawyers; judges appointed for life with retirement at age 70

subordinate courts: Court of Greenland; 18 district or magistrates' courts

	Grenada
	highest courts: regionally, the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 2 in Grenada; appeals beyond the ECSC in civil and criminal matters are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, and independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: magistrates' courts; Court of Magisterial Appeals

	Guam
	highest courts: Supreme Court of Guam (consists of 3 justices); note - appeals beyond the Supreme Court of Guam are referred to the US Supreme Court

judge selection and term of office: justices appointed by the governor and confirmed by the Guam legislature; justices appointed for life subject to retention election every 10 years

subordinate courts: Superior Court of Guam - includes several divisions; US Federal District Court for the District of Guam (a US territorial court; appeals beyond this court are heard before the US Court of Appeals for the Ninth Circuit)

	Guatemala
	highest courts: Supreme Court of Justice or Corte Suprema de Justicia (consists of 13 magistrates, including the court president and organized into 3 chambers); note - the court president also supervises trial judges countrywide; Constitutional Court or Corte de Constitucionalidad (consists of 5 titular magistrates and 5 substitute magistrates)

judge selection and term of office: Supreme Court magistrates elected by the Congress of the Republic from candidates proposed by the Postulation Committee, an independent body of deans of the country's university law schools, representatives of the country's law associations, and representatives of the Courts of Appeal; magistrates elected for concurrent, renewable 5-year terms; Constitutional Court judges - 1 elected by the Congress of the Republic, 1 by the Supreme Court, 1 by the president of the republic, 1 by the (public) University of San Carlos, and 1 by the Assembly of the College of Attorneys and Notaries; judges elected for renewable, consecutive 5-year terms; the presidency of the court rotates among the magistrates for a single 1-year term

subordinate courts: numerous first instance and appellate courts

	Guernsey
	highest courts: Guernsey Court of Appeal (consists of the Bailiff of Guernsey, who is the ex-officio president of the Guernsey Court of Appeal, and at least 12 judges); Royal Court (organized into 3 divisions - Full Court sits with 1 judge and 7 to 12 jurats acting as judges of fact, Ordinary Court sits with 1 judge and normally 3 jurats, and Matrimonial Causes Division sits with 1 judge and 4 jurats); note - appeals beyond Guernsey courts are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Royal Court Bailiff, Deputy Bailiff, and Court of Appeal justices appointed by the British Crown and hold office at Her Majesty's pleasure; jurats elected by the States of Election, a body chaired by the Bailiff and a number of jurats

subordinate courts: Court of Alderney; Court of the Seneschal of Sark; Magistrates' Court (includes Juvenile Court); Contracts Court; Ecclesiastical Court; Court of Chief Pleas

	Guinea
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (organized into Administrative Chamber and Civil, Penal, and Social Chamber; court consists of the first president, 2 chamber presidents, 10 councilors, the solicitor general, and NA deputies); Constitutional Court (consists of 9 members)

judge selection and term of office: Supreme Court first president appointed by the national president after consultation with the National Assembly; other members appointed by presidential decree; members serve until age 65; Constitutional Court member appointments - 2 by the National Assembly and the president of the republic, 3 experienced judges designated by their peers, 1 experienced lawyer, 1 university professor with expertise in public law designated by peers, and 2 experienced representatives of the Independent National Institution of Human Rights; members serve single 9-year terms

subordinate courts: Court of Appeal or Cour d'Appel; High Court of Justice or Cour d'Assises; Court of Account (Court of Auditors); Courts of First Instance (Tribunal de Premiere Instance); labor court; military tribunal; justices of the peace; specialized courts

	Guinea-Bissau
	highest courts: Supreme Court or Supremo Tribunal de Justica (consists of 9 judges and organized into Civil, Criminal, and Social and Administrative Disputes Chambers); note - the Supreme Court has both appellate and constitutional jurisdiction

judge selection and term of office: judges nominated by the Higher Council of the Magistrate, a major government organ responsible for judge appointments, dismissals, and judiciary discipline; judges appointed by the president for life

subordinate courts: Appeals Court; regional (first instance) courts; military court

	Guyana
	highest courts: Supreme Court of Judicature (consists of the Court of Appeal with a chief justice and 3 justices, and the High Court with a chief justice and 10 justices organized into 3- or 5-judge panels); note - in 2009, Guyana acceded to the Caribbean Court of Justice as the final court of appeal in civil and criminal cases, replacing that of the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Court of Appeal and High Court chief justices appointed by the president; other judges of both courts appointed by the Judicial Service Commission, a body appointed by the president; judges appointed for life with retirement at age 65

subordinate courts: Land Court; magistrates' courts

	Haiti
	highest courts: Supreme Court or Cour de cassation (consists of a chief judge and other judges); note - Haiti is a member of the Caribbean Court of Justice

judge selection and term of office: judges appointed by the president from candidate lists submitted by the Senate of the National Assembly; note - Article 174 of Haiti's constitution states that judges of the Supreme Court are appointed for 10 years, whereas Article 177 states that judges of the Supreme Court are appointed for life

subordinate courts: Courts of Appeal; Courts of First Instance; magistrate's courts;  land, labor, and children's courts

note: the Superior Council of the Judiciary or Conseil Superieur du Pouvoir Judiciaire is a 9-member body charged with the administration and oversight of the judicial branch of government

	Holy See (Vatican City)
	highest courts: Supreme Court or Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura (consists of the cardinal prefect, who serves as ex-officio president of the court, and 2 other cardinals of the Prefect Signatura); note - judicial duties were established by the Motu Proprio, papal directive, of Pope PIUS XII on 1 May 1946; most Vatican City criminal matters are handled by the Republic of Italy courts

judge selection and term of office: cardinal prefect appointed by the pope; the other 2 cardinals of the court appointed by the cardinal prefect on a yearly basis

subordinate courts: Appellate Court of Vatican City; Tribunal of Vatican City

	Honduras
	highest courts: Supreme Court of Justice or Corte Suprema de Justicia (15 principal judges, including the court president, and 7 alternates; court organized into civil, criminal, constitutional, and labor chambers); note - the court has both judicial and constitutional jurisdiction

judge selection and term of office: court president elected by his peers; judges elected by the National Congress from candidates proposed by the Nominating Board, a diverse 7-member group of judicial officials and other government and non-government officials nominated by each of their organizations; judges elected by Congress for renewable, 7-year terms

subordinate courts: courts of appeal; courts of first instance; justices of the peace

	Hong Kong
	highest courts: Court of Final Appeal (consists of the chief justice, 3 permanent judges, and 20 non-permanent judges); note - a sitting bench consists of the chief justice, 3 permanent judges, and 1 non-permanent judge

judge selection and term of office: all judges appointed by the Hong Kong Chief Executive upon the recommendation of the Judicial Officers Recommendation Commission, an independent body consisting of the Secretary for Justice, other judges, and judicial and legal professionals; permanent judges serve until normal retirement at age 65, but term can be extended; non-permanent judges appointed for renewable 3-year terms without age limit

subordinate courts: High Court (consists of the Court of Appeal and Court of First Instance); District Courts (includes Family and Land Courts); magistrates' courts; specialized tribunals

	Hungary
	highest courts: Curia or Supreme Judicial Court (consists of the president, vice president, department heads, and approximately 91 judges and is organized into civil, criminal, and administrative-labor departments; Constitutional Court (consists of 15 judges, including the court president and vice president)

judge selection and term of office: Curia president elected by the National Assembly on the recommendation of the president of the republic; other Curia judges appointed by the president upon the recommendation of the National Judicial Council, a separate 15-member administrative body; judge tenure based on interim evaluations until normal retirement at age 62; Constitutional Court judges, including the president of the court, elected by the National Assembly; court vice president elected by the court itself; members serve 12-year terms with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: 5 regional courts of appeal; 19 regional or county courts (including Budapest Metropolitan Court); 20 administrative-labor courts; 111 district or local courts

	Iceland
	highest courts: Supreme Court or Haestirettur (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: judges proposed by Ministry of Interior selection committee and appointed by the president; judges appointed for an indefinite period

subordinate courts: Appellate Court or Landsrettur; 8 district courts; Labor Court

	India
	highest courts: Supreme Court (consists of 28 judges, including the chief justice)

judge selection and term of office: justices appointed by the president to serve until age 65

subordinate courts: High Courts; District Courts; Labour Court

note: in mid-2011, India’s Cabinet approved the "National Mission for Justice Delivery and Legal Reform" to eliminate judicial corruption and reduce the backlog of cases

	Indonesia
	highest courts: Supreme Court or Mahkamah Agung (51 judges divided into 8 chambers); Constitutional Court or Mahkamah Konstitusi (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by Judicial Commission, appointed by president with concurrence of parliament; judges serve until retirement at age 65; Constitutional Court judges - 3 nominated by president, 3 by Supreme Court, and 3 by parliament; judges appointed by the president; judges serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: High Courts of Appeal, district courts, religious courts

	Iran
	highest courts: Supreme Court (consists of the president and NA judges)

judge selection and term of office: Supreme Court president appointed by the head of the High Judicial Council (HJC), a 5-member body to include the Supreme Court chief justice, the prosecutor general, and 3 clergy, in consultation with judges of the Supreme Court; president appointed for a single, renewable 5-year term; other judges appointed by the HJC; judge tenure NA

subordinate courts: Penal Courts I and II; Islamic Revolutionary Courts; Courts of Peace; Special Clerical Court (functions outside the judicial system and handles cases involving clerics); military courts

	Iraq
	highest courts: Federal Supreme Court or FSC (consists of 9 judges); note - court jurisdiction limited to constitutional issues and disputes between regions or governorates and the central government; Court of Cassation (consists of a court president, 5 vice presidents, and at least 24 judges)

judge selection and term of office: Federal Supreme Court and Court of Cassation judges selected by the president of the republic from nominees selected by the Higher Judicial Council (HJC), a 25-member committee of judicial officials that manages the judiciary and prosecutors; FSC members appointed for life; Court of Cassation judges appointed by the HJC and confirmed by the Council of Representatives to serve until retirement nominally at age 63

subordinate courts: Courts of Appeal (governorate level); civil courts, including first instance, personal status, labor, and customs; criminal courts including felony, misdemeanor, investigative, major crimes, juvenile, and traffic courts

	Ireland
	highest courts: Supreme Court of Ireland (consists of the chief justice, 9 judges, 2 ex-officio members - the presidents of the High Court and Court of Appeal - and organized in 3-, 5-, or 7-judge panels, depending on the importance or complexity of an issue of law)

judge selection and term of office: judges nominated by the prime minister and Cabinet and appointed by the president; chief justice serves in the position for 7 years; judges can serve until age 70

subordinate courts: High Court, Court of Appeal; circuit and district courts; criminal courts

	Isle of Man
	highest courts: Isle of Man High Court of Justice (consists of 3 permanent judges or "deemsters" and 1 judge of appeal; organized into the Staff of Government Division or Court of Appeal and the Civil Division); the Court of General Gaol Delivery is not formally part of the High Court but is administered as though part of the High Court and deals with serious criminal cases; note - appeals beyond the Court of Appeal are referred to the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: deemsters appointed by the Lord Chancellor of England on the nomination of the lieutenant governor; deemsters can serve until age 70

subordinate courts: High Court; Court of Summary Gaol Delivery; Summary Courts; Magistrate's Court; specialized courts

	Israel
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 14 judges)

judge selection and term of office: judges selected by the Judicial Selection Committee, consisting of 3 Supreme Court judges, 2 Cabinet members including the Minister of Justice as chairman, 2 Knesset members, and 2 representatives from the Israel Bar Association; judges can serve up to mandatory retirement at age 70

subordinate courts: Court for Administrative Matters; district and magistrate courts; national and regional labor courts; special and religious courts

	Italy
	highest courts: Supreme Court of Cassation or Corte Suprema di Cassazione (consists of the first president (chief justice), deputy president, 54 justices presiding over 6 civil and 7 criminal divisions, and 288 judges; an additional 30 judges of lower courts serve as supporting judges; cases normally heard by 5-judge panels; more complex cases heard by 9-judge panels); Constitutional Court or Corte Costituzionale (consists of the court president and 14 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the High Council of the Judiciary, headed by the president of the republic; judges may serve for life; Constitutional Court judges - 5 appointed by the president, 5 elected by Parliament, 5 elected by select higher courts; judges serve up to 9 years

subordinate courts: various lower civil and criminal courts (primary and secondary tribunals and courts of appeal)

	Jamaica
	highest courts: Court of Appeal (consists of president of the court and a minimum of 4 judges); Supreme Court (40 judges organized in specialized divisions); note - appeals beyond Jamaica's highest courts are referred to the Judicial Committee of the Privy Council (in London) rather than to the Caribbean Court of Justice (the appellate court for member states of the Caribbean Community)

judge selection and term of office: chief justice of the Supreme Court and president of the Court of Appeal appointed by the governor-general on the advice of the prime minister; other judges of both courts appointed by the governor-general on the advice of the Judicial Service Commission; judges of both courts serve till age 70

subordinate courts: resident magistrate courts, district courts, and petty sessions courts

	Japan
	highest courts: Supreme Court or Saiko saibansho (consists of the chief justice and 14 associate justices); note - the Supreme Court has jurisdiction in constitutional issues

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice designated by the Cabinet and appointed by the monarch; associate justices appointed by the Cabinet and confirmed by the monarch; all justices are reviewed in a popular referendum at the first general election of the House of Representatives following each judge's appointment and every 10 years afterward

subordinate courts: 8 High Courts (Koto-saiban-sho), each with a Family Court (Katei-saiban-sho); 50 District Courts (Chiho saibansho), with 203 additional branches; 438 Summary Courts (Kani saibansho)

	Jersey
	highest courts: Jersey Court of Appeal (consists of the bailiff, deputy bailiff, and 12 judges); Royal Court (consists of the bailiff, deputy bailiff, 6 commissioners and lay people referred to as jurats, and is organized into Heritage, Family, Probate, and Samedi Divisions); appeals beyond the Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Jersey Court of Appeal bailiffs and judges appointed by the Crown upon the advice of the Secretary of State for Justice; bailiffs and judges appointed for "extent of good behavior;" Royal Court bailiffs appointed by the Crown upon the advice of the Secretary of State for Justice; commissioners appointed by the bailiff; jurats appointed by the Electoral College; bailiffs and commissioners appointed for "extent of good behavior;" jurats appointed until retirement at age 72

subordinate courts: Magistrate's Court; Youth Court; Petty Debts Court; Parish Hall Enquires (a process of preliminary investigation into youth and minor adult offenses to determine need for presentation before a court)

	Jordan
	highest courts: Court of Cassation or Supreme Court (consists of 15 members, including the chief justice); Constitutional Court (consists of 9 members)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the king; other judges nominated by the Judicial Council, an 11-member judicial policymaking body consisting of high-level judicial officials and judges, and approved by the king; judge tenure generally not limited; Constitutional Court members appointed by the king for 6-year non-renewable terms with one-third of the membership renewed every 2 years

subordinate courts: Courts of Appeal; Great Felonies Court; religious courts; military courts; juvenile courts; Land Settlement Courts; Income Tax Court; Higher Administrative Court; Customs Court; special courts including the State Security Court

	Kazakhstan
	highest courts: Supreme Court of the Republic (consists of 44 members); Constitutional Council (consists of the chairman and 6 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges proposed by the president of the republic on recommendation of the Supreme Judicial Council and confirmed by the Senate; judges normally serve until age 65 but can be extended to age 70; Constitutional Council - the president of the republic, the Senate chairperson, and the Mazhilis chairperson each appoints 2 members for a 6-year term; chairman of the Constitutional Council appointed by the president for a 6-year term

subordinate courts: regional and local courts

	Kenya
	highest courts: Supreme Court (consists of chief and deputy chief justices and 5 judges)

judge selection and term of office: chief and deputy chief justices nominated by Judicial Service Commission (JSC) and appointed by the president with approval of the National Assembly; other judges nominated by the JSC and appointed by president; chief justice serves a nonrenewable 10-year term or until age 70, whichever comes first; other judges serve until age 70

subordinate courts: High Court; Court of Appeal; military courts; magistrates' courts; religious courts

	Kiribati
	highest courts: High Court (consists of a chief justice and other judges as prescribed by the president); note - the High Court has jurisdiction on constitutional issues

judge selection and term of office: chief justice appointed by the president on the advice of the cabinet in consultation with the Public Service Commission (PSC); other judges appointed by the president on the advice of the chief justice along with the PSC

subordinate courts: Court of Appeal; magistrates' courts

	Korea, North
	highest courts: Supreme Court or Central Court (consists of one judge and 2 "People's Assessors" or, for some cases, 3 judges)

judge selection and term of office: judges elected by the Supreme People's Assembly for 5-year terms

subordinate courts: lower provincial courts as determined by the Supreme People's Assembly

	Korea, South
	highest courts: Supreme Court of South Korea (consists of a chief justice and 13 justices); Constitutional Court (consists of a court head and 8 justices)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the president with the consent of the National Assembly; other justices appointed by the president upon the recommendation of the chief justice and consent of the National Assembly; position of the chief justice is a 6-year nonrenewable term; other justices serve 6-year renewable terms; Constitutional Court justices appointed - 3 by the president, 3 by the National Assembly, and 3 by the Supreme Court chief justice; court head serves until retirement at age 70, while other justices serve 6-year renewable terms with mandatory retirement at age 65

subordinate courts: High Courts; District Courts; Branch Courts (organized under the District Courts); specialized courts for family and administrative issues

	Kosovo
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president and 18 judges and organized into Appeals Panel of the Kosovo Property Agency and Special Chamber); Constitutional Court (consists of the court president, vice president, and 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the Kosovo Judicial Council, a 13-member independent body staffed by judges and lay members, and also responsible for overall administration of Kosovo's judicial system; judges appointed by the president of the Republic of Kosovo; judges appointed until mandatory retirement age; Constitutional Court judges nominated by the Kosovo Assembly and appointed by the president of the republic to serve single, 9-year terms

subordinate courts: Court of Appeals (organized into 4 departments: General, Serious Crime, Commercial Matters, and Administrative Matters); Basic Court (located in 7 municipalities, each with several branches)

note: in August 2015, the Kosovo Assembly approved a constitutional amendment that establishes the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, also referred to as the Kosovo Specialist Chambers or "Special Court"; the court, located at the Hague in the Netherlands, began operating in late 2016 and has jurisdiction to try crimes against humanity, war crimes, and other crimes under Kosovo law that occurred in the 1998-2000 period

	Kuwait
	highest courts: Constitutional Court (consists of 5 judges); Supreme Court or Court of Cassation (organized into several circuits, each with 5 judges)

judge selection and term of office: all Kuwaiti judges appointed by the Amir upon recommendation of the Supreme Judicial Council, a consultative body comprised of Kuwaiti judges and Ministry of Justice officials

subordinate courts: High Court of Appeal; Court of First Instance; Summary Court

	Kyrgyzstan
	highest courts: Supreme Court (consists of 25 judges); Constitutional Chamber of the Supreme Court (consists of the chairperson, deputy chairperson, and 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court and Constitutional Court judges appointed by the Supreme Council on the recommendation of the president; Supreme Court judges serve for 10 years, Constitutional Court judges serve for 15 years; mandatory retirement at age 70 for judges of both courts

subordinate courts: Higher Court of Arbitration; oblast (provincial) and city courts

	Laos
	highest courts: People's Supreme Court (consists of the court president and organized into criminal, civil, administrative, commercial, family, and juvenile chambers, each with a vice president and several judges)

judge selection and term of office: president of People's Supreme Court appointed by the National Assembly upon the recommendation of the president of the republic for a 5-year term; vice presidents of the People's Supreme Court appointed by the president of the republic upon the recommendation of the National Assembly; appointment of chamber judges NA; tenure of court vice presidents and chamber judges NA

subordinate courts: appellate courts; provincial, municipal, district, and military courts

	Latvia
	highest courts: Supreme Court (consists of the Senate with 36 judges); Constitutional Court (consists of 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by chief justice and confirmed by the Saeima; judges serve until age 70, but term can be extended 2 years; Constitutional Court judges - 3 nominated by Saeima members, 2 by Cabinet ministers, and 2 by plenum of Supreme Court; all judges confirmed by Saeima majority vote; Constitutional Court president and vice president serve in their positions for 3 years; all judges serve 10-year terms; mandatory retirement at age 70

subordinate courts: district (city) and regional courts

	Lebanon
	highest courts: Court of Cassation or Supreme Court (organized into 8 chambers, each with a presiding judge and 2 associate judges); Constitutional Council (consists of 10 members)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges appointed by Supreme Judicial Council, a 10-member body headed by the chief justice, and includes other judicial officials; judge tenure NA; Constitutional Council members appointed - 5 by the Council of Ministers and 5 by parliament; members serve 5-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; Courts of First Instance; specialized tribunals, religious courts; military courts

	Lesotho
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president, such number of justices of appeal as set by Parliament, and the Chief Justice and the puisne judges of the High Court ex officio); High Court (consists of the chief justice and such number of puisne judges as set by Parliament); note - both the Court of Appeal and the High Court have jurisdiction in constitutional issues

judge selection and term of office: Court of Appeal president and High Court chief justice appointed by the monarch on the advice of the prime minister; puisne judges appointed by the monarch on advice of the Judicial Service Commission, an independent body of judicial officers and officials designated by the monarch; judges of both courts can serve until age 75

subordinate courts: Magistrate Courts; customary or traditional courts; military courts

	Liberia
	highest courts: Supreme Court (consists of a chief justice and 4 associate justices); note - the Supreme Court has jurisdiction for all constitutional cases

judge selection and term of office: chief justice and associate justices appointed by the president of Liberia with consent of the Senate; judges can serve until age 70

subordinate courts: judicial circuit courts; special courts, including criminal, civil, labor, traffic; magistrate and traditional or customary courts

	Libya
	highest courts: NA; note - government is in transition

	Liechtenstein
	highest courts: Supreme Court or Oberster Gerichtshof (consists of 5 judges); Constitutional Court or Verfassungsgericht (consists of 5 judges and 5 alternates)

judge selection and term of office: judges of both courts elected by the Landtag and appointed by the monarch; Supreme Court judges serve 4-year renewable terms; Constitutional Court judges appointed for renewable 5-year terms

subordinate courts: Court of Appeal or Obergericht (second instance), Court of Justice (first instance), Administrative Court, county courts

	Lithuania
	highest courts: Supreme Court (consists of 37 judges); Constitutional Court (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the president and appointed by the Seimas; judges serve 5-year renewable terms; Constitutional Court judges appointed by the Seimas from nominations - 3 each by the president of the republic, the Seimas chairperson, and the Supreme Court president; judges serve 9-year, nonrenewable terms; one-third of membership reconstituted every 3 years

subordinate courts: Court of Appeals; district and local courts

	Luxembourg
	highest courts: Supreme Court of Justice includes Court of Appeal and Court of Cassation (consists of 27 judges on 9 benches); Constitutional Court (consists of 9 members)

judge selection and term of office: judges of both courts appointed by the monarch for life

subordinate courts: Court of Accounts; district and local tribunals and courts

	Macau
	highest courts: Court of Final Appeal of Macau Special Administrative Region (consists of the court president and 2 associate justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the Macau chief executive upon the recommendation of an independent commission of judges, lawyers, and "eminent" persons; judge tenure NA

subordinate courts: Court of Second Instance; Court of First instance; Lower Court; Administrative Court

	Madagascar
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of 11 members; addresses judicial administration issues only); High Constitutional Court or Haute Cour Constitutionnelle (consists of 9 members); note - the judiciary includes a High Court of Justice responsible for adjudicating crimes and misdemeanors by government officials, including the president

judge selection and term of office: Supreme Court heads elected by the president and judiciary officials to serve 3-year, single renewable terms; High Constitutional Court members appointed - 3 each by the president, by both legislative bodies, and by the Council of Magistrates; members serve single, 7-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; Courts of First Instance

	Malawi
	highest courts: Supreme Court of Appeal (consists of the chief justice and at least 3 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the president and confirmed by the National Assembly; other judges appointed by the president upon the recommendation of the Judicial Service Commission, which regulates judicial officers; judges serve until age 65

subordinate courts: High Court; magistrate courts; Industrial Relations Court; district and city traditional or local courts

	Malaysia
	highest courts: Federal Court (consists of the chief justice, president of the Court of Appeal, chief justice of the High Court of Malaya, chief judge of the High Court of Sabah and Sarawak, 8 judges, and 1 "additional" judge); note - Malaysia has a dual judicial hierarchy of civil and religious (sharia) courts

judge selection and term of office: Federal Court justices appointed by the monarch on advice of the prime minister; judges serve until mandatory retirement at age 66 with the possibility of a single 6-month extension

subordinate courts: Court of Appeal; High Court; Sessions Court; Magistrates' Court

	Maldives
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 4-6 justices; note - 3 justices as of late 2019)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president in consultation with the Judicial Service Commission - a 10-member body of selected high government officials and the public - and upon confirmation by voting members of the People's Majlis; judges serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: High Court; Criminal, Civil, Family, Juvenile, and Drug Courts; Magistrate Courts (on each of the inhabited islands)

	Mali
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of 19 members organized into 3 civil chambers and a criminal chamber); Constitutional Court (consists of 9 members)

judge selection and term of office: Supreme Court members appointed by the Ministry of Justice to serve 5-year terms; Constitutional Court members selected - 3 each by the president, the National Assembly, and the Supreme Council of the Magistracy; members serve single renewable 7-year terms

subordinate courts: Court of Appeal; High Court of Justice (jurisdiction limited to cases of high treason or criminal offenses by the president or ministers while in office); magistrate courts; first instance courts; labor dispute courts; special court of state security

	Malta
	highest courts: Court of Appeal (consists of either 1 or 3 judges); Constitutional Court (consists of 3 judges); Court of Criminal Appeal (consists of either 1 or 3 judges)

judge selection and term of office: Court of Appeal and Constitutional Court judges appointed by the president, usually upon the advice of the prime minister; judges of both courts serve until age 65

subordinate courts: Civil Court (divided into the General Jurisdiction Section, Family Section, and Voluntary Section); Criminal Court; Court of Magistrates; Gozo Courts (for the islands of Gozo and Comino)

	Marshall Islands
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 2 associate justices)

judge selection and term of office: judges appointed by the Cabinet upon the recommendation of the Judicial Service Commission (consists of the chief justice of the High Court, the attorney general and a private citizen selected by the Cabinet) and upon approval of the Nitijela; the current chief justice, appointed in 2013, serves for 10 years; Marshallese citizens appointed as justices serve until retirement at age 72

subordinate courts: High Court; District Courts; Traditional Rights Court; Community Courts

	Mauritania
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (subdivided into 7 chambers: 2 civil, 2 labor, 1 commercial, 1 administrative, and 1 criminal, each with a chamber president and 2 councilors ); Constitutional Council (consists of 6 members)

judge selection and term of office: Supreme Court president appointed by the president of the republic to serve a 5-year renewable term; Constitutional Council members appointed - 3 by the president of the republic, 2 by the president of the National Assembly, and 1 by the president of the Senate; members serve single, 9-year terms with one-third of membership renewed every 3 years

subordinate courts: Courts of Appeal; courts of first instance or wilya courts are established in the regions' headquarters and include commercial and labor courts, criminal courts, Moughataa (district) Courts, and informal/customary courts

	Mauritius
	highest courts: Supreme Court of Mauritius (consists of the chief justice, a senior puisne judge, and 18 puisne judges); note - the Judicial Committee of the Privy Council (in London) serves as the final court of appeal

judge selection and term of office: chief justice appointed by the president after consultation with the prime minister; senior puisne judge appointed by the president with the advice of the chief justice; other puisne judges appointed by the president with the advice of the Judicial and Legal Commission, a 4-member body of judicial officials including the chief justice; all judges serve until retirement at age 67

subordinate courts: lower regional courts known as District Courts, Court of Civil Appeal; Court of Criminal Appeal; Public Bodies Appeal Tribunal

	Mexico
	highest courts: Supreme Court of Justice or Suprema Corte de Justicia de la Nacion (consists of the chief justice and 11 justices and organized into civil, criminal, administrative, and labor panels) and the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (organized into the superior court, with 7 judges including the court president, and 5 regional courts, each with 3 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court justices nominated by the president of the republic and approved by two-thirds vote of the members present in the Senate; justices serve 15-year terms; Electoral Tribunal superior and regional court judges nominated by the Supreme Court and elected by two-thirds vote of members present in the Senate; superior court president elected from among its members to hold office for a 4-year term; other judges of the superior and regional courts serve staggered, 9-year terms

subordinate courts: federal level includes circuit, collegiate, and unitary courts; state and district level courts

Note: in mid-February 2020, the Mexican president endorsed a bill on judicial reform, which proposes changes to 7 articles of the constitution and the issuance of a new Organic Law on the Judicial Branch of the Federation

	Micronesia, Federated States of
	highest courts: Federated States of Micronesia (FSM) Supreme Court (consists of the chief justice and not more than 5 associate justices and organized into appellate and criminal divisions)

judge selection and term of office: justices appointed by the FSM president with the approval of two-thirds of Congress; justices appointed for life

subordinate courts: the highest state-level courts are: Chuuk Supreme Court; Korsae State Court; Pohnpei State Court; Yap State Court

	Moldova
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of the chief judge, 3 deputy-chief judges, 45 judges, and 7 assistant judges); Constitutional Court (consists of the court president and 6 judges); note - the Constitutional Court is autonomous to the other branches of government; the Court interprets the Constitution and reviews the constitutionality of parliamentary laws and decisions, decrees of the president, and acts of the government

judge selection and term of office: Supreme Court of Justice judges appointed by the president upon the recommendation of the Superior Council of Magistracy, an 11-member body of judicial officials; all judges serve 4-year renewable terms; Constitutional Court judges appointed 2 each by Parliament, the president, and the Higher Council of Magistracy for 6-year terms; court president elected by other court judges for a 3-year term

subordinate courts: Courts of Appeal; Court of Business Audit; municipal courts

	Monaco
	highest courts: Supreme Court (consists of 5 permanent members and 2 substitutes)

judge selection and term of office: Supreme Court members appointed by the monarch upon the proposals of the National Council, State Council, Crown Council, Court of Appeal, and Trial Court

subordinate courts: Court of Appeal; Civil Court of First Instance

	Mongolia
	highest courts: Supreme Court (consists of the Chief Justice and 24 judges organized into civil, criminal, and administrative chambers); Constitutional Court or Tsets (consists of the chairman and 8 members)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice and judges appointed by the president upon recommendation by the General Council of Courts - a 14-member body of judges and judicial officials - to the State Great Hural; appointment is for life; chairman of the Constitutional Court elected from among its members; members appointed from nominations by the State Great Hural - 3 each by the president, the State Great Hural, and the Supreme Court; appointment is 6 years; chairmanship limited to a single renewable 3-year term

subordinate courts: aimag (provincial) and capital city appellate courts; soum, inter-soum, and district courts; Administrative Cases Courts

	Montenegro
	highest courts: Supreme Court or Vrhovni Sud (consists of the court president, deputy president, and 15 judges); Constitutional Court or Ustavni Sud (consists of the court president and 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court president proposed by general session of the Supreme Court and elected by the Judicial Council, a 9-member body consisting of judges, lawyers designated by the Assembly, and the minister of judicial affairs; Supreme Court president elected for a single renewable, 5-year term; other judges elected by the Judicial Council for life; Constitutional Court judges - 2 proposed by the president of Montenegro and 5 by the Assembly, and elected by the Assembly; court president elected from among the court members; court president elected for a 3-year term, other judges serve 9-year terms

subordinate courts: Administrative Courts; Appellate Court; Commercial Courts; High Courts; basic courts

	Montserrat
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 1 assigned to Montserrat; Montserrat is also a member of the Caribbean Court of Justice

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by the Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, and independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: magistrate's court

	Morocco
	highest courts: Supreme Court or Court of Cassation (consists of 5-judge panels organized into civil, family matters, commercial, administrative, social, and criminal sections); Constitutional Court (consists of 12 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the Superior Council of Judicial Power, a 20-member body presided by the monarch, which includes the Supreme Court president, the prosecutor general, representatives of the appeals and first instance courts  (among them 1 woman magistrate), the president of the National Council of the Rights of Man, and 5 "notable persons" appointed by the monarch; judges appointed for life; Constitutional Court members - 6 designated by the monarch and 6 elected by Parliament; court president appointed by the monarch from among the court members; members serve 9-year nonrenewable terms

subordinate courts: courts of appeal; High Court of Justice; administrative and commercial courts; regional and sadad courts (for religious, civil and administrative, and penal adjudication); first instance courts

	Mozambique
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president, vice president, and 5 judges); Constitutional Council (consists of 7 judges); note - the Higher Council of the Judiciary Magistracy is responsible for judiciary management and discipline

judge selection and term of office: Supreme Court president appointed by the president of the republic; vice president appointed by the president in consultation with the Higher Council of the Judiciary (CSMJ) and ratified by the Assembly of the Republic; other judges elected by the Assembly; judges serve 5-year renewable terms; Constitutional Council judges appointed - 1 by the president, 5 by the Assembly, and 1 by the CSMJ; judges serve 5-year nonrenewable terms

subordinate courts: Administrative Court (capital city only); provincial courts or Tribunais Judicias de Provincia; District Courts or Tribunais Judicias de Districto; customs courts; maritime courts; courts marshal; labor courts; community courts

	Namibia
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and at least 3 judges in quorum sessions)

judge selection and term of office: judges appointed by the president of Namibia upon the recommendation of the Judicial Service Commission; judges serve until age 65, but terms can be extended by the president until age 70

subordinate courts: High Court; Electoral Court, Labor Court; regional and district magistrates' courts; community courts

	Nauru
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and several justices); note - in late 2017, the Nauruan Government revoked the 1976 High Court Appeals Act, which had allowed appeals beyond the Nauruan Supreme Court, and in early 2018, the government formed its own appeals court

judge selection and term of office: judges appointed by the president to serve until age 65

subordinate courts: District Court, Family Court

	Nepal
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and up to 20 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the president upon the recommendation of the Constitutional Council, a 5-member, high-level advisory body headed by the prime minister; other judges appointed by the president upon the recommendation of the Judicial Council, a 5-member advisory body headed by the chief justice; the chief justice serves a 6-year term; judges serve until age 65

subordinate courts: High Court; district courts

	Netherlands
	highest courts: Supreme Court or Hoge Raad (consists of 41 judges: the president, 6 vice presidents, 31 justices or raadsheren, and 3 justices in exceptional service, referred to as buitengewone dienst); the court is divided into criminal, civil, tax, and ombuds chambers

judge selection and term of office: justices appointed by the monarch from a list provided by the Second Chamber of the States General; justices appointed for life or until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: courts of appeal; district courts, each with up to 5 subdistrict courts; Netherlands Commercial Court

	New Caledonia
	highest courts: Court of Appeal in Noumea or Cour d'Appel; organized into civil, commercial, social, and pre-trial investigation chambers; court bench normally includes the court president and 2 counselors); Administrative Court (number of judges NA); note - final appeals beyond the Court of Appeal are referred to the Court of Cassation or Cour de Cassation (in Paris); final appeals beyond the Administrative Court are referred to the Administrative Court of Appeal (in Paris)

judge selection and term of office: judge appointment and tenure based on France's judicial system

subordinate courts: Courts of First Instance include: civil, juvenile, commercial, labor, police, criminal, assizes, and also a pre-trial investigation chamber; Joint Commerce Tribunal; administrative courts

	New Zealand
	highest courts: Supreme Court (consists of 5 justices, including the chief justice); note - the Supreme Court in 2004 replaced the Judicial Committee of the Privy Council (in London) as the final appeals court

judge selection and term of office: justices appointed by the governor-general upon the recommendation of the attorney- general; justices appointed until compulsory retirement at age 70

subordinate courts: Court of Appeal; High Court; tribunals and authorities; district courts; specialized courts for issues related to employment, environment, family, Maori lands, youth, military; tribunals

	Nicaragua
	highest courts: Supreme Court or Corte Suprema de Justicia (consists of 16 judges organized into administrative, civil, criminal, and constitutional chambers)

judge selection and term of office: Supreme Court judges elected by the National Assembly to serve 5-year staggered terms

subordinate courts: Appeals Court; first instance civil, criminal, and labor courts; military courts are independent of the Supreme Court

	Niger
	highest courts: Constitutional Court (consists of 7 judges); High Court of Justice (consists of 7 members)

judge selection and term of office: Constitutional Court judges nominated/elected - 1 by the president of the Republic, 1 by the president of the National Assembly, 2 by peer judges, 2 by peer lawyers, 1 law professor by peers, and 1 from within Nigerien society; all appointed by the president; judges serve 6-year nonrenewable terms with one-third of membership renewed every 2 years; High Judicial Court members selected from among the legislature and judiciary; members serve 5-year terms

subordinate courts: Court of Cassation; Council of State; Court of Finances; various specialized tribunals and customary courts

	Nigeria
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 15 justices)

judge selection and term of office: judges appointed by the president upon the recommendation of the National Judicial Council, a 23-member independent body of federal and state judicial officials; judge appointments confirmed by the Senate; judges serve until age 70

subordinate courts: Court of Appeal; Federal High Court; High Court of the Federal Capital Territory; Sharia Court of Appeal of the Federal Capital Territory; Customary Court of Appeal of the Federal Capital Territory; state court system similar in structure to federal system

	Niue
	highest courts: Court of Appeal (consists of the chief justice and up to 3 judges); note - the Judicial Committee of the Privy Council (in London) is the final appeal court beyond the Niue Court of Appeal

judge selection and term of office: Niue chief justice appointed by the governor general on the advice of the Cabinet and tendered by the premier; other judges appointed by the governor general on the advice of the Cabinet and tendered by the chief justice and the minister of justice; judges serve until age 68

subordinate courts: High Court

note: Niue is a participant in the Pacific Judicial Development Program, which is designed to build governance and the rule of law in 15 Pacific island countries

	Norfolk Island
	highest courts: Supreme Court of Norfolk Island (consists of the chief justice and several justices); note - appeals beyond the Supreme Court of Norfolk Island are heard by the Federal Court and the High Court of Australia

judge selection and term of office: justices appointed by the governor general of Australia from among justices of the Federal Court of Australia; justices serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: Petty Court of Sessions; specialized courts, including a Coroner's Court and the Employment Tribunal

	North Macedonia
	highest courts: Supreme Court (consists of 22 judges); Constitutional Court (consists of 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the Judicial Council, a 7-member body of legal professionals, and appointed by the Assembly; judge tenure NA; Constitutional Court judges appointed by the Assembly for nonrenewable, 9-year terms

subordinate courts: Courts of Appeal; Basic Courts

	Northern Mariana Islands
	highest courts: Supreme Court of the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) (consists of the chief justice and 2 associate justices); US Federal District Court (consists of 1 judge); note - US Federal District Court jurisdiction limited to US federal laws; appeals beyond the CNMI Supreme Court are referred to the US Supreme Court

judge selection and term of office: CNMI Supreme Court judges appointed by the governor and confirmed by the CNMI Senate; judges appointed for 8-year terms and another term if directly elected in a popular election; US Federal District Court judges appointed by the US president and confirmed by the US Senate; judges appointed for renewable 10-year terms

subordinate courts: Superior Court

	Norway
	highest courts: Supreme Court or Hoyesterett (consists of the chief justice and 18 associate justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the monarch (King in Council) upon the recommendation of the Judicial Appointments Board; justices can serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: Courts of Appeal or Lagmennsrett; regional and district courts; Conciliation Boards; ordinary and special courts; note - in addition to professionally trained judges, elected lay judges sit on the bench with professional judges in the Courts of Appeal and district courts

	Oman
	highest courts: Supreme Court (consists of 5 judges)

judge selection and term of office: judges nominated by the 9-member Supreme Judicial Council (chaired by the monarch) and appointed by the monarch; judges appointed for life

subordinate courts: Courts of Appeal; Administrative Court; Courts of First Instance; sharia courts; magistrates' courts; military courts

	Pakistan
	highest courts: Supreme Court of Pakistan (consists of the chief justice and 16 judges)

judge selection and term of office: justices nominated by an 8-member parliamentary committee upon the recommendation of the Judicial Commission, a 9-member body of judges and other judicial professionals, and appointed by the president; justices can serve until age 65

subordinate courts: High Courts; Federal Shariat Court; provincial and district civil and criminal courts; specialized courts for issues, such as taxation, banking, and customs

	Palau
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 3 associate justices organized into appellate trial divisions; the Supreme Court organization also includes the Common Pleas and Land Courts)

judge selection and term of office: justices nominated by a 7-member independent body consisting of judges, presidential appointees, and lawyers and appointed by the president; judges can serve until mandatory retirement at age 65

subordinate courts: National Court and other 'inferior' courts

	Panama
	highest courts: Supreme Court of Justice or Corte Suprema de Justicia (consists of 9 magistrates and 9 alternates and divided into civil, criminal, administrative, and general business chambers)

judge selection and term of office: magistrates appointed by the president for staggered 10-year terms

subordinate courts: appellate courts or Tribunal Superior; Labor Supreme Courts; Court of Audit; circuit courts or Tribunal Circuital (2 each in 9 of the 10 provinces); municipal courts; electoral, family, maritime, and adolescent courts

	Papua New Guinea
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice, deputy chief justice, 35 justices, and 5 acting justices); National Courts (consists of 13 courts located in the provincial capitals, with a total of 19 resident judges)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the governor general upon advice of the National Executive Council (cabinet) after consultation with the National Justice Administration minister; deputy chief justice and other justices appointed by the Judicial and Legal Services Commission, a 5-member body that includes the Supreme Court chief and deputy chief justices, the chief ombudsman, and a member of the National Parliament; full-time citizen judges appointed for 10-year renewable terms; non-citizen judges initially appointed for 3-year renewable terms and after first renewal can serve until age 70; appointment and tenure of National Court resident judges NA

subordinate courts: district, village, and juvenile courts, military courts, taxation courts, coronial courts, mining warden courts, land courts, traffic courts, committal courts, grade five courts

	Paraguay
	highest courts: Supreme Court of Justice or Corte Suprema de Justicia (consists of 9 justices divided 3 each into the Constitutional Court, Civil and Commercial Chamber, and Criminal Division)

judge selection and term of office: justices proposed by the Council of Magistrates or Consejo de la Magistratura, a 6-member independent body, and appointed by the Chamber of Senators with presidential concurrence; judges can serve until mandatory retirement at age 75

subordinate courts: appellate courts; first instance courts; minor courts, including justices of the peace

	Peru
	highest courts: Supreme Court (consists of 16 judges and divided into civil, criminal, and constitutional-social sectors)

judge selection and term of office: justices proposed by the National Board of Justice (a 7-member independent body), nominated by the president, and confirmed by the Congress; justices can serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: Court of Constitutional Guarantees; Superior Courts or Cortes Superiores; specialized civil, criminal, and mixed courts; 2 types of peace courts in which professional judges and selected members of the local communities preside

	Philippines
	highest courts: Supreme Court (consists of a chief justice and 14 associate justices)

judge selection and term of office: justices are appointed by the president on the recommendation of the Judicial and Bar Council, a constitutionally created, 6-member body that recommends Supreme Court nominees; justices serve until age 70

subordinate courts: Court of Appeals; Sandiganbayan (special court for corruption cases of government officials); Court of Tax Appeals; regional, metropolitan, and municipal trial courts; sharia courts

	Pitcairn Islands
	highest courts: Pitcairn Court of Appeal (consists of the court president, 2 judges, and the Supreme Court chief justice, an ex-officio member); Pitcairn Supreme Court (consists of the chief justice and 2 judges); note - appeals beyond the Pitcairn Court of Appeal are referred to the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: all judges of both courts appointed by the governor of the Pitcairn Islands on the instructions of the Queen of England through the Secretary of State; all judges can serve until retirement, normally at age 75

subordinate courts: Magistrate's Court

	Poland
	highest courts: Supreme Court or Sad Najwyzszy (consists of the first president of the Supreme Court and 120 justices organized in criminal, civil, labor and social insurance, and extraordinary appeals and public affairs and disciplinary chambers); Constitutional Tribunal (consists of 15 judges, including the court president and vice president)

judge selection and term of office: president of the Supreme Court nominated by the General Assembly of the Supreme Court and selected by the president of Poland; other judges nominated by the 25-member National Judicial Council and appointed by the president of Poland; judges serve until retirement, usually at age 65, but tenure can be extended; Constitutional Tribunal judges chosen by the Sejm for 9-year terms

subordinate courts: administrative courts; military courts; local, regional and appellate courts subdivided into military, civil, criminal, labor, and family courts

	Portugal
	highest courts: Supreme Court or Supremo Tribunal de Justica (consists of 12 justices); Constitutional Court or Tribunal Constitucional (consists of 13 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court justices nominated by the president and appointed by the Assembly of the Republic; judges can serve for life; Constitutional Court judges - 10 elected by the Assembly and 3 elected by the other Constitutional Court judges; judges elected for 6-year nonrenewable terms

subordinate courts: Supreme Administrative Court (Supremo Tribunal Administrativo); Audit Court (Tribunal de Contas); appellate, district, and municipal courts

	Puerto Rico
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 8 associate justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the governor and confirmed by majority Senate vote; judges serve until compulsory retirement at age 70

subordinate courts: Court of Appeals; First Instance Court comprised of superior and municipal courts

	Qatar
	highest courts: Supreme Court or Court of Cassation (consists of the court president and several judges); Supreme Constitutional Court (consists of the chief justice and 6 members)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the Supreme Judiciary Council, a 9-member independent body consisting of judiciary heads appointed by the Amir; judges appointed for 3-year renewable terms; Supreme Constitutional Court members nominated by the Supreme Judiciary Council and appointed by the monarch; term of appointment NA

subordinate courts: Courts of Appeal; Administrative Court; Courts of First Instance; sharia courts; Courts of Justice; Qatar International Court and Dispute Resolution Center, established in 2009, provides dispute resolution services for institutions and bodies in Qatar, as well as internationally

	Romania
	highest courts: High Court of Cassation and Justice (consists of 111 judges organized into civil, penal, commercial, contentious administrative and fiscal business, and joint sections); Supreme Constitutional Court (consists of 9 members)

judge selection and term of office: High Court of Cassation and Justice judges appointed by the president upon nomination by the Superior Council of Magistracy, a 19-member body of judges, prosecutors, and law specialists; judges appointed for 6-year renewable terms; Constitutional Court members - 6 elected by Parliament and 3 appointed by the president; members serve 9-year, nonrenewable terms

subordinate courts: Courts of Appeal; regional tribunals; first instance courts; military and arbitration courts

	Russia
	highest courts: Supreme Court of the Russian Federation (consists of 170 members organized into the Judicial Panel for Civil Affairs, the Judicial Panel for Criminal Affairs, and the Military Panel); Constitutional Court (consists of 19 members); note - in February 2014, Russia’s Superior Court of Arbitration was abolished and its former authorities transferred to the Supreme Court, which in addition is the country’s highest judicial authority for appeals, civil, criminal, administrative, and military cases, and the disciplinary judicial board, which has jurisdiction over economic disputes

judge selection and term of office: all members of Russia's 3 highest courts nominated by the president and appointed by the Federation Council (the upper house of the legislature); members of all 3 courts appointed for life

subordinate courts: Higher Arbitration Court; regional (kray) and provincial (oblast) courts; Moscow and St. Petersburg city courts; autonomous province and district courts; note - the 21 Russian Republics have court systems specified by their own constitutions

	Rwanda
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief and deputy chief justices and 15 judges; normally organized into 3-judge panels); High Court (consists of the court president, vice president, and a minimum of 24 judges and organized into 5 chambers)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the president after consultation with the Cabinet and the Superior Council of the Judiciary (SCJ), a 27-member body of judges, other judicial officials, and legal professionals) and approved by the Senate; chief and deputy chief justices appointed for 8-year nonrenewable terms; tenure of judges NA; High Court president and vice president appointed by the president of the republic upon approval by the Senate; judges appointed by the Supreme Court chief justice upon approval of the SCJ; judge tenure NA

subordinate courts: High Court of the Republic; commercial courts including the High Commercial Court; intermediate courts; primary courts; and military specialized courts

 

	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and 2 justices); Supreme Court (consists of the chief justice - a nonresident - and NA judges); note - appeals beyond the Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Court of Appeal and Supreme Court justices appointed by the governor acting upon the instructions from a secretary of state acting on behalf of Queen ELIZABETH II; justices of both courts serve until retirement at age 70, but terms can be extended

subordinate courts: Magistrates' Court; Small Claims Court; Juvenile Court

	Saint Kitts and Nevis
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 2 assigned to Saint Kitts and Nevis; note - the ECSC in 2003 replaced the Judicial Committee of the Privy Council (in London) as the final court of appeal on Saint Kitts and Nevis; Saint Kitts and Nevis is also a member of the Caribbean Court of Justice

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, an independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: magistrates' courts

	Saint Lucia
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states with 4 on Saint Lucia; Saint Lucia is a member of the Caribbean Court of Justice

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, an independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: magistrate's court

	Saint Pierre and Miquelon
	highest courts: Superior Tribunal of Appeals or Tribunal Superieur d'Appel (composition NA)

judge selection and term of office: judge selection and tenure NA

subordinate courts: NA

	Saint Vincent and the Grenadines
	highest courts: the Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC) is the superior court of the Organization of Eastern Caribbean States; the ECSC - headquartered on St. Lucia - consists of the Court of Appeal - headed by the chief justice and 4 judges - and the High Court with 18 judges; the Court of Appeal is itinerant, traveling to member states on a schedule to hear appeals from the High Court and subordinate courts; High Court judges reside in the member states, with 2 assigned to Saint Vincent and the Grenadines; note - Saint Vincent and the Grenadines is also a member of the Caribbean Court of Justice

judge selection and term of office: chief justice of Eastern Caribbean Supreme Court appointed by Her Majesty, Queen ELIZABETH II; other justices and judges appointed by the Judicial and Legal Services Commission, an independent body of judicial officials; Court of Appeal justices appointed for life with mandatory retirement at age 65; High Court judges appointed for life with mandatory retirement at age 62

subordinate courts: magistrates' courts

	Samoa
	highest courts: Court of Appeal (consists of the chief justice and 2 Supreme Court judges and meets once or twice a year); Supreme Court (consists of the chief justice and several judges)

judge selection and term of office: chief justice appointed by the chief of state upon the advice of the prime minister; other Supreme Court judges appointed by the Judicial Service Commission, a 3-member body chaired by the chief justice and includes the attorney general and an appointee of the Minister of Justice; judges normally serve until retirement at age 68

subordinate courts: District Court; Magistrates' Courts; Land and Titles Courts; village fono or village chief councils

	San Marino
	highest courts: Council of Twelve or Consiglio dei XII (consists of 12 members); note - the College of Guarantors for the Constitutionality and General Norms functions as San Marino's constitutional court

judge selection and term of office: judges elected by the Grand and General Council from among its own to serve 5-year terms

subordinate courts: first instance and first appeal criminal, administrative, and civil courts; Court for the Trust and Trustee Relations; justices of the peace or conciliatory judges

	Sao Tome and Principe
	highest courts: Supreme Court or Supremo Tribunal Justica (consists of 5 judges); Constitutional Court or Tribunal Constitucional (consists of 5 judges, 3 of whom are from the Supreme Court)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the National Assembly; judge tenure NA; Constitutional Court judges nominated by the president and elected by the National Assembly for 5-year terms

subordinate courts: Court of First Instance; Audit Court

	Saudi Arabia
	highest courts: High Court (consists of the court chief and is organized into circuits with 3-judge panels, except for the criminal circuit, which has a 5-judge panel for cases involving major punishments)

judge selection and term of office: High Court chief and chiefs of the High Court Circuits appointed by royal decree upon the recommendation of the Supreme Judiciary Council, a 10-member body of high-level judges and other judicial heads; new judges and assistant judges serve 1- and 2-year probations, respectively, before permanent assignment

subordinate courts: Court of Appeals; Specialized Criminal Court, first-degree courts composed of general, criminal, personal status, and commercial courts; Labor Court; a hierarchy of administrative courts

	Senegal
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (consists of the court president and 12 judges and organized into civil and commercial, criminal, administrative, and social chambers); Constitutional Council or Conseil Constitutionel (consists of 7 members, including the court president, vice president, and 5 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president of the republic upon recommendation of the Superior Council of the Magistrates, a body chaired by the president and minister of justice; judge tenure varies, with mandatory retirement either at 65 or 68 years; Constitutional Council members appointed - 5 by the president and 2 by the National Assembly speaker; judges serve 6-year terms, with renewal of 2 members every 2 years

subordinate courts: High Court of Justice (for crimes of high treason by the president); Courts of Appeal; Court of Auditors; assize courts; regional and district courts; Labor Court

	Serbia
	highest courts: Supreme Court of Cassation (consists of 36 judges, including the court president); Constitutional Court (consists of 15 judges, including the court president and vice president)

judge selection and term of office: Supreme Court justices proposed by the High Judicial Council (HJC), an 11-member independent body consisting of  8 judges elected by the National Assembly and 3 ex-officio members; justices appointed by the National Assembly; Constitutional Court judges elected - 5 each by the National Assembly, the president, and the Supreme Court of Cassation; initial appointment of Supreme Court judges by the HJC is 3 years and beyond that period tenure is permanent; Constitutional Court judges elected for 9-year terms

subordinate courts: basic courts, higher courts, appellate courts; courts of special jurisdiction include the Administrative Court, commercial courts, and misdemeanor courts

	Seychelles
	highest courts: Seychelles Court of Appeal (consists of the court president and 4 justices); Supreme Court of Seychelles (consists of the chief justice and 9 puisne judges); Constitutional Court (consists of 3 Supreme Court judges)

judge selection and term of office: all judges appointed by the president of the republic upon the recommendation of the Constitutional Appointments Authority, a 3-member body, with 1 member appointed by the president of the republic, 1 by the opposition leader in the National Assembly, and 1 by the other 2 appointees; judges serve until retirement at age 70

subordinate courts: Magistrates' Courts of Seychelles; Family Tribunal for issues such as domestic violence, child custody, and maintenance; Employment Tribunal for labor-related disputes

	Sierra Leone
	highest courts: Superior Court of Judicature (consists of the Supreme Court - at the apex - with the chief justice and 4 other judges, the Court of Appeal with the chief justice and 7 other judges, and the High Court of Justice with the chief justice and 9 other judges); note – the Judicature has jurisdiction in all civil, criminal, and constitutional matters

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice and other judges of the Judicature appointed by the president on the advice of the Judicial and Legal Service Commission, a 7-member independent body of judges, presidential appointees, and the Commission chairman, and are subject to approval by Parliament; all Judicature judges serve until retirement at age 65

subordinate courts: magistrates' courts; District Appeals Court; local courts

	Singapore
	highest courts: Supreme Court (although the number of judges varies - as of April 2019, the court totaled 20 judges, 7 judicial commissioners, 4 judges of appeal, and 16 international judges); the court is organized into an upper tier Appeal Court and a lower tier High Court

judge selection and term of office: judges appointed by the president from candidates recommended by the prime minister after consultation with the chief justice; judges usually serve until retirement at age 65, but terms can be extended

subordinate courts: district, magistrates', juvenile, family, community, and coroners' courts; small claims tribunals; employment claims tribunals

	Sint Maarten
	highest courts: Joint Court of Justice of Aruba, Curacao, Sint Maarten, and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba or "Joint Court of Justice" (consists of the presiding judge, other members, and their substitutes); final appeals heard by the Supreme Court (in The Hague, Netherlands); note - prior to 2010, the Joint Court of Justice was the Common Court of Justice of the Netherlands Antilles and Aruba

judge selection and term of office: Joint Court judges appointed by the monarch serve for life

subordinate courts: Courts in First Instance

	Slovakia
	highest courts: Supreme Court of the Slovak Republic (consists of the court president, vice president, and approximately 80 judges organized into criminal, civil, commercial, and administrative divisions with 3- and 5-judge panels); Constitutional Court of the Slovak Republic (consists of 13 judges organized into 3-judge panels)

judge selection and term of office: Supreme Court judge candidates nominated by the Judicial Council of the Slovak Republic, an 18-member self-governing body that includes the Supreme Court chief justice and presidential, governmental, parliamentary, and judiciary appointees; judges appointed by the president serve for life subject to removal by the president at age 65; Constitutional Court judges nominated by the National Council of the Republic and appointed by the president; judges serve 12-year terms

subordinate courts: regional and district civil courts; Special Criminal Court; Higher Military Court; military district courts; Court of Audit;

	Slovenia
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president and 37 judges organized into civil, criminal, commercial, labor and social security, administrative, and registry departments); Constitutional Court (consists of the court president, vice president, and 7 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court president and vice president appointed by the National Assembly upon the proposal of the Minister of Justice based on the opinions of the Judicial Council, an 11-member independent body elected by the National Assembly from proposals submitted by the president, attorneys, law universities, and sitting judges; other Supreme Court judges elected by the National Assembly from candidates proposed by the Judicial Council; Supreme Court judges serve for life; Constitutional Court judges appointed by the National Assembly from nominations by the president of the republic; Constitutional Court president selected from among its own membership for a 3-year term; other judges elected for single 9-year terms

subordinate courts: county, district, regional, and high courts; specialized labor-related and social courts; Court of Audit; Administrative Court

	Solomon Islands
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and ex officio members including the High Court chief justice and its puisne judges); High Court (consists of the chief justice and puisne judges, as prescribed by the National Parliament)

judge selection and term of office: Court of Appeal and High Court president, chief justices, and puisne judges appointed by the governor general upon recommendation of the Judicial and Legal Service Commission, chaired by the chief justice and includes 5 members, mostly judicial officials and legal professionals; all judges serve until retirement at age 60

subordinate courts: Magistrates' Courts; Customary Land Appeal Court; local courts

	Somalia
	highest courts: the provisional constitution stipulates the establishment of the Constitutional Court (consists of 5 judges, including the chief judge and deputy chief judge); note - under the terms of the 2004 Transitional National Charter, a Supreme Court based in Mogadishu and the Appeal Court were established; yet most regions have reverted to local forms of conflict resolution, either secular, traditional Somali customary law, or Islamic law

judge selection and term of office: judges appointed by the president upon proposal of the Judicial Service Commission, a 9-member judicial and administrative body; judge tenure NA

subordinate courts: federal courts; federal member state-level courts; military courts; sharia courts

	South Africa
	highest courts: Supreme Court of Appeals (consists of the court president, deputy president, and 21 judges); Constitutional Court (consists of the chief and deputy chief justices and 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court of Appeals president and vice president appointed by the national president after consultation with the Judicial Services Commission (JSC), a 23-member body chaired by the chief justice and includes other judges and judicial executives, members of parliament, practicing lawyers and advocates, a teacher of law, and several members designated by the president of South Africa; other Supreme Court judges appointed by the national president on the advice of the JSC and hold office until discharged from active service by an Act of Parliament; Constitutional Court chief and deputy chief justices appointed by the president of South Africa after consultation with the JSC and with heads of the National Assembly; other Constitutional Court judges appointed by the national president after consultation with the chief justice and leaders of the National Assembly; Constitutional Court judges serve 12-year nonrenewable terms or until age 70

subordinate courts: High Courts; Magistrates' Courts; labor courts; land claims courts

	South Sudan
	highest courts: Supreme Court of South Sudan (consists of the chief and deputy chief justices, 9 other justices and normally organized into panels of 3 justices, except when sitting as a Constitutional panel of all 9 justices chaired by the chief justice)

judge selection and term of office: justices appointed by the president upon proposal of the Judicial Service Council, a 9-member judicial and administrative body; justice tenure set by the National Legislature

subordinate courts: national level - Courts of Appeal; High Courts; County Courts; state level - High Courts; County Courts; customary courts; other specialized courts and tribunals

	Spain
	highest courts: Supreme Court or Tribunal Supremo (consists of the court president and organized into the Civil Room, with a president and 9 judges; the Penal Room, with a president and 14 judges; the Administrative Room, with a president and 32 judges; the Social Room, with a president and 12 judges; and the Military Room, with a president and 7 judges); Constitutional Court or Tribunal Constitucional de Espana (consists of 12 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the monarch from candidates proposed by the General Council of the Judiciary Power, a 20-member governing board chaired by the monarch that includes presidential appointees, lawyers, and jurists confirmed by the National Assembly; judges can serve until age 70; Constitutional Court judges nominated by the National Assembly, executive branch, and the General Council of the Judiciary, and appointed by the monarch for 9-year terms

subordinate courts: National High Court; High Courts of Justice (in each of the autonomous communities); provincial courts; courts of first instance

	Sri Lanka
	highest courts: Supreme Court of the Republic (consists of the chief justice and 9 justices); note - the court has exclusive jurisdiction to review legislation

judge selection and term of office: chief justice nominated by the Constitutional Council (CC), a 9-member high-level advisory body, and appointed by the president; other justices nominated by the CC and appointed by the president on the advice of the chief justice; all justices can serve until age 65

subordinate courts: Court of Appeals; High Courts; Magistrates' Courts; municipal and primary courts

	Sudan
	highest courts: National Supreme Court (consists of 70 judges organized into panels of 3 judges and includes 4 circuits that operate outside the capital); Constitutional Court (consists of 9 justices including the court president); note - the Constitutional Court resides outside the national judiciary

judge selection and term of office: National Supreme Court and Constitutional Court judges selected by the Supreme Judicial Council, which replaced the National Judicial Service Commission upon enactment of the Draft Constitutional Charter for the 2019 Transitional Period

subordinate courts: Court of Appeal; other national courts; public courts; district, town, and rural courts

	Suriname
	highest courts: High Court of Justice of Suriname (consists of the court president, vice president, and 4 judges); note - appeals beyond the High Court are referred to the Caribbean Court of Justice; human rights violations can be appealed to the Inter-American Commission on Human Rights with judgments issued by the Inter-American Court on Human Rights

judge selection and term of office: court judges appointed by the national president in consultation with the National Assembly, the State Advisory Council, and the Order of Private Attorneys; judges serve for life

subordinate courts: cantonal courts

	Svalbard
	highest courts: none; note - Svalbard is subordinate to Norway's Nord-Troms District Court and Halogaland Court of Appeal, both located in Tromso

	Sweden
	highest courts: Supreme Court of Sweden (consists of 16 justices, including the court chairman); Supreme Administrative Court (consists of 18 justices, including the court president)

judge selection and term of office: Supreme Court and Supreme Administrative Court justices nominated by the Judges Proposal Board, a 9-member nominating body consisting of high-level judges, prosecutors, and members of Parliament; justices appointed by the Government; following a probationary period, justices' appointments are permanent

subordinate courts: first instance, appellate, general, and administrative courts; specialized courts that handle cases such as land and environment, immigration, labor, markets, and patents

	Switzerland
	highest courts: Federal Supreme Court (consists of 38 justices and 19 deputy justices organized into 7 divisions)

judge selection and term of office: judges elected by the Federal Assembly for 6-year terms; note - judges are affiliated with political parties and are elected according to linguistic and regional criteria in approximate proportion to the level of party representation in the Federal Assembly

subordinate courts: Federal Criminal Court (established in 2004); Federal Administrative Court (established in 2007); note - each of Switzerland's 26 cantons has its own courts

	Syria
	highest courts: Court of Cassation (organized into civil, criminal, religious, and military divisions, each with 3 judges); Supreme Constitutional Court (consists of 7 members)

judge selection and term of office: Court of Cassation judges appointed by the Supreme Judicial Council (SJC), a judicial management body headed by the minister of justice with 7 members, including the national president; judge tenure NA; Supreme Constitutional Court judges nominated by the president and appointed by the SJC; judges serve 4-year renewable terms

subordinate courts: courts of first instance; magistrates' courts; religious and military courts; Economic Security Court; Counterterrorism Court (established June 2012)

	Taiwan
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president, vice president, and approximately 100 judges organized into 8 civil and 12 criminal divisions, each with a division chief justice and 4 associate justices); Constitutional Court (consists of the court president, vice president, and 13 justices)

judge selection and term of office: Supreme Court justices appointed by the president; Constitutional Court justices appointed by the president, with approval of the Legislative Yuan; Supreme Court justices serve for life; Constitutional Court justices appointed for 8-year terms, with half the membership renewed every 4 years

subordinate courts: high courts; district courts; hierarchy of administrative courts

	Tajikistan
	highest courts: Supreme Court (consists of the chairman, deputy chairmen, and 34 judges organized into civil, family, criminal, administrative offense, and military chambers); Constitutional Court (consists of the court chairman, deputy chairman, and 5 judges); High Economic Court (consists of 16 judicial positions)

judge selection and term of office: Supreme Court, Constitutional Court, and High Economic Court judges nominated by the president and approved by the National Assembly; judges of all 3 courts appointed for 10-year renewable terms with no term limits, but the last appointment must occur before the age of 65

subordinate courts: regional and district courts; Dushanbe City Court; viloyat (province level) courts; Court of Gorno-Badakhshan Autonomous Region

	Tanzania
	highest courts: Court of Appeal of the United Republic of Tanzania (consists of the chief justice and 14 justices); High Court of the United Republic for Mainland Tanzania (consists of the principal judge and 30 judges organized into commercial, land, and labor courts); High Court of Zanzibar (consists of the chief justice and 10 justices)

judge selection and term of office: Court of Appeal and High Court justices appointed by the national president after consultation with the Judicial Service Commission for Tanzania, a judicial body of high level judges and 2 members appointed by the national president; Court of Appeal and High Court judges serve until mandatory retirement at age 60, but terms can be extended; High Court of Zanzibar judges appointed by the national president after consultation with the Judicial Commission of Zanzibar; judges can serve until mandatory retirement at age 65

subordinate courts: Resident Magistrates Courts; Kadhi courts (for Islamic family matters); district and primary courts

	Thailand
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of the court president, 6 vice presidents, 60-70 judges, and organized into 10 divisions); Constitutional Court (consists of the court president and 8 judges); Supreme Administrative Court (number of judges determined by Judicial Commission of the Administrative Courts)

judge selection and term of office: Supreme Court judges selected by the Judicial Commission of the Courts of Justice and approved by the monarch; judge term determined by the monarch; Constitutional Court justices - 3 judges drawn from the Supreme Court, 2 judges drawn from the Administrative Court, and 4 judge candidates selected by the Selective Committee for Judges of the Constitutional Court, and confirmed by the Senate; judges appointed by the monarch serve single 9-year terms; Supreme Administrative Court judges selected by the Judicial Commission of the Administrative Courts and appointed by the monarch; judges serve for life

subordinate courts: courts of first instance and appeals courts within both the judicial and administrative systems; military courts

	Timor-Leste
	highest courts: Court of Appeals (consists of the court president and NA judges)

judge selection and term of office: court president appointed by the president of the republic from among the other court judges to serve a 4-year term; other court judges appointed - 1 by the Parliament and the others by the Supreme Council for the Judiciary, a body chaired by the court president and that includes mostly presidential and parliamentary appointees; other judges serve for life

subordinate courts: Court of Appeal; High Administrative, Tax, and Audit Court; district courts; magistrates' courts; military courts

note: the UN Justice System Programme, launched in 2003 and being rolled out in 4 phases through 2018, is helping strengthen the country's justice system; the Programme is aligned with the country's long-range Justice Sector Strategic Plan, which includes legal reforms

	Togo
	highest courts: Supreme Court or Cour Supreme (organized into criminal and administrative chambers, each with a chamber president and advisors); Constitutional Court (consists of 9 judges, including the court president)

judge selection and term of office: Supreme Court president appointed by decree of the president of the republic upon the proposal of the Supreme Council of the Magistracy, a 9-member judicial, advisory, and disciplinary body; other judicial appointments and judge tenure NA; Constitutional Court judges appointed by the National Assembly; judge tenure NA

subordinate courts: Court of Assizes (sessions court); Appeal Court; tribunals of first instance (divided into civil, commercial, and correctional chambers; Court of State Security; military tribunal

	Tokelau
	highest courts: Court of Appeal (in New Zealand) (consists of the court president and 8 judges sitting in 3- or 5-judge panels, depending on the case)

judge selection and term of office: judges nominated by the Judicial Selection Committee and approved by three-quarters majority of the Parliament; judges serve for life

subordinate courts: High Court (in New Zealand); Council of Elders or Taupulega

	Tonga
	highest courts: Court of Appeal (consists of the court president and a number of judges determined by the monarch); note - appeals beyond the Court of Appeal are brought before the King in Privy Council, the monarch's advisory organ that has both judicial and legislative powers

judge selection and term of office: judge appointments and tenures made by the King in Privy Council and subject to consent of the Legislative Assembly

subordinate courts: Supreme Court; Magistrates' Courts; Land Courts

	Trinidad and Tobago
	highest courts: Supreme Court of the Judicature (consists of a chief justice for both the Court of Appeal with 12 judges and the High Court with 24 judges); note - Trinidad and Tobago can file appeals beyond its Supreme Court to the Caribbean Court of Justice, with final appeal to the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the president after consultation with the prime minister and the parliamentary leader of the opposition; other judges appointed by the Judicial Legal Services Commission, headed by the chief justice and 5 members with judicial experience; all judges serve for life with mandatory retirement normally at age 65

subordinate courts: Courts of Summary Criminal Jurisdiction; Petty Civil Courts; Family Court

	Tunisia
	highest courts: Court of Cassation or Cour de Cassation (organized into 1 civil and 3 criminal chambers); Constitutional Court (established in 2014 but remained vacant as of late 2018)

judge selection and term of office: Supreme Court judges nominated by the Supreme Judicial Council, an independent 4-part body consisting mainly of elected judges and the remainder legal specialists; judge tenure based on terms of appointment; Constitutional Court NA

subordinate courts: Courts of Appeal; administrative courts; Court of Audit; Housing Court; courts of first instance; lower district courts; military courts

note: the new Tunisian constitution of January 2014 called for the creation of a constitutional court by the end of 2015, but as of November 2018, the court had not been appointed; the court to consist of 12 members - 4 each to be appointed by the president, the Supreme Judicial Council (an independent 4-part body consisting mainly of elected judges and the remainder are legal specialists), and the Chamber of the People's Deputies (parliament); members are to serve 9-year terms with one-third of the membership renewed every 3 years

	Turkey
	highest courts: Constitutional Court or Anayasa Mahkemesi (consists of the president, 2 vice presidents, and 12 judges); Court of Cassation (consists of about 390 judges and is organized into civil and penal chambers); Council of State (organized into 15 divisions - 14 judicial and 1 consultative - each with a division head and at least 5 members)

judge selection and term of office: Constitutional Court members - 3 appointed by the Grand National Assembly and 12 by the president of the republic; court president and 2 deputy court presidents appointed from among its members for 4-year terms; judges serve 12-year, nonrenewable terms with mandatory retirement at age 65; Court of Cassation judges appointed by the Board of Judges and Prosecutors, a 13-member body of judicial officials; Court of Cassation judges serve until retirement at age 65; Council of State members appointed by the Board and by the president of the republic; members serve renewable, 4-year terms

subordinate courts: regional appeals courts; basic (first instance) courts; peace courts; aggravated crime courts; specialized courts, including administrative and audit; note - a constitutional amendment in 2017 abolished military courts unless established to investigate military personnel actions during war conditions

	Turkmenistan
	highest courts: Supreme Court of Turkmenistan (consists of the court president and 21 associate judges and organized into civil, criminal, and military chambers)

judge selection and term of office: judges appointed by the president for 5-year terms

subordinate courts: High Commercial Court; appellate courts; provincial, district, and city courts; military courts

	Turks and Caicos Islands
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and other judges, as determined by the governor); Court of Appeal (consists of the court president and 2 justices); note - appeals beyond the Supreme Court are referred to the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Supreme Court and Appeals Court judges appointed by the governor in accordance with the Judicial Service Commission, a 3-member body of high-level judicial officials; Supreme Court judges serve until mandatory retirement at age 65, but terms can be extended to age 70; Appeals Court judge tenure determined by individual terms of appointment

subordinate courts: magistrates' courts

	Tuvalu
	highest courts: Court of Appeal (consists of the chief justice and not less than 3 appeals judges); High Court (consists of the chief justice); appeals beyond the Court of Appeal are heard by the Judicial Committee of the Privy Council (in London)

judge selection and term of office: Court of Appeal judges appointed by the governor general on the advice of the Cabinet; judge tenure based on terms of appointment; High Court chief justice appointed by the governor general on the advice of the Cabinet; chief justice serves for life; other judges appointed by the governor general on the advice of the Cabinet after consultation with chief justice; judge tenure set by terms of appointment

subordinate courts: magistrates' courts; island courts; land courts

	Uganda
	highest courts: Supreme Court of Uganda (consists of the chief justice and at least 6 justices)

judge selection and term of office: justices appointed by the president of the republic in consultation with the Judicial Service Commission, an 8-member independent advisory body, and approved by the National Assembly; justices serve until mandatory retirement at age 70

subordinate courts: Court of Appeal (also acts as the Constitutional Court); High Court (includes 12 High Court Circuits and 8 High Court Divisions); Industrial Court; Chief Magistrate Grade One and Grade Two Courts throughout the country; qadhis courts; local council courts; family and children courts

	Ukraine
	highest courts: Supreme Court of Ukraine or SCU (consists of 100 judges, organized into civil, criminal, commercial and administrative chambers, and a grand chamber); Constitutional Court (consists of 18 justices); High Anti-Corruption Court (consists of 39 judges, including 12 in the Appeals Chamber)

judge selection and term of office: Supreme Court judges recommended by the High Qualification Commission of Judges (a 16-member state body responsible for judicial candidate testing and assessment and judicial administration), submitted to the High Council of Justice, a 21-member independent body of judicial officials responsible for judicial self-governance and administration, and appointed by the president; judges serve until mandatory retirement at age 65; High Anti-Corruption Court judges are selected by the same process as Supreme Court justices, with one addition – a majority of a combined High Qualification Commission of Judges and a 6-member Public Council of International Experts must vote in favor of potential judges in order to recommend their nomination to the High Council of Justice; this majority must include at least 3 members of the Public Council of International Experts; Constitutional Court justices appointed - 6 each by the president, by the Congress of Judges, and by the Verkhovna Rada; judges serve 9-year nonrenewable terms

 

subordinate courts: Courts of Appeal; district courts

note: specialized courts were abolished as part of Ukraine's judicial reform program; in November 2019, President ZELENSKYY signed a bill on legal reforms

	United Arab Emirates
	highest courts: Federal Supreme Court (consists of the court president and 4 judges; jurisdiction limited to federal cases)

judge selection and term of office: judges appointed by the federal president following approval by the Federal Supreme Council, the highest executive and legislative authority consisting of the 7 emirate rulers; judges serve until retirement age or the expiry of their appointment terms

subordinate courts: Federal Court of Cassation (determines the constitutionality of laws promulgated at the federal and emirate level; federal level courts of first instance and appeals courts); the emirates of Abu Dhabi, Dubai, and Ra's al Khaymah have parallel court systems; the other 4 emirates have incorporated their courts into the federal system; note - the Abu Dhabi Global Market Courts and the Dubai International Financial Center Courts, the country’s two largest financial free zones, both adjudicate civil and commercial disputes.

	United Kingdom
	highest courts: Supreme Court (consists of 12 justices, including the court president and deputy president); note - the Supreme Court was established by the Constitutional Reform Act 2005 and implemented in 2009, replacing the Appellate Committee of the House of Lords as the highest court in the United Kingdom

judge selection and term of office: judge candidates selected by an independent committee of several judicial commissions, followed by their recommendations to the prime minister, and appointed by the monarch; justices serve for life

subordinate courts: England and Wales: Court of Appeal (civil and criminal divisions); High Court; Crown Court; County Courts; Magistrates' Courts; Scotland: Court of Sessions; Sheriff Courts; High Court of Justiciary; tribunals; Northern Ireland: Court of Appeal in Northern Ireland; High Court; county courts; magistrates' courts; specialized tribunals

	United States
	highest courts: US Supreme Court (consists of 9 justices - the chief justice and 8 associate justices)

judge selection and term of office: president nominates and, with the advice and consent of the Senate, appoints Supreme Court justices; justices serve for life

subordinate courts: Courts of Appeal (includes the US Court of Appeal for the Federal District and 12 regional appeals courts); 94 federal district courts in 50 states and territories

note: the US court system consists of the federal court system and the state court systems; although each court system is responsible for hearing certain types of cases, neither is completely independent of the other, and the systems often interact

	Uruguay
	highest courts: Supreme Court of Justice (consists of 5 judges)

judge selection and term of office: judges nominated by the president and appointed in joint conference of the General Assembly; judges serve 10-year terms, with reelection possible after a lapse of 5 years following the previous term

subordinate courts: Courts of Appeal; District Courts (Juzgados Letrados); Peace Courts (Juzgados de Paz); Rural Courts (Juzgados Rurales)

	Uzbekistan
	highest courts: Supreme Court (consists of 67 judges organized into administrative, civil, criminal, and economic sections); Constitutional Court (consists of 7 judges)

judge selection and term of office: judges of the highest courts nominated by the president and confirmed by the Senate of the Oliy Majlis; judges appointed for initial 5-year term and can be reappointed for subsequent 10-year and lifetime terms

subordinate courts: regional, district, city, and town courts

	Vanuatu
	highest courts: Court of Appeal (consists of 2 or more judges of the Supreme Court designated by the chief justice); Supreme Court (consists of the chief justice and 6 puisne judges - 3 local and 3 expatriate)

judge selection and term of office: Supreme Court chief justice appointed by the president after consultation with the prime minister and the leader of the opposition; other judges appointed by the president on the advice of the Judicial Service Commission, a 4-member advisory body; judges serve until the age of retirement

subordinate courts: Magistrates Courts; Island Courts

	Venezuela
	highest courts: Supreme Tribunal of Justice (consists of 32 judges organized into constitutional, political-administrative, electoral, civil appeals, criminal appeals, and social divisions)

judge selection and term of office: judges proposed by the Committee of Judicial Postulation (an independent body of organizations dealing with legal issues and of the organs of citizen power) and appointed by the National Assembly; judges serve nonrenewable 12-year terms; note - in July 2017, the National Assembly named 33 judges to the court to replace a series of judges, it argued, had been illegally appointed in late 2015 by the outgoing, socialist-party-led Assembly; the Government of President MADURO and the Socialist Party-appointed judges refused to recognize these appointments, however, and many of the new judges have since been imprisoned or forced into exile

subordinate courts: Superior or Appeals Courts (Tribunales Superiores); District Tribunals (Tribunales de Distrito); Courts of First Instance (Tribunales de Primera Instancia); Parish Courts (Tribunales de Parroquia); Justices of the Peace (Justicia de Paz) Network

	Vietnam
	highest courts: Supreme People's Court (consists of the chief justice and 13 judges)

judge selection and term of office: chief justice elected by the National Assembly upon the recommendation of the president for a 5-year, renewable term; deputy chief justice appointed by the president from among the judges for a 5-year term; judges appointed by the president and confirmed by the National Assembly for 5-year terms

subordinate courts: High Courts (administrative, civil, criminal, economic, labor, family, juvenile); provincial courts; district courts; Military Court; note - the National Assembly Standing Committee can establish special tribunals upon the recommendation of the chief justice

	Virgin Islands
	highest courts: Supreme Court of the Virgin Islands (consists of the chief justice and 2 associate justices); note - court established by the US Congress in 2004 and assumed appellate jurisdiction in 2007

judge selection and term of office: justices appointed by the governor and confirmed by the Virgin Islands Senate; justices serve initial 10-year terms and upon reconfirmation, during the extent of good behavior; chief justice elected to position by peers for a 3-year term

subordinate courts: Superior Court (Territorial Court renamed in 2004); US Court of Appeals for the Third Circuit (has appellate jurisdiction over the District Court of the Virgin Islands; it is a territorial court and is not associated with a US federal judicial district); District Court of the Virgin Islands

	Wallis and Futuna
	highest courts: Court of Assizes or Cour d'Assizes (consists of 1 judge; court hears primarily serious criminal cases); note - appeals beyond the Court of Assizes are heard before the Court of Appeal or Cour d'Appel (in Noumea, New Caledonia)

judge selection and term of office: NA

subordinate courts: courts of first instance; labor court; note - justice generally administered under French law by the high administrator, but the 3 traditional kings administer customary law, and there is a magistrate in Mata-Utu

	Yemen
	highest courts: Supreme Court (consists of the court president, 2 deputies, and nearly 50 judges; court organized into constitutional, civil, commercial, family, administrative, criminal, military, and appeals scrutiny divisions)

judge selection and term of office: judges appointed by the Supreme Judicial Council, which is chaired by the president of the republic and includes 10 high-ranking judicial officers; judges serve for life with mandatory retirement at age 65

subordinate courts: appeal courts; district or first instance courts; commercial courts

	Zambia
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice, deputy chief justice, and at least 11 judges); Constitutional Court (consists of the court president, vice president, and 11 judges); note - the Constitutional Court began operation in June 2016

judge selection and term of office: Supreme Court and Constitutional Court judges appointed by the president of the republic upon the advice of the 9-member Judicial Service Commission, which is headed by the chief justice, and ratified by the National Assembly; judges normally serve until age 65

subordinate courts: Court of Appeal; High Court; Industrial Relations Court; subordinate courts (3 levels, based on upper limit of money involved); Small Claims Court; local courts (2 grades, based on upper limit of money involved)

	Zimbabwe
	highest courts: Supreme Court (consists of the chief justice and 4 judges); Constitutional Court (consists of the chief and deputy chief justices and 9 judges)

judge selection and term of office: Supreme Court judges appointed by the president upon recommendation of the Judicial Service Commission, an independent body consisting of the chief justice, Public Service Commission chairman, attorney general, and 2-3 members appointed by the president; judges normally serve until age 65 but can elect to serve until age 70; Constitutional Court judge appointment NA; judges serve nonrenewable 15-year terms

subordinate courts: High Court; Labor Court; Administrative Court; regional magistrate courts; customary law courts; special courts


Sementara menurut Lita Tyesta
, dari data yang tersedia pada tabel di bawah, masa jabatan Hakim Konstitusi Indonesia merupakan masa jabatan paling singkat dan dengan terbukanya kesempatan dua periode masa jabatan tersebut dimungkinkan hanya 10 tahun.  
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Country Institutions Tenure Non-Renewable | Renewable
1 | Austria Constitutional Court Lifetime = =
2 | Belgium Constitutional Court Lifetime - -
3 | Germany Federal Constitutional Court 12 years v
4 | Russia Constitutional Court 12 years v
5 | South Africa Constitutional Court 12 years Vv
6 | Turkey Constitutional Court 12 years v
7 | Czech Republic Constitutional Court 10 years Vv
8 | Bulgaria Constitutional Council 9 years v
9 | France Constitutional Council 9 years Vv
10 | ltaly Constitutional Court 9 years v
11 | Lithuania Constitutional Court 9 years v
12 | Morocco Constitutional Court 9 years v
13 | Poland Constitutional Tribunal 9 years Vv
14 | Portugal Constitutional Court 9 years v
15 [ Romania Constitutional Court 9 years v
16 | Spain Constitutional Court 9 years v
17 | Thailand Constitutional Court 9 years Vv
18 | Ukraine Constitutional Court 9 years v
19 | Colombia Constitutional Court 8 years v
20 | Croatia Constitutional Court 8 years v
21 | Mongolia Constitutional Court 6 years Vv
22 . South Korea Constitutional Court 6 years v





D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 

Penggantian UU MK tentunya akan berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara. Contohnya dalam RUU ini akan dirumuskan adanya kewajiban setiap lembaga pengusul untuk membentuk panitia seleksi akan berdampak terhadap beban keuangan negara yaitu menyiapkan anggaran rekrutmen secara berkala. Dampak lainnya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara, yaitu adanya kewajiban untuk mengakomodasi Putusan MK yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam RUU MK ini. Ada beberapa putusan MK yang memiliki dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara.


Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 yang isinya membatalkan Pasal 50 UU MK yang menyatakan Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dengan adanya pembatalan Pasal 50 UU MK, maka MK saat ini dapat menangani pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum dan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Tentu saja dengan penambahan kewenangan ini akan menambah beban kerja MK yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Putusan MK No.48/PUU-IX/2011 yang isinya mengabulkan permohonan sebagian: Membatalkan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a). Pasal 45A menyatakan Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan. Sementara Pasal 57 ayat (2a) menyatakan bahwa Putusan MK tidak memuat amar selain yang diminta, perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian inti dari Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) melarang MK untuk membuat putusan yang bersifat ultra petita. Akibat pembatalan kedua pasal ini maka MK dapat melakukan ultra petita pada putusannya. Sebagai contoh dalam kasus pengujian UndangUndang Komisi Yudisial misalnya, MK telah menghapuskan segala kewenangan KY untuk mengawasi dan memeriksa perilaku dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, padahal masalah tersebut tidak pernah diminta para Pemohon (Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung dkk.) untuk dibatalkan. Dampak secara sosial adalah MK dianggap sebagai lembaga super body, sehingga ada tuntutan dari masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan hakim MK. Misalnya dengan keterlibatan unsur luar dalam Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tentunya keterlibatan unsur-unsur dalam dalam Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menambah beban APBN yang harus dikaji lebih lanjut secara komposisi dan kesinambungannya.

Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 yang isinya membatalkan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), ayat (4h), dan Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87. Ketentuan yang dibatalkan dalam pasal-pasal a quo antara lain mengatur mengenai mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua MK, menghapus syarat pejabat negara sebagai calon hakim MK, sisa jabatan hakim MK sebelumnya yang digantikan oleh hakim baru, unsur MKMK (dibatalkan yang berasal dari unsur DPR, unsur Pemerintah, dan unsur hakim agung), tata beracara MKMK, tindak lanjut pembentuk UU terhadap putusan MK, dan masa jabatan hakim konstitusi. Ada beberapa materi yang dibatalkan dalam Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 yang berkaitan dengan APBN, misalnya pembatalan unsur MKMK yang berasal dari unsur DPR, unsur Pemerintah, dan unsur hakim agung. Pembatalan ketiga unsur tersebut dalam Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e akan mengakibatkan unsur MKMK hanya terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi dan 1 (satu) orang anggota KY saja, padahal idealnya unsur MKMK seharusnya berjumlah ganjil (minimal 3 (tiga) orang). Tentu saja komposisi unsur MKMK ini akan mempengaruhi APBN dari segi penggajian unsur MKMK. Selain itu, dengan pembatalan Pasal 59 ayat (2) UU Pemilu mengenai tindak lanjut pembentuk UU terhadap putusan MK terhadap UU yang telah diuji dan perlu dilakukan perubahan. Hal ini akan mengakibatkan adanya kekosongan hukum, jika perubahan akibat putusan MK tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk UU. Sementara tindak lanjut berupa perubahan UU tentu saja berakibat pada pembiayaan dari APBN.

Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya, yaitu Pasal 7A ayat (1) yang mengatur mengenai kepaniteraan bersifat konstitusional sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.” Dengan adanya putusan MK ini, maka ada penyesuaian usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Penyesuaian ini disamakan dengan batas usia pensiun bagi bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di bawah kekuasaan MA. Penyesuaian masa pensiun ini tentunya akan berakibat pada APBN.

Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya tentang Pasal 55 UU MK yang menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK ini sepanjang mengenai frasa “dihentikan” harus dimaknai “ditunda pemeriksaannya.” Dengan adanya putusan MK ini, di satu sisi masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang beberapa kali karena adanya pengujian peraturan perundang-undangan yang bersamaan di MA dan MK, namun di sisi lain frasa “ditunda pemeriksaannya” ini berakibat pada penumpukan perkara di MA. Apalagi jika suatu UU terus menerus diujikan di MK, sehingga peraturan di bawah UU a quo menjadi terus ditunda pemeriksaannya di MA. Adanya penumpukan perkara ini perlu dipikirkan pengaruhnya terhadap APBN.
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.
 Suatu konsekuensi logis bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principle of independence and impartiality of the judiciary haruslah benar-benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional.

Amandemen UUD Tahun 1945 telah membawa angin perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam pembentukannya. Selain menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

  Selain kewenangan diatas, dalam Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Menilik konstruksi Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang secara khusus mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dititik beratkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 dapat dimaknai secara lugas dan jelas sehingga cenderung tidak mengalami persoalan dalam pelaksanaannya. 

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD Tahun 1945 yang mengatur “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.
 Ketentuan Pasal 24C ayat (6) yang pada intinya menyerahkan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim serta hukum acara kepada pembentuk undang-undang, justru dalam perjalanannya banyak mengalami persoalan. Persoalan tersebut dapat terlihat dari telah dilakukannya beberapa kali pengujian terhadap UU MK dan UU MK Perubahan. Banyaknya pengujian terhadap UU MK dan UU MK Perubahan, membuktikan masih terjadi ketidaksinkronan antara UU MK dan UU MK Perubahan dengan Pasal 24C ayat (6) UUD Tahun 1945 yang pada intinya memberikan kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim serta hukum acara. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU MK dan UU MK perubahan sebagai pelaksana dari Pasal 24C ayat (6) UUD Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik; 

d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan

e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip checks and balances yakni dengan menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. 

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masingmasing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.
 
Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK Perubahan). Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sejak berlakunya UU MK dan UU MK Perubahan, telah dilakukan beberapa kali pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hanya 7 (tujuh) permohonan yang dikabulkan, yaitu Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 yang isinya mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.48/PUU-IX/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK No.68/PUU-XI/2011 yang mengabulkan permohonan sebagian, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya, Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang isinya mengabulkan permohonan seluruhnya.

Dari ketujuh putusan tersebut, terdapat pengujian yang secara  khusus terkait dengan kewenangan MK dalam menjalankan fungsinya memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang yakni dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang pada intinya permohonan tersebut menguji Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tindak lanjut terhadap putusan MK tersebut dituangkan dalam UU Perubahan MK yang menyatakan bahwa Pasal 50 UU MK dihapus. Namun demikian, meski telah ditindaklanjuti melalui UU Perubahan MK, seyogyanya perlu adanya penegasan pengaturan mengenai kewenangan MK dalam menguji undang-undang adalah terhadap undang-undang sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman  (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait dengan pengaturan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 3 (tiga) pasal yang mendelegasikan kewenangan mengatur dengan Undang-Undang yaitu:
Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat final untuk: 
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 
e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang. 
(4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam Undang-Undang.

Ketiga pasal pendelegasian tersebut telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi yang seharusnya diatur lengkap dalam UU Mahkamah Konstitusi ini ternyata sebagian prosedurnya didelegasikan lebih lanjut ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi (DPR, Presiden, dan MA). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, yang menentukan:
Pasal 20

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan
pengajuan hakim konstitusi seharusnya merupakan bagian dari tata cara pengangkatan hakim konstitusi, namun pengaturan tersebut tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ataupun dalam UU Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak adanya panduan pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga (DPR, Presiden, dan MA) memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain, sehingga prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel sebagai panduan pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi dimaknai tiap lembaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga tersebut.
Oleh karena itu dalam perubahan UU Mahkamah Konstitusi Perlu pengaturan secara lengkap mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi guna melengkapi dan menghindari perbedaan tafsir serta mencegah adanya potensi kekosongan hukum berkenaan dengan hal tersebut.

D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

Pasal 1 UU MA menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman akan tetapi memiliki perbedaan seecara dan organisasi. Dalam sistem peradilan Mahkamah Agung memiliki struktur bertingkat secara vertikal dan secara horizontal sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya ada satu dan tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.
Pasal 31 ayat (1) UU MA kembali menegaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (judicial review). Akan tetapi terdapat perbedaan antara dua kewenangan tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau yang bertentangan dengan Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UU MA yang berbunyi: 

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang.”
Terkait dengan judicial review di Mahkamah Agung, jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyebutkan bahwa  pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan jika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan MA menerangkan terkait Pasal 55 UU MK tidak hanya dimaknai menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai dasar pengujiannya sedang diuji MK, akan tetapi kata “dihentikan” ini dapat ditafsirkan untuk dijatuhkan putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO). Dengan penafsiran Pemerintah dan MA tersebut kemudian Pasal 55 UU MK tersebut diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian Pasal 55 UU MK terkait penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan Mahkamah inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, menyatakan Pasal 55 MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”
Dengan adanya putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau (rechtsstaat) tersebut.

Melalui prinsip independensi tersebut, telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap para hakim oleh Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman, agar independensi hakim dapat dibatasi sehingga tidak menimbulkan tirani kekuasaan. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi prasyarat mutlak bahwa setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, harus diawasi guna menghindari kekuasaan abslolut yang berujung pada korupsi (the power tend to corrupt).
Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kewenangan lain tersebut salah satunya adalah pengawasan hakim yang pengaturannya telah diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY).
Pasal 20 UU KY mengatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Definisi hakim itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KY merupakan hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRII Tahun 1945. 

Namun, kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD NRI 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD NRI 1945 tidak dimaksudkan untuk mencakup objek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, pengaturan terkait Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Guna mengatasi kekosongan hukum, diatur penormaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku mahkamah konsitusi. Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk pengaturan terkait MKMK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013.

Namun, pada tanggal 2 Oktober 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi aktif, Akil Mochtar tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perisitiwa tersebut memberikan dugaan tidak efektifnya fungsi MKMK sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi. Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menganggap peristiwa tersebut merupakan kaidah ikhwal kegentingan yang memaksa sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU 4/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK dan PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian fungsi pengawasan Hakim Konstitusi saat ini berada pada MKMK terkait laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi terkiat laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Keterkaitan antara UU Pilkada dengan RUU MK terletak dalam Pasal 157 mengenai kewenangan sementara MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kepala daerah. Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstitusional yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum. 

Adanya ketentuan ini merupakan implikasi dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 236 Huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan kepala daerah. Salah satu pertimbangan MK membatalkan ketentuan tersebut adalah karena pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.  Terkait dengan adanya putusan MK tersebut, pembentuk undang-undang seharusnya segera membentuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Di dalam UU MK tidak ada kewenangan yang secara eksplisit mengatur tentang kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah.
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS
A. Landasan Filosofis 
Sebuah undang-undang yang baik harus mengandung norma hukum yang diidealkan oleh masyarakat yang menuntun kepada cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cita-cita luhur dapat menjadi landasan filosofis yang muncul dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis dapat dikatakan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Hal ini memunculkan bahwa landasan filosofis yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bersumber dari rechtsidee (cita hukum) bangsa Indonesia yaitu, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia merupakan konstruksi pikiran atau ide yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan bangsa. Gustav Radbruch menyatakan bahwa “rechtsidee” berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. Gustav Radbruch juga mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan yang terkait dengan aspek filosofis, nilai kepastian yang terkait dengan aspek yuridis, dan nilai kemanfaatan yang terkait dengan aspek sosiologis. Sehingga Rechtsidee menjadi tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum
. Kedaulatan Negara membuat Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan Negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan Negara. 
Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan konstitusi ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga berkomitmen pada persoalan-persoalan urgen kenegaraan, sehingga perlu adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan Negara Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, tujuan nasional Negara Indonesia yaitu seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasca amandemen UUD Tahun 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Dimulai dari pengaturan prinsip kedaulatan rakyat, penerapan Trias Politica secara konsekuen terhadap sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dan checks and balance dalam pelaksanaan ketatanegaraan sampai pengaturan hak asasi warga negara. 

Hal ini ditandai kedaulatan negara sepenuhnya telah berada pada rakyat, yang sebelumnya dimandatkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), beralihnya kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden sebagi eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif. Sementara, perubahan terhadap kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA) saat ini sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution).
Meskipun MA dan MK sama-sama sebagai lembaga peradilan (judicial), dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa perbedaan sifat dan kewenangannya. Sebagaimana Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945, perubahan ketiga, MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. 
Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk misinya yaitu mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Peran MK sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003 telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang.
Sifat dan kewenangan MK sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan: 
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 Jo. UU MK Jo UU Kekuasaan Kehakiman, maka lembaga negara yang bewenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-undang adalah MK. Proses dan sifat dari kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan sejak dari mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat teakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut.

Putusan MK sejak diucapkan diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK. Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua orang.

Artinya, putusan MK yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan the guardian of the constitution. Produk legislatif seburuk apapun sebelumnya tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengkoreksi, kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya, karena buruknya produk legislatif bisa dipengaruhi hanya kepentingan tertentu dari pembentuk untuk menyimpang dari undang-undang dasar bahkan undang-undang yang lain. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusi.

B. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang  menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.  Dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menegakkan konstitusi, MK tidak hanya sekedar berperan menyelesaikan sengketa konstitusional, melainkan juga berperan dalam menjamin ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum yang adil. MK sebagai lembaga peradilan dituntut pula untuk mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk putusan yang adil dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Hakim konstitusi pada MK berasal dari 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konsititusi pada ketiga lembaga negara tersebut diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang mengajukan sehingga tidak ada panduan atau standar yang sama bagi Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen hakim konstitusi. Untuk menjamin adanya mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif maka diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang. 
Jabatan hakim konstitusi bukan merupakan jabatan politik meski lembaga pengusulnya merupakan lembaga politik. Oleh karena itu, periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak harus mengikuti masa periodisasi sebagaimana jabatan politik dari lembaga pengusul, yakni 5 (lima) tahun. Jabatan hakim konstitusi sesuai dengan konsepnya, harus didudukkan sebagai lembaga penyeimbang bagi lembaga negara lainnya, sesuai dengan prinsip checks and balances. 

Saat ini, pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara MK kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi perkembangan hukum yang terjadi agar dapat menjawab tantangan zaman yang kerap berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. 

C. Landasan Yuridis 
Sejak berlakunya UU MK dan UU MK Perubahan dalam implementasinya telah mengalami beberapa kali pengujian materiil ke MK. Dari beberapa kali pengujian tersebut terdapat 7 (tujuh) putusan yang mengabulkan permohonan pengujian materiil UU MK dan UU MK Perubahan, yaitu:

	No.
	Perkara
	Pasal yang diuji
	Putusan

	1.
	Perkara 066/PUU-II/2004
	Pasal 50 UU 24 Tahun 2003
	Mengabulkan sebagian

	2.
	Perkara 48/PUU-IX/2011


	Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
	Mengabulkan sebagian

	3.
	Perkara 49/PUU-IX/2011
	Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
	Mengabulkan sebagian

	4.
	Perkara 68/PUU-XI/2011
	Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011.
	Mengabulkan sebagian

	5. 
	Perkara 34/PUU-X/2012


	Pasal 7a ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011.
	Mengabulkan seluruhnya

	6.
	Perkara 7/PUU-XI/2013
	Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011
	Mengabulkan seluruhnya

	7.
	Perkara 93/PUU-XV/2017
	Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003
	Mengabulkan seluruhnya


Selain itu, UU UU MK dan UU MK Perubahan memiliki permasalahan terkait dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain: 
a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UndangUndang; 

b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; 

c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; 

d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 
e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan paparan diatas, maka selaras dengan ketentuan Pasal 24C  UUD Tahun 1945 yang pada intinya mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim serta hukum acara diatur dengan undang-undang, dengan demikian perlu adanya penggantian terhadap UU MK dan UU MK Perubahan yang berlaku saat ini.  Penggantian tersebut mendasarkan pada tindak lanjut terhadap putusan MK sebagaimana telah dijelaskan diatas serta penyesuaian terhadap pengaturan substansi dalam peraturan teknis yang perlu diangkat kedalam undang-undang sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
BAB V  

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan 

      Jangkauan dan sasaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada substansi mengenai tugas dan wewenang hakim konstitusi, mekanisme perekrutan hakim konstitusi,  mekanisme pengawasan hakim konstitusi serta pembenahan terhadap mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. Perubahan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut guna mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif.

B. Arah Pengaturan    
Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan yaitu melakukan penggantian UU Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 8 Tahun 2011 dengan mengubah serta menambah pengaturan mengenai:
a. mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel;
b. persyaratan calon hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi yang lebih menjamin independensi hakim;
c. majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku hakim konstitusi; dan 
d. penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif baik hukum acara yang bersifat umum maupun hukum acara yang bersifat khusus sesuai dengan perkara yang disengketakan yaitu pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Tahun 1945, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
C. Ruang Lingkup Materi Muatan
1. Ketentuan Umum

      Ketentuan umum dalam Rancangan Undang-Undang ini berisikan tentang pengertian (definisi) mengenai:  

1) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. pembubaran partai politik;
d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

8) Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang pleno yang dilaksanakan oleh hakim konstitusi secara tertutup untuk mengambil putusan.

9) Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat seluruh data pendaftaran Permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi.

10) Hari adalah hari kerja.
2. Kedudukan dan Susunan

a. Kedudukan 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi, hukum, dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

b. Susunan
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi memegang jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan sebagai hakim konstitusi lebih dulu berakhir, masa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan masa jabatan sebagai hakim konstitusi.  Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi.
Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode selanjutnya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, rapat pemilihan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, rapat pemilihan dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya. Rapat pemilihan sebagaimana dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Dalam hal rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam sejak rapat dinyatakan ditunda oleh pimpinan rapat. Dalam hal penundaan rapat telah dilakukan dan kuorum rapat tetap tidak terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum. Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Kedudukan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara memberikan hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau

b) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan akan  diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
d. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh kepaniteraan dan sekretariat jenderal. Kepaniteraan dan sekretariat jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera dan dibantu oleh panitera muda dan panitera pengganti. Tugas teknis administratif peradilan meliputi:

a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;

b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;

c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Sekretariat jenderal menjalankan tugas administrasi umum Mahkamah Konstitusi. Sekretariat jenderal dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Tugas teknis administrasi umum meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan sekretariat jenderal dan kepaniteraan;

b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;

c. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;

d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang kepaniteraan dan sekretariat jenderal di Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.
3. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

a. Wewenang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) memutus pembubaran partai politik; dan

4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan berupa:

1) pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2) korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3) tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

b. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus dan pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Laporan tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

a. Pengangkatan

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

2) adil; dan

3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:

1) warga negara Indonesia;

2) berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;

3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4) berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
5) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan

8) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun. 

Selain persyaratan sebagaimana telah dijelaskan diatas, calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

1) surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;

2) daftar riwayat hidup;

3) menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;

4) laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan

5) nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi:

1) pejabat negara lainnya;

2) anggota partai politik;

3) pengusaha;

4) advokat; atau

5) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. 

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Masing-masing lembaga pengusul membentuk panitia seleksi yang memiliki: reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; dan memiliki kredibilitas dan integritas. Panitia seleksi tersebut berjumlah 5 (lima) orang. Panitia seleksi mengusulkan nama calon kepada lembaga pengusul sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dari jumlah yang dibutuhkan untuk diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Tata cara pencalonan dan pemilihan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul.
Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden yang berbunyi sebagai berikut:
Sumpah hakim konstitusi:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:
Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
b. Pemberhentian

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

1) meninggal dunia;
2) mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
3) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau

4) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat jika:

1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
2) melakukan perbuatan tercela;
3) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4) melanggar sumpah atau janji jabatan;
5) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
6) melanggar larangan rangkap jabatan;
7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
8) melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.   
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.
Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan meninggal dunia. Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara. Jangka waktu pemberhentian sementara paling lama 60 (enam puluh) Hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila perpanjangan waktu telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dalam hal:
1) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 

2) menjadi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; atau 
3) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.
Pemberhentian sementara paling lama 60 (enam puluh) Hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Dalam hal di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.
Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga pengusul terkait mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden mengenai penetapan pemberhentian hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga pengusul terkait mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan dengan alasan tidak hormat. Lembaga pengusul terkait mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pengajuan diterima Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
5. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta menegakkan keadilan, hakim konstitusi wajib:

1) menaati peraturan perundang-undangan;

2) menghadiri persidangan;

3) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;

4) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;

5) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan

6) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim konstitusi dilarang:

1) melanggar sumpah atau janji;

2) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

3) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara.
b. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang hakim konstitusi;

2) 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;

3) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi; 

4) 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum; dan

5) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.  
 Masa jabatan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
6. Hukum Acara 

a. Umum 

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersamaan berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.

Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya paling sedikit 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam hal tidak dipenuhi maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal diperlukan, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela sebelum diucapkan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali RPH. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan  dalam sidang yang bersifat tertutup. Keadaan tertentu berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan pelindungan hukum.

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa. Kepolisian wajib menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pemeriksaan pendahuluan dan/atau persidangan, para pihak dapat didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Surat keterangan atau surat kuasa khusus ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

b. Pengajuan Pemohonan 

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Permohonan dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
1) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) pembubaran partai politik;

4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan paling sedikit memuat:

1) nama dan alamat pemohon;

2) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; 

3) kedudukan hukum pemohon; dan

4) hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya. 
c. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang 

Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan. Permohonan yang telah lengkap dicatat dalam BRPK. Permohonan tersebut dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu, Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. 

BRPK paling sedikit memuat catatan tentang kelengkapan administrasi yang disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas Permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. 

Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR, Presiden, DPD, MPR, dan/atau termohon dan pihak terkait dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pihak terkait dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait atau atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Permohonan sebagai pihak terkait diajukan sebelum pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai dan dapat disertai dengan keterangan pihak terkait. Dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau menolak permohonan pihak terkait, Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan yang salinannya disampaikan kepada pihak terkait.

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang diberitahukan kepada para pihak serta diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi. Pemberitahuan penetapan hari sidang harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum hari persidangan.

Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali yang diajukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang terakhir. Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebelum diregistrasi, Panitera memberitahukan kepada pemohon disertai dengan menerbitkan akta pembatalan penerimaan Permohonan dan mengembalikan berkas Permohonan. Dalam hal Permohonan penarikan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah Permohonan diregistrasi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Amar penetapan menyatakan “Permohonan pemohon ditarik kembali”. Permohonan yang telah ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

d. Alat Bukti  

Alat bukti ialah:

1) surat atau tulisan;

2) keterangan saksi; 

3) keterangan ahli; 

4) keterangan para pihak;

5) pengamatan hakim; dan

6) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti pada angka 1 dan angka 6, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Dalam hal alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

e. Pemeriksaan Pendahuluan 

Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan. Dalam pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan. 

Pemohon wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan dan yang mewakilinya memberitahukan alasan ketidakhadiran maka Mahkamah Konstitusi dapat memanggil pemohon sekali lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya. Dalam hal pemohon telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak diwakili oleh orang lain untuk memberitahukan ketidakhadirannya maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan gugur. Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar penetapan, menyatakan “Permohonan pemohon gugur”.

Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama:
1) 10 (sepuluh) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) 10 (sepuluh) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3) 5 (lima) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pembubaran partai politik;
4) 5 (lima) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

5) 5 (lima) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Tata Tertib Persidangan

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali RPH. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai tata tertib persidangan diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

g. Pemeriksaan Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. Lembaga negara wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Pemeriksaan persidangan meliputi:

1) pemeriksaan pokok Permohonan;

2) pemeriksaan alat bukti tertulis;

3) mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

4) mendengarkan keterangan saksi;

5) mendengarkan keterangan ahli;

6) mendengarkan keterangan pihak terkait;

7) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan

8) pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan. Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa. Kepolisian wajib menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saksi dan ahli memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji. Saksi dan ahli masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
h. Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan paling sedikit pada 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang pleno hakim, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak menghasilkan suara terbanyak, suara ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan hasil putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain dan harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat atau alasan anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat:

1) kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

2) nama lembaga: “MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA” 

3) identitas pihak;

4) Permohonan;

5) jawaban termohon, keterangan pemberi keterangan, dan/atau keterangan pihak terkait, jika ada;

6) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 

7) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 

8) amar putusan; 

9) hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera/panitera pengganti; dan 
10) alasan dan/atau pendapat hakim konstitusi yang berbeda, jika ada.
Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit memuat:

1) pendirian pemohon terhadap Permohonan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan;

2) keterangan para pihak dan/atau pemberi keterangan; 

3) keterangan saksi dan/atau ahli; dan

4) hasil pemeriksaan alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit memuat:

1) kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2) kedudukan hukum pemohon;

3) alasan dalam pokok Permohonan;

4) pendapat Mahkamah Konstitusi; dan

5) konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:

1) Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau

2) pemohon menarik kembali Permohonan.

Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbunyi, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon”. Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berbunyi, “Menyatakan Permohonan pemohon ditarik kembali”. Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang hadir dalam sidang pengucapan putusan dan panitera. Putusan Mahkamah Konstitusi kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak putusan diucapkan. Putusan dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi.
i. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon terdiri atas:

1) perseorangan dan/atau kelompok orang warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama;

2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3) badan hukum publik atau privat; atau 

4) lembaga negara. 

Untuk memeriksa Permohonan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain keterangan dari Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat meminta dan/atau menerima keterangan dari:

1) DPR:

2) Presiden;

3) DPD;

4) MPR;

5) ahli; 

6) saksi; 

7) pihak terkait; dan/atau

8) pihak lain.

Keterangan tersebut disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan.  Selain keterangan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada DPR, Presiden, DPD, dan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 

1) Pengujian Formil 

Permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sejak Undang-Undang diundangkan. Permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 paling sedikit memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam permohonan pengujian formil, pemohon wajib menguraikan hal yang menjadi dasar Permohonan yang terdiri atas:

a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang paling sedikit memuat:

i. Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan suara dalam pemilihan umum; dan

ii. Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan; 

c) tenggang waktu pengajuan Permohonan pengujian formil; dan
d) alasan mengenai pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain menguraikan dasar Permohonan, pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim konstitusi yang paling sedikit terdiri atas:

a) mengabulkan Permohonan pemohon;

b) menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c) menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2) Pengujian Materiil

Permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam hal terdapat Permohonan pengujian materiil, pemohon wajib menguraikan hal yang menjadi dasar Permohonan yang terdiri atas:

a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang paling sedikit memuat:

i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

ii. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;

iv. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

c) alasan mengenai pertentangan antara materi muatan pasal dan/atau dan/atau ayat suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain menguraikan dasar Permohonan, pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim konstitusi yang paling sedikit terdiri atas:

a) mengabulkan Permohonan pemohon; dan

b) menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Persyaratan Permohonan 

Dalam hal persyaratan Permohonan belum lengkap, panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Pemohon harus melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan tersebut diterima. Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu, panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

4) Pencatatan Dan Penyampaian Permohonan

Dalam hal Permohonan telah memenuhi kelengkapan, Mahkamah Konstitusi mencatat Permohonan dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi jika materi muatan yang sedang diuji di Mahkamah Agung berkaitan langsung dengan materi muatan undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.  Dalam hal ditundanya pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan hari sidang pertama. 

5) Keterangan DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa kepada DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR. DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dalam pemeriksaan persidangan baik secara lisan maupun tertulis.

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR untuk menyampaikan keterangan dan mengikuti seluruh jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Keterangan dan/atau risalah rapat dari Presiden disampaikan oleh Presiden dalam pemeriksaan persidangan. Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri terkait, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,  dan/atau pejabat setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan keterangan dan mengikuti seluruh jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. 

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPD disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD.

Keterangan dan/atau risalah rapat dari MPR disampaikan oleh Pimpinan MPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberi pemaknaan terhadap norma yang dimohonkan pengujian.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan pasal dan/atau ayat Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-Undang tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memberi pemaknaan terhadap norma yang diuji, wajib dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan  dalam sidang pembacaan putusan. DPR dan/atau Presiden melakukan perubahan atau penggantian undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konsitusi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang wajib diucapkan paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak RPH terakhir. Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan/atau pihak terkait.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dan dinyatakan ditolak, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dan/atau alasan Permohonan berbeda.
j. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dan Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Pihak terkait adalah lembaga negara yang berkepentingan dengan adanya Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon.
Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Permohonan tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam hal terdapat Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, pemohon wajib menguraikan hal yang menjadi dasar Permohonan yang terdiri atas:

1) kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

3) alasan mengenai kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh termohon.

Selain menguraikan dasar Permohonan, pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim konstitusi yang terdiri atas:

1) mengabulkan Permohonan pemohon; dan

2) menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

Dalam hal persyaratan Permohonan belum lengkap, panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Pemohon harus melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan tersebut diterima. Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu, panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Dalam hal Permohonan telah memenuhi kelengkapan, Mahkamah Konstitusi mencatat Permohonan dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama dan harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Dalam hal Permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam hal Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu, pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan lembaga negara yang bersengketa.
k. Pembubaran Partai Politik

Pemohon adalah Pemerintah. Pemerintah diwakili oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya Permohonan pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemohon. 

Permohonan pembubaran partai politik harus memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam hal terdapat Permohonan pembubaran partai politik, pemohon wajib menguraikan hal yang menjadi dasar Permohonan yang terdiri atas:

1) kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2) kedudukan hukum pemohon; dan

3) alasan mengenai ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain menguraikan dasar Permohonan, pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim konstitusi yang terdiri atas:

1) mengabulkan Permohonan pemohon;

2) memerintahkan kepada pemohon untuk membatalkan pendaftaran partai politik; dan

3) memerintahkan kepada pemohon untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima.

Dalam hal persyaratan Permohonan belum lengkap, panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Pemohon harus melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan tersebut diterima. Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu, panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Dalam hal Permohonan telah memenuhi kelengkapan, Mahkamah Konstitusi mencatat Permohonan dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama dan harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai politik bersangkutan pada Pemerintah. Pembatalan pendaftaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak putusan diterima.
l. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pemohon adalah:

1) partai politik peserta pemilihan umum;

2) perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum; dan

3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum. Pihak terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang secara signifikan mempengaruhi:

1) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2) terpilihnya calon anggota DPD; dan/atau
3) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum harus memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam Permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: 
1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan 

2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan belum lengkap, panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Pemohon harus melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diterima. Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu, panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Dalam hal Permohonan telah memenuhi kelengkapan, Mahkamah Konstitusi mencatat Permohonan dalam BRPK.  Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama dan harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Dalam hal Permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Dalam hal Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Permohonan diregistrasi dalam BRPK.  Dalam hal terdapat Permohonan penyelesaian atas perselisihan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi wajib mendahulukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan diregistrasi dalam BRPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:

1) MPR;

2) DPR;

3) DPD;

4) Presiden/Pemerintah;

5) Komisi Pemilihan Umum;

6) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan

7) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum.

m. Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon adalah DPR. Termohon adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Permohonannya mengenai dugaan: 
1) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau

2) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bukti terpenuhinya kuorum dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan.

Dalam hal Permohonan telah memenuhi kelengkapan, Mahkamah Konstitusi mencatat Permohonan dalam BRPK.  Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. 
Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap Permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak permohonan dicatat dalam BPRK. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden  disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
7. Pendanaan 

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Mahkamah Konstitusi.
8. Ketentuan Peralihan 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun; dan

b. hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih dalam proses dan belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan pelaksanaannya. 
9. Ketentuan Penutup
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
BAB VI
PENUTUP 
A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris tentang pelaksanaan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi:
a. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami banyak perubahan, baik melalui perubahan undang-undang maupun hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga perlu dilakukan penataan ulang Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah agar tidak menyulitkan pengguna undang-undang.
b. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan persyaratan hakim konstitusi, masa jabatan dan usia pensiun hakim konstitusi, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, penegakan kode etik hakim konstitusi, kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
c. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengembalikan muruah dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan mengisi kebutuhan hukum pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi saat ini terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan diharmonisasikan. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa norma substantif dan teknis yang perlu disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan ulang Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
a. Landasan filosofis
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Landasan sosiologis.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya perlu disempurnakan untuk mengembalikan muruah dan kepercayaan masyarakat dan mengisi kebutuhan hukum pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi.
c. Landasan yuridis.
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami perubahan baik melalui perubahan undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang dalam satu naskah, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi:
a. Masa jabatan hakim konstitusi terkat dengan periodesasi jabatan dan usia pensiun.

b. Kepaniteraan dan batas usia pensiun panitera di Mahkamah Konstitusi;

c. Pembentukan panitia seleksi pada masing-masing lembaga pengusul untuk pengajuan calon hakim konstitusi.

d. Pengambilan sumpah hakim konstitusi.

e. Pemberhentian dan tata cara pemberhentian hakim konstitusi;

f. Pengaturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

g. Penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

h. Penyesuaian norma dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
B. Saran

Atas kesimpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan dengan menyesuaikan terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan substansi lain untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, serta memenuhi kebutuhan hukum pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan menata ulang dalam satu naskah (Undang-Undang penggantian) agar memudahkan pengguna undang-undang.

c. Pengaturan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan secara terpisah dan diintegrasikan di dalam satu undang-undang, sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.
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